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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan
dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri (SD N) Rejosari
dan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-I’tisham Kabupaten Gunungkidul.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan
penelitian yaitu; kepala sekolah, bendahara, komite sekolah dan orang tua/ wali murid
kedua sekolah, bendahara pembantu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) TK &
SD Kecamatan Tanjungsari, dan Kasi bina pendidik & kurikulum bidang TK & SD
Disdikpora Kabupaten Gunungkidul. Penentuan informan menggunakan metode
purposive. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis
data dengan teknik Miles & Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan
verifikasi data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kebijakan dana BOS di SD N
Rejosari telah diimplementasikan sesuai dengan juknis BOS a) RKAS disiapkan
draftnya oleh bendahara kemudian dimusyawarahkan dalam rapat sekolah, b)
penerimaan dana berasal dari BOS Pusat, Provinsi, Kabupaten dan non-BOS dari wali
murid, pengeluaran untuk delapan standar sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
dan kebutuhan lain sesuai pungutan dari wali murid, pelaporan dilakukan tiap akhir
tahun kepada tim manajeman BOS sesuai dengan format yang telah ditentukan, c)
kendala, perbedaan jumlah uang yang diterima dengan yang seharusnya diterima
karena ada siswa pindahan atau kenaikan kelas pada triwulan berjalan, cara mengatasi
dengan melaporkan jumlah siswa yang sebenarnya kepada tim manajeman BOS baik
online maupun manual pada triwulan berikutnya. (2) Kebijakan dana BOS di SDIT
Al-I’tisham telah diimplementasikan sesuai dengan juknis BOS a) penyusunan RKAS
dikerjakan oleh bendahara dengan koordinasi kepala sekolah, b) penerimaan dana
BOS dari Pusat serta Provinsi dan non-BOS dari yayasan, donatur, dan wali murid,
pengeluaran dana BOS dan yayasan untuk delapan standar sesuai Standar Nasional
Pendidikan (SNP), pengeluaran dana dari donatur dan wali murid menyesuiakan
dengan tujuan diberikannya dana, pelaporan kepada tim manajemen BOS kabupaten
setiap ahir tahun anggaran sesuai ketentuan dan kepada yayasan sebagai tembusan,
laporan kepada donatur jika pihak tersebut meminta, c) kendala yang timbul adalah
kekurangan dana dalam melaksanakan program, cara mengatasinya dengan
memenuhi kekurangan tersebut dengan dana dari yayasan, donatur, atau dipenuhi
sendiri oleh pihak sekolah.
Kata kunci: implementasi kebijakan, BOS, sekolah dasar
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa dapat tercermin 
dari kualitas pendidikannya. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa 
pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan potensi individu agar 
mampu menciptakan kesejahteraan bagi individu sendiri, masyarakat, maupun 
negara (Mulyono, 2010: 48). Dengan demikian pendidikan merupakan alat 
untuk meningkatkan kualitas SDM. Theodore, W. Schultz (Nanang Fattah, 
2004: 5) menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan bukan bentuk 
konsumsi semata-mata, malainkan suatu bentuk investasi. Hal ini jelas bahwa 
kualitas suatu bangsa dapat diperoleh melalui proses pendidikan di mana 
dalam pendidikan tersebut memberikan pengetahuan dan keterampilan 
sebagai bekal atau investasi menuju kemandirian.
Pendidikan mampu menyiapkan manusia agar lebih siap dalam dunia 
kerja karena pembelajaran yang didapat. Semakin tinggi tingkat pendidikan 
seseorang maka akan semakin siap ia bekerja. Seperti halnya konsep human 
capital, konsep ini menghubungkan produktivitas kerja, pendidikan, dan 
pertubuhan ekonomi (Nanang Fattah, 2004: 18). Ketiga faktor tersebut saling 
berkaitan dengan pendidikan sebagai dasarnya.
Meskipun pendidikan sudah dipersiapkan dengan tujuan sebaik 
mungkin, pada kenyataannya masih terdapat kendala-kendala yang dapat 
2menghambat tujuan tersebut. Banyak masyarakat yang kurang dapat 
mengakses pendidikan dengan alasan letak geografis dan ekonomi. Sebagai 
contoh pada penelitian Dedi Supriadi menunjukkan adanya perbedaan 
pengeluaran orang tua siswa SD di 6 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, 
Sumatera Utara, DIY, Kalimantan Barat, dan Bali. Dua dari keenam provinsi 
tersebut yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur mengeluarkan biaya paling besar 
sedangkan Kalimantan Barat dan Sumatera Utara paling sedikit (Dedi 
Supriadi, 2003: 82). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya yang 
dikeluarkan orang tua untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan di setiap 
provinsi berbeda. Jika dikaitkan dengan faktor ekonomi maka setiap provinsi 
tidak bisa disamakan pemenuhan kebutuhannnya dikarenakan penghasilan 
yang berbeda. Penghasilan lulusan sekolah pedesaan lebih rendah 
dibandingkan dengan daerah perkotaan.
Pendidikan merupakan salah satu isu pemerintah dan pembangunan 
yang perlu didesentralisasikan agar pendidikan tersebut mencapai tingkat 
keberhasilan yang dikehendaki, baik oleh pusat maupun daerah (Riant 
Nugroho, 2008: 31). Pelaksanaan otonomi berfokus pada kabupaten dan kota 
dalam pembangunan termasuk didalamnya adalah pembangunan dalam 
bidang pendidikan. Adanya otonomi menyebabkan berkurangnya peran 
pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dari sentralistik ke 
desentralistik sehingga sekolah-sekolah mempunyai kewenangan sendiri 
dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan pendidikan termasuk dalam 
hal pendanaan.
3Pelaksanaan pendidikan di sekolah tentunya didukung oleh beberapa 
hal seperti partisipasi masyarakat, tenaga kependidikan, fasilitas, dan 
pendanaan. Mengaitkan dengan pendanaan, pendidikan tidak dapat lepas dari 
penyediaan anggaran dana. Sekolah sebagai satuan pendidikan memiliki 
sumber dana seperti yang disampaikan dalam PP No. 48 Tahun 2008, Pasal 2 
ayat 1 yang menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung
jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. 
Pendanaan memang bukan satu-satunya yang menentukan kualitas 
pendidikan, namun tanpa adanya dana yang cukup sekolah tidak dapat 
melaksanakan proses pembelajaran dengan lancar.
Berkaitan dengan pendanaan pendidikan, biasanya sekolah hanya 
menunjukkan kebutuhan dana kepada masyarakat, itupun hanya dana yang 
akan ditarik. Umumnya sekolah belum terbuka terkait realisasi pembiayaan 
padahal pada Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 Pasal 52 Poin l 
menyebutkan bahwa pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana 
dipertangggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada 
pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/ wali peserta didik, dan 
penyelenggara satuan pendidikan.
Masalah lain yang timbul dalam pendanaan yang disadari oleh 
Lembaga/badan perencanaan sosial-ekonomi ialah data mengenai pendanaan 
pendidikan nasional masih tersebar dan kurang akurat. Selain itu juga sistem 
penganggaran di Indonesia sangat rumit tidak terdapat mekanisme yang 
teratur untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai pembiayaan 
4sekolah (Mulyono, 2010: 127). Hal ini berkaitan dengan transparansi 
anggaran dan biaya sekolah yang dikeluarkan setiap tahun beserta besaran 
pos-pos keuangan yang direalisasikan.
Sekolah memiliki kewenangan dalam pendanaan dan pengalokasian 
dana yang biasanya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Sekolah (APBS). Namun demikian sekolah juga harus mampu menggali dana 
dari sumber-sumber yang potensial dalam hal ini adalah Pemerintah pusat, 
Pemerintah daerah dan masyarakat. Sekolah juga harus mampu mengelola 
keuangan sedemikian rupa sehingga tidak melakukan pemborosan (Maria 
Dominika Niron, 1989: 3). Kondisi ini menuntut bagaimana sekolah 
memperoleh dana dan mengalokasikannya agar efektif sesuai dengan tujuan 
yang hendak dicapai oleh sekolah. Namun demikian masih ada sekolah yang 
kurang kondusif untuk memunculkan kebijakan baru dalam mengembangkan 
dirinya untuk meningkatkan kualitas karena keterbatasan-keterbatasan.
Keterbatasan tersebut seperti letak sekolah yang berada di pedalaman yang 
membuat kurang up to date tentang informasi baru yang berkaitan dengan 
pendidikan dan sulitnya guru untuk melakukan perubahan.
Bagi sejumlah masyarakat marginal dan pedalaman mereka 
mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan. Mereka memiliki 
keterbatasan dalam mencari layanan pendidikan yang bermutu dan mudah 
dijangkau secara geografis (Arif Rohman, 2001: 51). Kedua masalah tersebut 
yang berkaitan dengan faktor ekonomi dan letak geografis mengakibatkan 
pendidikan tidak merata. Lebih jauh letak sekolah dari pusat pemerintahan 
5maka akan semakin sulit penyampaian kebijakan yang harus diterapkan 
sehingga berakibat pada kualitas pendidikan disekolah tersebut. Semakin 
tinggi biaya pendidikan maka akan semakin sulit masyarakat marginal untuk 
menikmati pendidikan. Pendidikan hanya akan diakses oleh masyarakat 
lapisan menengah keatas. Maka hal ini akan berseberangan dengan UUD 
1945 pasal 31 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat 
pendidikan”.
Pada tahun 2005 pemerintah meluncurkan program Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka mengatasi issu pemerataan 
pendidikan dan penuntasan wajib belajar 9 tahun. Program tersebut 
dilatarbelakangi oleh pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) 
secara drastis yang berdampak menurunnya kemampuan daya beli, daya tawar 
pengobatan, dan banyaknya siswa yang putus sekolah pada masyarakat 
ekonomi menengah kebawah. Untuk mengurangi dampak tersebut maka 
pemerintah merealokasikan sebagian besar anggarannya ke empat program 
yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan subsidi 
langsung tunai (SLT) yang salah satu program dalam bidang pendidikan 
adalah program BOS (sumber: http://pendidikan.ariefew.com/berita-bos/latar-
belakang-program-bantuan-operasional-sekolah-bos/)
Mengacu kepada PP No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan 
bahwa sumber pendanaan berasal dari Pemerintah, Pemerintah daerah, dan 
masyarakat, dana BOS masuk kedalam kategori sumber pendanaan yang 
berasal dari pemerintah. Maka dari itu segala ketentuan yang berkaitan 
6dengan BOS telah diatur oleh pemerintah sehingga sekolah tidak boleh 
melanggar aturan yang telah ditentukan. Dana BOS telah menjadi penopang 
utama dalam melaksanakan aktivitas pendidikan, namun sekolah juga masih 
boleh memungut dana dari masyarakat. Permasalahannya, mindset masyarakat 
masih terpaku tentang adanya dana BOS maka mereka tidak usah lagi 
mengeluarkan dana untuk pembiayaan pendidikan di sekolah. Padahal sekolah 
masih bisa memungut jika dirasa masih memerlukan dana untuk aktivitas
pendidikan disekolah. Hal ini diatur dalam PP No. 44 tahun 2012 tentang 
Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.
Namun demikian, dalam menentukan pungutan sekolah harus memperhatikan 
keadaan masyarakat. 
Setelah diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah mempunyai 
hak untuk mengatur pelaksanaan pemerintahannya sendiri termasuk 
Kabupaten Gunungkidul yang terlatak 39 km tenggara kota Yogyakarta. 
Secara yuridis, Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten 
yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri dalam 
lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan pada tanggal 15 
Agustus 1950 dengan undang-undang nomor 15 tahun 1950 jo. Peraturan 
pemerintah no 32 tahun 1950. Tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten 
dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (RKPB, 2012: 6). Adanya 
otonomi tersebut juga berdampak pada sektor pendidikan.
Otonomi juga menyangkut kebijakan pendidikan ditingkat sekolah. 
Apalagi secara geografis kabupaten Gunungkidul berbatasan persis dengan 
7samudra Hindia. Berkaitan dengan itu, sekolah pesisir cenderung memiliki 
keterbatasan baik menyangkut teknologi informasi, transportasi, finansial, 
maupun birokrasi (Arif Rohman dkk, 2007: 1). Keterbatasan tersebut dapat 
menghambat informasi-informasi yang penting bagi proses pendidikan 
disekolah. Selain itu juga kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dari 
pusat menjadi terhambat karena keterbatasan tersebut.
Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan implementasi 
kebijakan pendanaan pendidikan di SD N Rejosari dan SDIT Al-I’tisham
mengingat sumber utama pendanaan sekolah dasar berasal dari pemerintah 
berupa BOS. Selain itu juga peneliti ingin melihat bagaimana sekolah 
melakukan pendanaan pendidikan mempertimbangkan sumber pendanaan 
pendidikan dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
sedangkan kondisi masyarakat di lingkungan sekolah tersebut yang masih bisa 
dikatakan daerah pesisir memiliki tingkat perekonomian menengah kebawah.
B. Identifikasi Masalah
Dari uraian di atas maka dapat dirangkum beberapa masalah yang timbul 
antara lain:
1. Banyak masyarakat yang kurang dapat mengakses pendidikan dengan 
alasan letak geografis dan faktor ekonomi.
2. Sistem penganggaran di Indonesia sangat rumit tidak terdapat mekanisme 
yang teratur untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai 
pembiayaan sekolah.
83. Diberlakukannya otonomi, Sekolah harus jeli menarik dana dari sumber 
yang ada dan mengelola keuangan dengan baik agar tidak melakukan 
pemborosan.
4. Sekolah yang letaknya di daerah pesisir cenderung memiliki keterbatasan 
baik menyangkut teknologi informasi, transportasi, financial, maupun 
birokrasi yang dapat menghambat masuknya informasi-informasi yang 
penting bagi proses pendidikan disekolah.
5. Sekolah belum terbuka terkait realisasi pendanaan pendidikan
6. Adanya dana BOS, masih ada mengira bahwa tidak ada lagi pungutan 
yang harus dikeluarkan untuk membiayai aktivitas pendidikan disekolah.
C. Batasan Masalah
Karena luasnya masalah yang menyangkut pendanaan pendidikan dan 
mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya untuk melakukan 
penelitian maka penelitian ini hanya akan dibatasi pada satu hal. Hal tersebut 
adalah tentang pelaksanaan pendanaan pendidikan di SD N Rejosari dan 
SDIT Al-I’tisham dengan sumber utama dari dana BOS.
D. Rumusan Masalah
Dari batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diajukan 
adalah bagaimana kebijakan dana BOS diimplementasikan di SD N Rejosari 
dan SDIT Al-I’tisham?
9E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah untuk mendiskripsikan implementasi kebijakan 
dana BOS di SD N Rejosari dan SDIT Al-I’tisham.
F. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran yang 
dapat digunakan untuk menguatkan teori yang ada, mengenai masalah 
yang diteliti yaitu tentang implementasi kebijakan dana BOS di SD N 
Rejosari dan SDIT Al-I’tisham Kabupaten Gunungkidul.
2. Manfaat praktis bagi pihak-pihak yang terkait seperti:
a. Kepala Sekolah, hasil penelitian yang berupa gambaran implementasi
kebijakan yang dijalankan selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan untuk menyusun kebijakan selanjutnya.
b. Guru, memberikan informasi kepada guru tentang anggaran pendanaan 
pendidikan sehingga dapat memanfaatkannya secara efektif dan 
efisien.
c. Orang tua, memberikan gambaran implementasi kebijakan pendanaan 
sekolah agar menyesuaikan untuk meningkatkan daya dukung terhadap 
pendanaan pendidikan atau tidak dengan menyesuaikan kondisi 
lingkungan.
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d. Dinas Pendidikan, hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan 
untuk mengambil kebijakan terkait dengan pendanaan sekolah negeri 
maupun swasta.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Konsep Kebijakan
1. Kebijakan Publik
Menurut Riant Nugroho (2008: 35) pemahaman kebijakan publik 
sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh instansi negara dalam 
rangka mencapai visi dan misi dari bangsa. Berkenaan dengan kebijakan 
publik pada daerah tingkat otonom, kebijakan publik adalah kebijakan 
publik yang dibuat oleh legislatif dan/atau eksekutif di tingkat daerah 
otonom. Jadi kebijakan lebih menekankan kepada aturan untuk mencapai 
tujuan tertentu. Dengan adanya kebijakan maka akan memberikan rambu-
rambu dan arahan bagaimana suatu tujuan itu akan dicapai.
Thomas R. Dye (Riant Nugroho, 2008: 33) mengatakan bahwa:
“Public policy is whatever goverment choose to do or not to do. 
Goverment do many things. Note that we are focusing not only on 
goverment action but also on goverment in action, that is, what 
goverment choose not to do. We contend that goverment in action 
can have just as great an impact on society as goverment action.” 
Public policy is what goverment do, why they do it, and what 
difference it makes.”
Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik 
adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak 
dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa tidak hanya tindakan pemerintah
yang menjadi fokus tetapi keterlibatan pemerintah dalam tindakan
tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam aksi dapat memiliki dampak 
besar pada masyarakat sebagai tindakan pemerintah. Kebijakan publik 
12
adalah apa yang pemerintah lakukan, mengapa mereka melakukannya, 
dan perubahan apa yang dihasilkan.
Menurut Yoyon Bachatiar Irianto (2011: 34) kebijakan merupakan 
serangkaian tindakan sebagai suatu arahan untuk mencapai tujuan. Hal 
yang berkaitan dengan kebijakan dalam sebuah organisasi merupakan 
komponen-komponen masukan yang perlu dimanfaatkan dalam usaha 
memperoleh setiap produk atau keluaran. Proses untuk mencapai produk 
atau keluaran tersebut senantiasa dilakukan dengan apa yang disebut 
kebijakan.
Kebijakan publik melingkupi kondisi sosial umum yang 
berhubungan dengan masyarakat dan permasalahannya yang dapat 
menimbulkan dampak luas. Kebijakan publik adalah hasil pengambilan 
keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip maupun 
aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan para 
manajer dan personel dalam menentukan masa depan organisasi yang 
berimplikasi bagi kehidupan masyarakat (Syafaruddin, 2008: 77).
Haner (Syafaruddin, 2008: 77) menjelaskan, kebijakan adalah 
ungkapan verbal atau tertulis dan tegas dari prinsip-prinsip dan aturan-
aturan yang ditetapkan oleh pimpinan manajerial sebagai garis besar dan 
batas-batas pemikiran tindakan dari sesuatu organisasi.
Menurut Abdul Wahab (Yoyon Bachatiar Irianto, 2011: 34) 
kebijakan dapat pula bermakna sebagai tindakan politik, atau serangkaian 
prinsip, tindakan yang dilakukan seseorang, kelompok atau pemerintah 
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atau aktor terhadap suatu masalah. Jadi kebijakan dibuat dalam rangka 
menangani masalah yang ada.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik 
adalah apapun yang dilakukan pemerintah atau tidak dilakukan sebagai 
keputusan yang dapat berbentuk ungkapan verbal atau tertulis dari prinsip-
prinsip dan aturan-aturan yang bersifat memaksa untuk memecahkan 
masalah dan/atau mencapai tujuan.
2. Kebijakan Pendidikan
Kebijakan publik yang berkenaan dengan pendidikan yaitu 
kebijakan yang pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban anggota 
masyarakat, mengatur hubungan kelompok dan organisasi dalam 
masyarakat, termasuk didalamnya mengatur cara kerja pejabat pemerintah 
(negara) dalam bidang pendidikan (Arif Rohman, 2001: 52).
Ali Imron menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah 
satu kebijakan negara. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan 
yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan 
yang bersifat melembaga bisa tercapai. Kebijakan pendidikan sangat erat 
hubungannya dengan kebijakan publik, seperti halnya kebijakan ekonomi, 
politik, luar negeri, keagamaan dll. Maka dari itu kebijakan pendidikan 
tidak bisa berdiri sendiri, ketika ada perubahan kebijakan publik maka 
kebijakan pendidikan juga bisa berubah (Devi Agustin M, 2013: 16-17).
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Menurut H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho (Hari Setyowati, 2013: 
17) kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan 
langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi 
pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan 
pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.
Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur 
khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan 
distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan (Arif 
Rohman, 2001: 61). Hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan 
dan permasalahannya menjadi lingkup kebijakan pendidikan.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik yang mengatur seluruh 
aktivitas dalam bidang pendidikan dalam kurun waktu tertentu untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan.
3. Kebijakan Pendanaan Pendidikan
Kebijakan pendanaan pendidikan tidak terlepas dari pengaruh 
desentralisasi. Inti dari desentralisasi adalah adanya pembagian 
kewenangan oleh tingkat organisasi atas kepada organisasi dibawahnya. 
Desentralisasi akan membuat tanggungjawab lebih besar kepada pimpinan 
di tiap level organisasi dalam melaksanakan tugasnya serta memberi 
kebebasan untuk bertindak. Salah satu wujud desentralisasi manajemen 
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pendidikan adalah terlaksananya proses keleluasaan dalam manajemen 
penyelenggaraan pendidikan (Yoyon Bahtiar Irianto, 2011: 80-81).
Pendanaan (funding/ financing), lebih berkaitan dengan persoalan 
bagaimana, siapa, dan seberapa mendanai pendidikan. Sistem pendanaan 
lebih berhubungan dengan siapa yang bertanggungjawab mendanai 
pendidikan, seberapa besar dana yang harus disediakan, dan bagaimana 
dana tersebut disalurkan kepada pihak yang akan menggunakan (Muljani 
A. Nurhadi, 2011: 1). Jadi pendanaan dapat dikatakan sebagai cakupan 
aktivitas sebelum dana yang ada digunakan untuk program yang terencana 
yang menyangkut orang, cara, dan jumlah.
Terdapat juga istilah lain yang serupa dengan pendanaan, yaitu 
penganggaran. Penganggaran merupakan kegiatan atau proses 
penyusunan anggaran (budget). Anggaran merupakan rencana operasional 
yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang 
digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 
lembaga dalam kurun waktu tertentu beserta gambaran kegiatan yang akan 
dilaksanakan (Nanang Fattah, 2004: 47). Penganggaran menekankan pada 
proses penyusunannya, dimana isi dari anggaran tersebut adalah kegiatan 
beserta alokasi dana yang direncanakan untuk digunakan dalam jangka 
waktu tertentu. Nominal anggaran tersebut menjadi acuan dalam 
membelanjakan dana agar tidak melalakukan pemborosan.
Anggaran biasanya terdiri dari dua sisi. Satu sisi merupakan 
perolehan dana dari sumber-sumber seperti yang tertera pada PP no 48 
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tahun 2008 bahwa pendanaan pendidikan menjadi tangung jawab antara 
pemerintah, pemerintah darah, dan masyarakat. Besaran dana yang 
diberikan kepada satuan lembaga tergantung dari kebijakan masing-
masing sumber. Selain itu, sekolah sebagai satuan lembaga memiliki 
kewenangan untuk mengusahakan dana dari sumber lain jika dirasa masih 
kurang. Satu sisi lagi merupakan pengeluaran yang merupakan 
pengalokasian dana untuk memenuhi kegiatan yang dilaksanakan. 
Penerimaan dipergunakan untuk membiayai kegiatan administrasi, 
ketatausahaan, sarana dan prasarana pendidikan; dan sebagian lagi 
diberikan kepada sekolah melalui beberapa saluran (Nanang Fattah, 2004: 
48). Penggunaan dana diusahakan agar seefisien mungkin sesuai dengan 
sasaran yang diharapkan. Melihat dari anggaran yang disediakan 
dibandingkan biaya yang dikeluarkan dapat mencerminkan keberhasilan 
sekolah dalam manajerial keuangan.
Menurut Nanang Fattah (2004: 50), penyusunan anggaran perlu 
dilakukan secara sistematik agar dapat efisien. Adapun tahapan-tahapan 
dalam penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama 
periode anggaran.
2. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, 
jasa, dan barang.
3. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada 
dasarnya merupakan pernyataan financial.
4. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah 
disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.
5. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari 
pihak yang berwenang.
6. Melakukan revisi usulan anggaran.
7. Persetujuan revisi usulan anggaran.
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8. Pengesahan anggaran.
Penganggaran harus konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai. 
Meskipun terdapat perubahan kebijakan skala prioritas dalam 
penganggaran, namun hendaknya tidak merubah program-program yang 
telah direncanaakan. Sehingga penganggaran merupakan peninjauan 
kembali suatu rencana, program, proyek, dan kegiatan secara terus 
menerus (Nanang Fattah, 2004: 52)
Melaksanakan proses penyusunan anggaran hendaknya disesuaikan 
dengan kondisi yang mendukung dan hasil yang akan ingin dicapai. Untuk 
itu terdapat beberapa bentuk desain anggaran yaitu:
1. Anggaran Butir per Butir (Line Item Budget)
Anggaran butir per butir merupakan bentuk yang paling sederhana. 
Desain ini mengelompokkan item-item yang serupa seperti gaji, honor, 
upah dijadikan satu nomor, item, atau satu kategori. Perlengkapan, 
sarana, material dengan butir tersendiri.
2. Anggaran Program (Program Budget System)
Pada anggaran ini dihitung berdasarkan jenis program. Jadi dalam satu 
program terdiri dari beberapa komponen yang didalamnya 
mengandung item lagi. Contohnya dalam program pengajaran IPA 
terdapat komponen gaji, alat-alat, bahan-bahan, dll.
3. Anggaran Berdasarkan Hasil (Performance Budget)
Desain ini menekankan pada hasil bukan pada keterperincian dari 
alokasi anggaran. Pekerjaan akhir dari suatu program dipecah dalam 
18
bentuk beban kerja dan unit hasil yang dapat diukur. Hasil 
pengukurannya dipergunakan untuk menghitung masukan dana dan 
tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai suatu program. Pada intinya 
desain ini mengukur hasil program dan hasil pengukuran tersebut 
digunakan untuk tolak ukur program selanjutnya.
4. System Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (Planing 
Programming Budgeting System/ PPBS atau SP4)
Merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan 
mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis. 
Dalam PPBS, tiap-tiap tujuan suatu program dinyatakan dengan jelas, 
baik jangka pendek maupun jangka panjang. Secara kebutuhan dan 
biaya telah dianalisis. Desain ini menguntungkan untuk menilai 
program apa yang paling baik untuk dijalankan. (Nanang Fattah, 2004: 
53-54)
Ensiklopedi manajemen (1979) menggunakan budgeting sebagai 
perencanaan dan koordinasi dari berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan 
dalam suatu periode tertentu dengan melakukan prakiraan kebutuhan yang 
diperlukan dan hasil yang ingin dicapai serta pengawsan pelaksanaannya. 
Menurut Knezevich prosedur penganggaran dilakukan dengan (1) 
menyusun ramalan tentang kemungkinan pendapatan dan belanja selama 
periode tertentu, (2) menetapkan anggaran berdasarkan ramalan, (3) 
statistik pelaksanaan dikumpulkan dan dibandingkan dengan dugaan-
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dugaan, (4) mengukur varian-varian dan menganalisis penyebab-
penyebabnya, dan (5) melakukan perbaikan (Mulyono, 2010: 88-89).
Prosedur penganggaran diatas menunjukkan bahwa prosedur 
dilakukan secara tersiklus. Perbaikan pada langkah terahir menunjukkan 
bahwa masih terdapat langkah lagi dalam penganggaran, langkah tersebut 
ialah perencanaan kembali. Anggaran sebagai alat memberikan 
pengawasan atau rambu-rambu dalam pelaksanaan kegiatan agar 
dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara jujur dan 
terbuka.
Adanya desentralisasi dalam bidang manajemen pembiayaan 
pendidikan, maka setiap lembaga pendidikan perlu diberi peluang dan 
kemampuan untuk mengelola anggaran penerimaan dan pengeluaran biaya 
pendidikan di lingkungan sistemnya masing-masing. Manajemen 
mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka 
pemerataan. Upaya dan hasil pemerataan pendidikan merupakan hak dan 
kewajiban bersama, partisipasi masyarakat, pemerintah, orangtua dan 
dunia usaha. Pembiayaan pendidikan harus dipandang sebagai asset yang 
harus digali, sehingga tidak sepenuhnya menjadi beban pemerintah 
(Yoyon Bahtiar Irianto, 2011: 115).
Sekolah diberi keleluasaan untuk mengelola dan menggali sumber-
sumber dana yang sekiranya dibutuhkan demi terpenuhinya kebutuhan 
lembaga. Terpenuhinya kebutuhan tersebut maka diharapkan akan 
mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Akan tetapi tidak tentu
20
anggaran yang besar akan menghasilkan dampak yang besar juga. 
Manajerial sekolah sebagai pelaksana sangat penting, bagaimana 
menggunakan dana yang sedikit namun menghasilkan dampak yang 
optimal.
Dengan demikian pendanaan di sekolah dimulai dari menyusun 
anggaran sebagai patokan dalam melakukan pembiayaan pendidikan. 
Dikaitkan dengan program BOS sebagai sumber dana yang berasal dari 
pemerintah, sekolah memiliki kewenangan sendiri untuk menyusun 
rencana anggaran sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh dinas 
pendidikan. Seperti halnya juknis BOS yang memuat rambu-rambu mulai 
dari perencanaan anggaran sampai dengan evaluasi.
B. Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan. 
Kebijakan tidak serta merta langsung ada tanpa tahapan, terdapat proses 
yang panjang hingga akhirnya kebijakan dapat dinilai. Putt dan Springer 
(Syafaruddin, 2008: 81) mengungkapkan ada 3 proses kebijakan yaitu 
formulasi, implementasi, dan evaluasi.
Implementasi kebijakan merupakan hal yang menentukan dalam 
kebijakan publik. Mazmanian dan Sabatier (Riant Nugroho, 2008: 115) 
mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah: 
“...is the carrying out of basic policy decission, usually 
incorporated in a statue but which can also take the form of 
important executive orders or court decissions.”
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Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya 
tergabung dalam sesuatu yang tetap tetapi dapat juga bentuk pelaksanaan 
perintah penting atau keputusan lapangan.
Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan diartikan 
sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan individu-individu/ pejabat-
pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan 
kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu.
Yakni tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk 
mentransformasikan keputusan kedalam istilah operasional, maupun usaha 
berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang 
diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Arif Rohman, 2009: 134).
Menurut Putt dan Springer implementasi kebijakan adalah serangkaian 
aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam 
formulasi terwujud dalam praktik organisasi. Menurut Dwijowijoto untuk 
mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan yang memungkinkan untuk 
dilakukan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk progran-
program, atau dapat melalui kebijakan derivat (turunan) dari kebijakan
publik (Syafaruddin, 2008: 86).
Sebagai contoh dapat dikemukakan disini bahwa adanya kebijakan 
publik dalam bentuk undang-undang perlu peraturan lagi dibawahnya untuk 
memperjelas kebijakan yang akan dilaksanakan. Kebijakan turunan tersebut 
dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan daerah (perda) atau sering 
disebut peraturan pelaksanaan. Adapun kebijakan publik yang langsung 
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operasional antara lain: kepres, inpres, kepmen, keputusan kepala daerah, 
keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan dan lain-lain. Dengan 
demikian implementasi kebijakan dimulai dari program, proyek, dan 
kegiatan. Program, proyek, dan kegiatan ini merupakan proses implementasi 
kebijakan. Model ini lazim digunakan dalam manajemen sektor publik 
(Syafaruddin, 2008: 87).
Pada tahap implementasi kebijakan, isi dalam konteks implementasi
yaitu:
1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi pelaksana yang terlibat
2) Karakteristik lembaga dan penguasa
3) Kepatuhan dan daya tangkap
4) Dalam kontek bisnis, formulasi kebijakan dapat diwujudkan dalam 
berbagai bentuk bidang keputusan dan alternativ keperluan (Syafaruddin, 
2008: 83).
Implementasi BOS merupakan bahasan yang akan ditampilkan dalam 
penelitian ini, konteks implementasi lebih mengacu kepada pelaksanaan 
peraturan yang dibuat pemerintah sebagai kebijakan yang harus ditaati oleh 
sekolah sebagai pelaksana. Seperti yang diungkapkan oleh syafaruddin 
diatas, bahwa implementasi kebijakan dapat melalui kebijakan derivat atau 
kebijakan turunan dari kebijakan lain yang lebih umum. Oleh karena itu 
implementasi kebijakan BOS lebih mengacu kepada juknis BOS dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013 yang dalam hal ini juknis 
BOS merupakan kebijakan derivat (turunan) dari kebijakan publik.
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C. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
1. Pengertian BOS
Dalam UU Sisdiknas pada pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa 
pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib 
belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 
Pada ayat 3 juga menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan 
tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan 
pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pendidikan dasar yang 
dimaksud adalah tingkat SD dan SMP.
Dalam materi pelatihan sekolah/madrasah peningkatan manajemen 
melalui peningkatan tata kelola dan akuntabilitas di sekolah/ madrasah,
BOS adalah program pemerintah berupa bantuan dana untuk meringankan 
beban masyarakat terhadap biaya pendidikan siswa dalam rangka wajib 
belajar 9 tahun. (Kementarian Pendidikan Nasional: 313).
Pengertian BOS dalam juknis BOS tahun 2013 adalah program 
pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya 
operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana 
program wajib belajar (Kemendikbud, 2012: 2).
Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya 
operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk 
membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai 
bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat 
melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai 
24
Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada 
dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi 
satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun 
demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang 
diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS (sumber: 
http://bos.kemdikbud.go.id/home/about).
2. Tujuan BOS
Secara umum tujuan BOS ialah untuk menanggulangi masalah 
pemerataan pendidikan. Program BOS membebaskan masyarakat untuk 
membayar biaya operasional sekolah. Dengan adanya program ini, 
pemerintah mengharapkan semua anak yang berusia 7-15 tahun 
menuntaskan pendidikan mereka di jenjang SD dan SMP. Apabila semua 
anak yang berusia 7-15 tahun dapat menuntaskan belajarnya di SD dan 
SMP maka dapat dikatakan bahwa pendidikan dasar di Indonesia telah 
merata dan dapat dinikmati oleh seluruh anak yang berusia 7-15 tahun.
Tujuan secara khusus yang termuat dalam juknis BOS yaitu:
1) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan
SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, 
kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah 
bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI 
dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai 
kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;
2) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan 
dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta 
(Kemendikbud, 2012: 3).
Program BOS juga membantu bagi orang tua peserta didik dalam:
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1) Mengirim anak-anak ke sekolah/ madrasah (peningkatan akses)
2) Membuat anak-anak tetap bersekolah, atau pengurangan jumlah anak 
putus sekolah/madrasah (drop-out), dan
3) Mengirim anak-anak ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi 
(peningkatan transisi dari SD/MI ke SMP/MTs)
Sedangkan bagi sekolah/ madrasah, program ini akan dapat:
1) Meningkatkan mutu pendidikan
2) Mengembangkan otonomi sekolah/ madrasah (Kemendikbu, 2012: 
114)
3. Sasaran dan Besaran Dana BOS
Sesuai Permenkeu No. 246/PMK.07/2012 tentang pedoman umum 
dan laokasi bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2013, pasal 2 
ayat 2 menyebutkan satuan pendidikan dasar penerima BOS meliputi 
Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah 
Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Sekolah 
Menengah Pertama Terbuka (SMP/SMPLB/SMPT) termasuk SD-SMP 
Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang 
diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh 
provinsi Indonesia.
Alokasi anggaran BOS tahun 2013 untuk per siswa per tahun yang 
dihitung dari tanggal 1 januari 2013. Besaran dana untuk SD/SDLB di 
kabupaten/kota Rp 580.000,00. Besaran dana untuk SMP/SMPLB/SMPT 
di kabupaten/kota Rp 710.000,00. Terdapat perbedaan besaran dana untuk 
daerah terpencil dan tidak terpencil. Untuk daerah alokasi dana lebih besar 
yang diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 
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4. Penatausahaan BOS di Sekolah
Program BOS di gulirkan dalam rangka menangani masalah 
pemerataan pendidikan dan menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, kemendikbud telah memilih Manajemen 
Berbasis Sekolah/ Madrasah (MBS/M) sebagai salah satu strategi. MBS 
menurut konsep Bappenas merupakan bentuk alternatif sekolah dalam 
program desentralisasi bidang pendidikan, yang ditandai dengan adanya 
otonomi luas ditingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi dan 
dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional (Yoyon Bahtiar Irianto, 
2008: 158).
Peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar nasional 
pendidikan, pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan 
dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran 
rinci dari Rencana Kerja Menengah (RKM) satuan pendidikan yang 
meliputi masa 4 tahun. Rencana kerja menengah tersebut kemudian 
dijabarkan lagi dengan rencana kerja tahunan (RKT) yang dinyatakan 
dalam rencana anggaran dan kegiatan sekolah/ madrasah (RAKS/M).
Penyusunan RAKS merupakan bentuk akhir dari perencanaan 
sekolah setiap tahunnya. RAKS ini memuat program sekolah selama satu 
tahun dan besaran alokasi anggarannya. Dalam menyusun program inilah 
prinsip MBS digunakan. Sekolah dalam menyusun program harus 
mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai, yaitu peningkatan mutu 
yang juga menjadi tujuan MBS.
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RAKS akan disusun setelah sekolah menyusun program, 
penanggungjawab program, kegiatan dan jadwal kegiatan dirumuskan. 
Tahapan yang perlu dilakukan dalam menyusun RAKS ialah dengan 1) 
membuat rencana biaya sekolah/ madrasah, 2) membuat rencana 
pendanaan sekolah/ madrasah, dan 3) menyelaraskan rencana biaya 
dengan sumber pendanaan sekolah / madrasah (Kemendikbud, 2012: 139).
Apabila RAKS telah jadi maka tahap selanjutnya yaitu pengesahan 
dan sosialisasi Rencana kerja sekolah (RKS/M)  dan RAKS. RKS dan 
RAKS harus disetujui melalui rapat dewan pendidik setelah 
memperhatikan pertimbangkan dari komite sekolah/ madrasah. Sosialisasi 
dilakukan kepada pihak-pihak terkait khususnya kepada orang tua peserta 
didik dengan menempelkan di papan pengumuman sekolah dan melalui 
pertemuan  dengan orang tua peserta didik.
Terdapat alur penatausahaan dalam melaksanakan program BOS. 
Alur tersebut meliputi penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan. Secara 
singkat penerimaan sekolah/ madrasah dapat dikelompokkan sebagai 
berikut:
a. Pemerintah (BOS Pusat, DAK)
b. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (BOSDA)
c. Usaha mandiri sekolah/ madrasah
d. Orang tua siswa
e. Dunia usaha dan industri
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f. Sumber lain berupa hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan 
yang berlaku
g. Yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta 
(Kemendikbud, 2012: 168).
Pengeluaran/ belanja sekolah pada dasarnya semua dana yang 
keluar untuk memenuhi kebutuhan aktivitas pendidikan di lembaga 
sekolah. Ketentuan yang mengatur tentang pengeluran tergantung dari 
masing-masing sumber dana. Dana BOS sebagai sumber dana pokok 
sekolah memiliki aturan sendiri dalam bentuk juknis BOS, sedangkan 
untuk sumber lain biasanya menerapkan ketentuan penggunaan dana yang 
harus ditaati sekolah. Dana BOS yang diterima oleh sekolah dapat 
digunakan untuk membiayai komponen kegiatan berikut:
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Tabel 1. Pembiayaan dana BOS
No
Komponen 
Pembiayan
Item Pembiayaan Penjelasan
1 Pengembangan 
Perpustakaan
 Menggangti buku teks 
yang rusak/ menambah 
kekurangan untuk 
memenuhi rasio satu 
siswa satu buku
 Langganan publikasi 
berkala
 Akses informasi online
 Pemeliharaan 
buku/koleksi 
perpustakaan
 Peningkatan 
kompetensi tenaga 
pustakawan
 Pengembangan 
database perpustakaan
 Pemeliharaan perabot 
perpustakaan
 Perhatikan UU 
No43/2007 tentang 
Perpustakaan
 Minimal 5% dari 
dana BOS
2 Kegiatan dalam 
rangka 
penerimaan 
siwa baru
 Biaya pendaftaran
 Pengadaan formulir
 Administrasi 
pendaftaran
 Pendaftaran ulang
 Biaya pendataan data 
pokok pendidikan
 Pembuatan spanduk 
sekolah bebas pungutan
Termasuk untuk 
konsumsi panitia dan 
uang lembur dalam 
rangka penerimaan 
siswa baru. Standar 
pembiayaan 
mengacu kepada 
batas kewajaran 
setempat atau batas 
yang telah 
ditetapkan Pemda
3 Kegiatan 
pembelajaran 
dan ekstra 
kurikuler siswa
 PAKEM (SD)
 Pembelajaran 
Kontekstual (SMP)
 Pengembangan 
pendidikan karakter
 Pembelajaran 
remedial
 Pembelajaran 
pengayaan
 Pemantapan persiapan 
ujian
 Olahraga, kesenian, 
karya ilmiah remaja, 
Termasuk untuk:
 Honor jam 
mengajar tambahan 
di luar jam 
pelajaran dan biaya 
transportasinya 
(termasuk di SMP 
terbuka)
 Biaya transportasi 
dan akomodasi 
siswa/ guru dalam 
rangka mengikuti 
lomba
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pramuka, dan palang 
merah remaja
 Usaha Kesehatan 
Sekolah (UKS)
 Fotocopy
 Membeli alat 
olahraga, alat 
kesenian dan biaya 
pendaftaran 
mengikuti lomba
4 Kegiatan 
Ulangan dan 
Ujian
 Ulangan harian
 Ulangan umum
 Ujian sekolah
Termasuk untuk:
 Fotocopy
 Penggangdaan soal
 Honor koreksi 
ujian, dan
 Honor guru dalam 
rangka penyusunan 
rapor siswa
5 Pembelian 
bahan habis 
pakai
 Buku tulis, kapur tulis, 
pensil, spidol, kertas, 
bahan praktikum, buku 
induk siswa, buku 
inventaris
 Minuman dan makanan
ringan untuk kebutuhan 
sehari-hari disekolah
 Pengadaan suku cadang 
alat kantor
6 Langganan daya 
dan jasa
 Listrik, air, telepon, 
internet (fixed/mobile
modem) baik dengan 
cara berlangganan 
maupun prabayar
 Pembiayaan 
penggunaan internet 
termasuk untuk 
pemasangan baru
 Membeli genset atau 
jenis lainnyayang lebih 
cocok di daerah 
tertentu misalnya panel 
surya, jika di sekolah 
tidak ada jaringan 
listrik
Penggunaan internet 
dengan mobile
modem dapat 
dilakukan untuk 
maksimal pembelian 
voucher sebesar Rp 
250.000 per bulan
7 Perawatan 
sekolah
 Pengecatan, perbaikan 
atap bocor, perbaikan 
pintu dan jendela
 Perbaikan mebeler, 
perbaikan sanitasi 
Kamar mandi dan 
WC siswa harus
dijamin berfungsi 
dengan baik
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sekolah (kamar mandi 
dan WC), perbaikan 
lantai ubin/ keramik 
dan perawatan fasilitas 
lainnya
8 Pembayaran 
honorarium 
bulanan, guru 
honorer, dan 
tenaga 
kependidikan 
honorer
 Guru honorer (hanya 
untuk memenuhi SPM)
 Pegawai administrasi 
(termasuk administrasi 
BOS untuk SD)
 Pegawai perpustakaan
 Penjaga sekolah
 Satpam
 Pegawai kebersihan
Kependidikan 
honorer sekolah 
harus 
mempertimbangkan 
batas maksimum 
penggunaan dana 
BOS untuk belanja 
pegawai, serta 
kualifikasi guru 
honorer harus sesuai 
bidang yang 
diperlukan
9 Pengembangan 
profesi guru
 KKG/ MGMP
 KKKS/ MKKS
 Menghadiri seminar 
yang terkait langsung 
dengan peningkatan 
mutu pendidik dan 
ditugaskan oleh 
sekolah
Khusus untuk 
sekolah yang 
memperoleh hibah/ 
block grant
pengembangan 
KKG/MGMP atau 
sejenisnya pada 
tahun anggaran yang 
sama hanya 
diperbolehkan 
menggunakan dana 
BOS untuk biaya 
transport kegiatan 
apabila tidak 
disediakan oleh 
hibah/ blockgrant
tersebut.
10 Membantu 
siswa miskin
 Pemberian tambahan 
bantuan biaya 
transportasi bagi siswa 
miskin yang 
menghadapi masalah 
biaya transport dari dan 
ke sekolah
 Membeli alat 
transportasi sederhana 
bagi siswa miskin yang 
akan menjadi barang 
inventaris sekolah 
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(misalnya sepeda, 
perahu penyeberangan, 
dll)
 Membeli seragam, 
sepatu dan alat tulis 
bagi siswa miskin 
(BSM) sebanyak 
penerima BSM, baik 
dari pusat, provinsi, 
maupun kabupaten/ 
kota di sekolah tersebut
11 Pembiayaan 
pengelolaan 
BOS
 Alat tulis kantor (ATK 
termasuk tinta printer, 
CD dan flashdisk)
 Penggandaan, surat-
menyurat, insentif bagi 
bendahara dalam 
rangka penyusunan 
laporan BOS dan biaya 
transportasi dalam 
rangka mengambil 
dana BOS di Bank/ PT 
Pos
12 Pembelian 
perangkat 
komputer
 Desktop/work station
 Printer atau printer plus 
scanner
Masing-masing 
maksimum 1 unit 
dalam satu tahun 
anggaran. Peralatan 
komputer tersebut 
harus ada di sekolah
13 Biaya lainnya 
jika seluruh 
komponen 1 s.d 
12 telah 
terpenuhi 
pendanaannya 
dari BOS
 Alat peraga/ media 
pembelajaran
 Mesin ketik
 Peralatan UKS
 Pembelian meja dan 
kursi jika meja dan 
kursi yang ada sudah 
rusak berat
Penggunaan dana 
untuk komponen ini 
harus dilakukan 
melalui rapat dengan 
dewan guru dan 
komite sekolah
Sumber: Juknis BOS tahun 2013
Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai 
(honor guru/ tenaga kependidikan honorer dan honor-honor kegiatan) di 
sekolah negeri sebesar 20% dari total dana BOS yang diterima oleh 
sekolah dalam satu tahun.
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13 item tersebut dalam pencatatan di format yang dikeluarkan BOS 
dikonversi kedalam 8 standar seperti yang termuat dalam Standar 
Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar kompetensi lulusan 
(SKL), standar proses, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, 
standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar isi, standar 
pembiayaan, standar penilaian pendidikan.
Menurut Permendikbud nomor 76 tahun 2012 tentang juknis BOS 
untuk tahun 2013, dana BOS dilarang digunakan untuk:
a. Disimpan dengan maksud dibungakan;
b. Dipinjamkan kepada pihak lain; 
c. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS); 
d. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan 
memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya 
wisata) dan sejenisnya; 
e. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD 
Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, 
kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam 
kegiatan tersebut; 
f. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; 
g. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan 
pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa penerima 
BSM; 
h. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; 
i. Membangun gedung/ruangan baru; 
j. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
k. Menanam saham
l. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah 
pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; 
m. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan 
operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan 
hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan; 
n. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ 
pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang 
diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.
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Pelaporan penggunaan dana oleh sekolah seringkali beragam sesuai 
dengan permintaan sumber dana. Seperti halnya pelaksanaan BOS, 
pelaporannya juga menganut peraturan yang mengikat dan harus dipatuhi.
Laporan pertanggungjawaban keuangan BOS disampaikan setiap triwulan, 
semester, dan tahunan baik kepada Tim Manajemen BOS. Laporan juga  
diumumkan kepada masyarakat dalam bentuk laporan penggunaan dana 
yang telah ditentukan formatnya.
D. Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Program BOS
1. UU RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang 
Pendanaan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang 
Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan 
Dasar
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
246/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan 
Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
35
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di 
Kabupaten/Kota
E. Penelitian Yang Relevan
Penelitian yang relevan ialah penelitian yang pernah dilakukan oleh 
Sukardi dkk yang berjudul Pola Pembiayaan Siswa SMK Negeri dan Swasta 
di DIY dengan indikator yaitu penggalian dana/sumber dana, pemanfaatan 
dana, kecukupan dana, pelibatan masyarakat/stakeholder/ketersediaan 
fasilitas.
Hasil penelitian menunjukkan sumber dana pendidikan SMK Negeri 
berasal dari orang tua siswa, unit produksi, pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, block grand, masyarakat dan sumber lain. Sumbangan terbesar dari 
pemerintah daerah sedangkan yang terkecil berasal dari unit produksi. Sumber 
dana SMK Swasta berasal dari orang tua siswa, unit produksi, pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain. Sumbangan terbesar 
berasal dari orang tua siswa sedangkan sumbangan terkecil berasal dari unit 
produksi.
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Hasil penelitian lainnya menunjukkan tentang pola penyusunan 
anggaran dana. SMK Negeri DIY memiliki pola yang diawali dengan rapat 
dengan guru-guru, rapat staff, pertimbangan komite sekolah, dan diputuskan 
kepala sekolah untuk selanjutnya ditugaskan kepada bendahara. Sebagian 
besar masyarakat sudah dilibatkan melalui komite sekolah. SMK Swasta 
memiliki pola yang sama yaitu diawali dengan rapat dengan guru-guru, diikuti 
rapat staf dan diputuskan kepala sekolah dengan pertimbangan yayasan. 
Keterlibatan masyarakat/ orang tua siswa masih kecil.
Dalam pengalokasian dana SMK Negeri maupun SMK Swasta 
mengalokasikan dana terbesar pada PBM sedangkan terkecil untuk kesiswaan. 
Selain itu juga dikemukakan alokasi yang tidak terpenuhi dari SMK Negeri 
ialah untuk pembangunan/ perbaikan gedung/ sarana fisik, dan maintenance.
Sedangkan untuk SMK Swasta yang tidak terpenuhi hanya pembangunan/ 
perbaikan gedung/ sarana fisik.
Pada penelitian yang dilakukan ialah melihat implementasi kebijakan 
dana BOS di sekolah dasar negeri dan swasta di Kabupaten Gunungkidul 
karena sumber pendanaan sekolah dasar yang utama adalah BOS. Penelitian 
ini menggambarkan penyusunan Rencana Kegiatan dan Belanja Sekolah 
(RAKS) sebagai tahap awal dalam pendanaan di sekolah dan 
penatausahaannya. Penelitian diatas relevan dengan penelitian yang diteliti 
menyangkut penganggaran, dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran.
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F. Kerangka Pikir
Penelitian ini diawali dari UU Sisdiknas tahun 2003 pada pasal 34 
mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin 
terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa 
memungut biaya. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan terselenggaranya 
pendidikan juga ada PP No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.
Disini diterangkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab 
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk merealisasikan 
tanggungjawab pendanaan pemerintah, maka diselenggarakan program BOS 
(Bantuan Operasional Sekolah). Dana BOS berasal dari pemerintah yang
berasal dari anggaran APBN setiap tahunnya disalurkan ke kas umum daerah
yang diatur dalam Permenkeu No. 246/PMK.07/2012. Selanjutnya 
mekanisme penyaluran dana ke sekolah dan pelaporannya diatur dalam 
Permendagri 62 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional 
Sekolah.
Penjelasan tentang pengelolaan BOS di tingkat sekolah diterangkan 
dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013. 
Peraturan ini lebih dikenal dengan istilah juknis BOS. Peraturan tersebut 
memuat tentang implementasi BOS, organisasi pelaksana, prosedur 
pelaksanaan BOS, penggunaan dana BOS, monitoring dan supervisi, 
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, pengawasan pemeriksaan dan 
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sanksi, dan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. Peraturan 
tersebut memberikan pemahaman langkah demi langkah pelaksanaan 
pendanaan pendidikan yang berasal dari dana BOS sehingga pihak sekolah 
akan lebih mudah untuk mengelola dana BOS. Dalam melaksanakan 
peraturan tersebut tentunya tidak terlepas dari kendala yang dihadapi pihak 
sekolah yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dana BOS. Dengan 
demikian peneliti ingin mengkaji bagaimana implementasi kebijakan dana 
BOS di SD N Rejosari dan SDIT Al-I’tisham dimana kedua sekolah tersebut 
berstatus negeri dan swasta.
Penelitian dimulai dengan melihat penyusunan kebijakan pendanaan
oleh sekolah yang berbentuk RAKS (Rencana Kegiatan dan Anggaran 
Sekolah). Selanjutnya implementasi kebijakan yang lebih menyangkut 
penatausahaan yang terdiri dari penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan. 
Adakah masalah yang timbul dari kebijakan yang telah direncanakan dan 
diterapkan disekolah. Adanya masalah tentunya menjadi upaya tersendiri dari 
pihak sekolah untuk memecahkannya. Bagaimana sekolah mengantisipasi dan 
menangani masalah yang ada.
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Gambar 1. Kerangka Pikir
UU No.20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
PP No. 48 Th 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Permenkeu No. 246/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan 
Alokasi Bantuan Operasional Sekolah
Permendagri 62 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional 
Sekolah 
Permendikbud No. 76 Th 2012 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Bantuan Operasional  Sekolah Tahun 2013
Implementasi Kebijakan Dana BOS
Kendala Cara mengatasi
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G. Pertanyaan Penelitian
1. Bagaimana penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 
(RAKS) di SD N Rejosari dan SDIT Al-I’tisham?
2. Bagaimana penatausahaan dana BOS di SD N Rejosari dan SDIT Al-
I’tisham?
3. Apakah ada kendala yang dihadapai dan bagaimana cara mengatasinya? 
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena penelitian ini 
melihat dan mendiskripsikan situasi sosial berupa implementasi kebijakan 
dana BOS di SD N Rejosari dan SDIT Al-I’tisham Kabupaten Gunungkidul.
Memahami arti setiap peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan 
beserta kendala dan cara mengatasinya.
B. Setting Penelitian
Penelitian dilakukan di dua sekolah yang berstatus negeri dan swasta 
di kabupaten Gunungkidul. Sekolah dengan status negeri ialah SD Negeri 
Rejosari dan sekolah yang berstatus swasta ialah SDIT Al-I’tisham. Peneliti 
memiliki pertimbangan dalam memilih setting penelitian ditempat tersebut 
karena secara geografis kedua sekolah ini merupakan sekolah yang letaknya 
paling selatan dan hampir mendekati pantai. SD N Rejosari berjarak ±3km 
dari pantai Kukup dan SDIT Al-I’tisham berjarak ±5km dari pantai Baron, 
sedangkan kondisi ekonomi masyarakat diwilayah tersebut dapat digolongkan 
ekonomi menengah kebawah. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melihat 
implementasi kebijakan dana BOS di sekolah tersebut mengingat sumber 
pendanaan utama sekolah dasar berasal dari BOS. Selain itu juga melihat 
bagaimana upaya sekolah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan jika sumber 
pendanaan juga dapat berasal dari masyarakat, sedangkan kondisi ekonomi 
masyarakat sekitar tergolong ekonomi menengah kebawah.
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Selain itu juga peneliti memiliki pertimbangan tentang keterjangkauan 
lokasi sekolah. Lokasi dapat terjangkau karena masih dalam lingkup Provinsi 
Yogyakarta sehingga dari segi biaya maupun tenaga tidak terlalu 
memberatkan.
C. Informan dan Obyek Penelitian
Menurut Sugiyono (2010: 298) sampel dalam penelitian kualitatif 
bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, 
informan. Informan dalam penelitian ini dipilih secara Purpossive. Adapun 
informan yang dipilih terdiri dari Kepala SD N Rejosari, bendahara SD N
Rejosari, Ketua Komite SD N Rejosari, 2 orang wali murid SD N Rejosari, 
Bendahara pengeluaran pembantu UPTD TK & SD Kecamatan Tanjungsari, 
Kepala SDIT Al-I’tisham, Bendahara SDIT Al-I’tisham, Ketua Komite SDIT 
Al-I’tisham, 2 orang wali murid, dan Kasi Bina Pendidikan dan Kurikulum 
Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. Jumlah 
keseluruhan informan adalah 12 orang. Dimana pihak tersebut adalah orang-
orang yang terlibat dan mengetahui pendanaan pendidikan di sekolah dasar.
Obyek merupakan ungkapan lain dari situasi sosial yang menyangkut 
aktivitas, orang dan tempat (Sugiyono, 2010: 298). Pada penelitian ini obyek 
yang diteliti adalah implementasi kebijakan dana BOS di SD N Rejosari dan 
SDIT Al-I’tisham kabupaten Gunungkidul.
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D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, 
wawancara dan studi dokumentasi mengenai data-data yang dibutuhkan dalam 
penelitian:
1. Observasi (Pengamatan)
Observasi adalah salah satu cara yang dilakukan dalam
pengumpulan data. Pengamatan dilakukan secara langsung dengan 
melihat kondisi fisik sekolah, kondisi lingkungan sekitar sekolah dan
sarana prasarana sekolah.
2. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan percakapan untuk memperoleh data secara lebih jelas dari 
informan. Wawancara digunakan untuk menghimpun data tentang 
implementasi kebijakan dana BOS yang dilakukan kepada informan.
Wawancara yang dilakuan seputar penyusunan RKAS, penatausahaan 
BOS, kendala, dan cara mengatasi.
3. Studi Dokumentasi
Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang berbentuk 
tulisan, gambar, atau karya-karya lain. Dokumen yang berbentuk tulisan 
seperti catatan harian, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang 
berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, dll. Dokumen yang berbentuk 
karya seperti gambar, patung, film dll (Sugiyono. 2010. 329)
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Penelitian ini menghimpun data berupa tulisan yaitu profil sekolah
dan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Selain itu juga 
menghimpun data berupa gambar sebagai bukti pengumpulan data 
observasi tentang kondisi fisik sekolah beserta lingkungan sekitarnya.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mempermudah 
pengumpulan data sesuai dengan metode pengumpulan data. Penelitian ini 
yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri seperti yang diungkapkan oleh 
Sugiyono (2010: 305), dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen 
atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Selanjutnya Nasution 
menyatakan :
“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 
manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, 
segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus 
penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil 
yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas 
sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang 
penelitan itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai 
satu-satunya yang dapat mencapainya.” (Sugiyono, 2010: 306-307).
Peneliti mengumpulkan data dari sumber primer yaitu wawancara dan 
observasi dan dari sumber sekunder yaitu dokumentasi. seperti yang 
dikemukakan Sugiyono (2010: 308-309), sumber primer ialah sumber yang 
dapat langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber 
sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 
pengumpul data. Peneliti menggunakan instrumen berupa pedoman observasi 
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dan pedoman wawancara untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan 
data.
Pedoman observasi memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Kondisi fisik sekolah
2. Sarana prasarana
3. Kondisi lingkungan sekitar sekolah
Metode wawancara menggunakan pedoman wawancara yang memuat 
hal-hal yang ditanyakan kepada kepala sekolah, bendahara sekolah dan 
komite sekolah tentang:
1. Penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)
2. Penatausahaan (penerimaan, pengeluaran, pelaporan)
3. Kendala dalam melaksanakan kebijakan
4. Cara mengatasi kendala tersebut
Pedoman wawancara untuk Bendahara Pembantu UPTD TK & SD 
kecamatan Tanjungsari dan Kasi Perencanaan dan Kurikulum Dinas 
Pendidikan Kab. Gunungkidul memuat tentang:
1. Pengelolaan BOSDA
2. Sumber pendanaan pendidikan
3. Kendala dalam pendanaan
4. Cara mengatasi kendala tersebut
Selanjutnya pedoman wawancara kepada wali murid memuat tentang:
1. Pungutan sekolah kepada wali murid
2. Keterlibatan wali murid dalam pendanaan pendidikan di sekolah.
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Studi dokumentasi menggunakan daftar kebutuhan data. Selain itu juga 
melihat data observasi, gambar apa yang dibutuhkan untuk pembuktian. 
Adapun kisi-kisi yang digunakan antara lain:
1. Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RKAS)
2. Profil sekolah
3. Dokumen lain yang berupa gambar.
F. Uji Keabsahan Data
Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 
dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 
sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 
teknik yang berbeda (Sugiyono, 2010: 373).
Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber yaitu wawancara yang 
dilakukan dengan pihak sekolah baik kepala sekolah, bendahara sekolah, 
komite sekolah, dan orang tua siswa baik di SD N Rejosari sebagai sekolah 
negeri maupun di SDIT Al-I’tisham sebagai sekolah swasta. Selain itu juga 
dilakukan wawancara dengan bendahara pembantu UPTD TK & SD 
Kecamatan Tanjungsari dan Kasi Bina Pendidik dan Kurikulum Bidang TK & 
SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan uji keabsahan data 
dengan triangulasi teknik yaitu peneliti melakukan uji keabsahan data dengan
teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
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G. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan menyusun dan menyaring data dari 
hasil wawancara dan observasi yang kemudian diartikan sehingga mudah 
difahami untuk dijelaskan. Setelah difahami maka dicocokan dengan kajian 
pustaka. Namun tidak selalu hasil data yang tidak cocok maka dikatakan 
bahwa menyimpang dari teori, namun justru akan menemukan suatu teori 
baru yang menjadi pembeda dari penelitian lain.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang diungkapkan 
oleh Miles dan Huberman, yaitu ada tiga tahap dalam analisis data penelitian 
kualitatif, antara lain :
1. Tahap reduksi data, yaitu proses pemilihan atau penyaringan data 
lapangan setelah terkumpul. Data dirangkum dipilih hal-hal pokok dan 
fokus pada hal yang penting, dicari pola dan temanya, dan membuang 
yang tidak perlu.
2. Tahap penyajian data, yaitu penyajian informasi untuk memberikan 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Pada penelitian ini penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif 
dengan membentuk pola.
3. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan 
dari data yang telah dianalisis. Diharapkan kesimpulan dapat menjawab 
pertanyaan penelitian yang diajukan. (Sugiyono, 2010: 337-345)
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum SD N Rejosari
a. Identitas Sekolah
Sekolah Dasar Negeri Rejosari atau disingkat SD N Rejosari 
merupakan salah satu sekolah negeri yang beralamat di Jalan Baron 
Km. 18, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten 
Gunungkidul. Sekolah ini terletak di tepi jalan poros menuju pantai 
selatan (Baron, Kukup, Drini, dst) sehingga mudah ditemukan jika ada 
pihak yang berkepentingan hendak ke sekolah tersebut. Sekolah ini 
mulai berdiri pada tahun 1976 dan mulai beroperasi pada tahun yang 
sama. Saat ini SD N Rejosari memiliki peringkat Akreditasi B.
b. Visi dan Misi SD N Rejosari
Tiap sekolah tentunya memiliki wawasan kedepan untuk dicapai 
sebagai suatu visi. SD N Rejosari memiliki visi yaitu “Unggul dalam 
prestasi berdasar iman dan taqwa”.
Dalam rangka mencapai visi tersebut sekolah memiliki beberapa 
misi antara lain;
1) Melaksanakan pendidikan agama dan budi pekerti secara 
terprogram, intensif, dan terpadu.
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2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara intensif melalui 
berbagai inovasi untuk mencapai daya serap yang tinggi.
3) Mengoptimalisasikan guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran 
dan bimbingan.
4) Mengembangkan prestasi siswa dalam menghasilkan benda-benda 
kerajinan dan keterampilan.
5) Menciptakan sekolah sebagai institusi yang kondusif untuk 
mencetak lulusan yang unggul.
6) Menciptakan suasana kerja yang efektif dan produktif serta penuh 
dengan rasa kekeluargaan.
c. Keadaan Siswa
Tabel 2.Jumlah Siswa SD N Rejosari
Kelas
Jumlah Siswa
2010-2011 2011-2012 2012-2013
I 25 14 11
II 16 25 14
III 19 16 26
IV 20 20 16
V 23 19 21
VI 21 23 19
Jumlah 124 117 107
Sumber: Profil SD N Rejosari
Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah 
siswa yang masuk di SD N Rejosari. Tahun 2011-2012 mengalami 
penurunan sebanyak 11 orang, tahun 2012-2013 mengalami penurunan 
50
3 orang. Sedangkan terdapat penambahan siswa pindahan pada tahun
2012-2013 pada kelas III dan kelas V sebanyak masing-masing 1 
orang. Penambahan lain yaitu siswa karena menunggak pada tahun 
2011-2012 pada kelas IV.
d. Keadaan Guru
Tabel 3. Data Guru SD N Rejosari
No Status Guru
Tingkat Pendidikan
Jml
SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S3
1 Guru Tetap 2 2 3 7
2
Guru Tidak 
Tetap
2 2
Jumlah 2 2 5 9
Sumber: Profil SD N Rejosari
Data dalam tabel menunjukkan bahwa 2 orang masih berstatus 
sebagai guru tidak tetap. Sedangkan untuk guru tetap yang belum 
memiliki kualifikasi DIV/ S1 2 orang. Jika dilihat dari standar 
pelayanan minimal untuk guru SD/MI tersedia 2 orang guru yang 
berkualifikasi akademik S1, sehingga SD N Rejosari telah memenuhi 
standar tersebut.
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e. Sarana Prasarana
Tabel 4. Data Bangunan/ Ruang Lingkup SD N Rejosari
No Nama Ruang Unit Kondisi
1 Ruang Kantor 1 Baik
2 Ruang Tamu 1 Baik
3 Ruang Kelas 6 Baik
4 Ruang Perpus 1 Baik
5 Mushola 1 Baik
Sumber: Profil SD N Rejosari
SD N Rejosari telah memiliki ruang untuk masing-masing kelas. 
Selain itu juga telah tersedia ruang kantor, ruang guru, perpustakaan 
dan mushola. Melihat kondisi sarana yang masih baik, berarti sekolah 
selalu melakukan perawatan terhadap sarana pembelajaran tersebut. 
Disamping itu, meskipun tidak tercantum namun sekolah memiliki 
UKS (Unit Kesehatan Sekolah) yang ruangannya bergabung dengan 
perpustakaan.
Selain ruangan sebagai pendukung pembelajaran, juga terdapat 
meubelair yang mendukung untuk pembelajaran, sebagai berikut:
Tabel 5. Data Meubelair SD N Rejosari
Kelas Meja Kursi Kondisi
I 9 17 Baik
II 14 26 Baik
III 10 18 Baik
IV 11 20 Baik
V 11 20 Baik
VI 13 24 Baik
Jumlah 68 125
Sumber: Profil SD N Rejosari
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Seperti halnya sarana ruangan sekolah, mebeulir yang ada di SD 
N Rejosari juga dalam kondisi baik. Hal ini menunjukkan adanya 
perawatan terhadap sarana yang dimiliki. Melihat jumlah mebeulir 
yang ada dapat mencukupi kebutuhan siswa disekolah yang hanya 
berjumlah 107 orang.
Kemudian untuk menunjang pembelajaran siswa disekolah, 
sekolah juga menyediakan buku antara lain:
Tabel 6. Data Buku SD N Rejosari
No Nama Buku Jml
Tahun 
Pengadaan
Kondisi
Baik Rusak
1
Seni Budaya Kelas I-
VI
116 2010 Baik
2 PAI Kelas 1-VI 128 2010 Baik
3 Penjasorkes 118 2011 Baik
4 IPS Kelas V 22 2011 Baik
Jumlah 384
Sumber: Profil SD N Rejosari
Hanya beberapa buku yang disediakan sekolah. Jika melihat 
standar pelayanan minimal SD, sekolah harus menyediakan buku teks 
yang terdiri dari Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan 
perbandingan satu set untuk setiap peserta didik. Namun jika dilihat 
dari data diatas SD N Rejosari belum mampu memenuhi standar 
tersebut.
Sarana lain yang ada disekolah seperti sumber air bersih berasal 
dar PDAM yang memiliki debet air yang cukup. Kemudian fasilitas 
listrik juga tersedia dengan daya 1.300 watt. Sesuai dengan peraturan, 
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dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran ialah BOS
kabupaten.
2. Gambaran Umum Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-tisham
a. Identitas Sekolah
Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-I’tisham atau sering disingkat 
SDIT Al-I’tisham merupakan salah satu sekolah swasta yang terletak 
di Dusun Klepu, Desa Planjan, Kecamatan Saptosari, Kabupaten 
Gunungkidul. Sekolah ini mulai dibangun pada tahun 2005 dan mulai 
beroperasi tahun 2006 berdasarkan izin operasional no. 
421.1/156/kpts/2006. Sekolah ini berjarak sekitar 5 km dari pantai 
Baron namun tidak terletak dijalan poros menuju pantai Baron.
Sebagai sekolah swasta SDIT Al-I’tisham berada dibawah 
Yayasan Al-I’tisham yang beralamatkan di Jl. Gang Kijaya Kusuma 
Kepek I, Kepek Wonosari. Yayasan ini tidak hanya menaungi SD saja, 
namun juga MTs namun dilain tempat. Yayasan Al-I’tisham dipimpin 
oleh Ketua Yayasan yaitu Syamsul Hidayat dengan wakil ketua Agus 
Ahmad Ahsan. 
b. Visi dan Misi SDIT Al-I’tisham
SDIT Al-I’tisham memiliki visi yaitu “Terwujudnya Lembaga
Pendidikan yang berkualitas untuk membentuk generasi penerus yang 
bertaqwa, cerdas, dan terampil di atas nilai- nilai keislaman”. 
Agar mencapai visi yang diharapkan, sekolah memiliki misi :
54
1) Menjadikan nilai-nilai Al Quran dan As Sunah sebagai inspirataur 
dan rujukan utama dalam proses pendidikan.
2) Mendukung Program pemerintah dalam mensukseskan program 
wajib belajar 9 tahun.
3) Menanamkan budaya tertib menjalankan ibadah.
4) Menumbuh kembangkan semangat beramal sholeh, berkompetisi 
dalam prestasi dan kritis dalam menangkap kejala sosial 
5) Meningkatkan wawasan keilmuan, penguasaan dasar-dasar bahasa 
asing dan teknologi informasi 
6) Sebagai kelanjutan Pendidikan yang berkesinambungan bagi anak-
anak lulusan TK dengan memberikan bekal intelektual Question 
(IQ), Emotional Question (EQ), dan Spiritual Question (SQ)
c. Keadaan Siswa Tahun Pelajaran 2012/2013
Jumlah siswa pada tahun pelajaran terakhir dapat dilihat pada 
tabel berikut:
Tabel 7. Data Siswa SDIT Al-I’tisham
No. Kelas 
Jenis Kelamin
Jumlah
L P
1 Kelas 1 5 8 13
2 Kelas 2 7 7 14
3 Kelas 3 8 0 8
4 Kelas 4 8 5 13
5 Kelas 5 5 3 8
6 Kelas 6 4 9 13
Jumlah Total 37 32 69
Sumber: Profil SDIT Al-I’tisham
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Data dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah siswa hanya 
69 orang. Jumlah sedikit ini dimungkinkan karena terdapat sekolah lain 
yang berbasis agama non islam yang letaknya juga tidak terlalu jauh 
dengan SDIT Al-I’tisham.
d. Tenaga Pendidik / Guru
Tabel 8. Data Pendidik/ Guru SDIT Al-I’tisham
No
Nama 
Lengkap
TTL Pendidikan
1. Budi Setiyanto Gunungkidul, 23-03-
1987
SI PGSD (Proses)
2. Mutoharoh Magelang, 30-09-1989 UT PGSD 
(Proses)
3. Hamim Magelang, 24-05-1989 S1 Tarbiyah UMY 
(Proses)
4. Santoso Magelang, 08-09-1989 S1 Tarbiyah UMY 
(Proses)
5. Novi Puspita Gunungkidul, 04-12-
1981
S1 PGSD 
6. Imasari Gunungkidul, 23-02-
1989
S1 PGSD (Proses)
Sumber: Profil SDIT Al-I’tisham
Data guru diatas menunjukkan bahwa hanya ada satu guru yang 
berkualifikasi S1, sedangkan yang lain baru proses. Namun demikian 
apabila seluruh guru telah menuntaskan studi maka seluruhnya akan 
berkualifikasi akademik S1.
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e. Sarana Prasarana
SDIT Al-I’tisham memiliki sarana-prasarana pendidikan berupa 
buku teks pelajaran dan gedung/ bangunan. Berikut ini tabel data buku 
teks pelajaran:
Tabel 9. Data Buku Teks Pelajaran SDIT Al-I’tisham
No Mata Pelajaran
Kelas
Jml
I II III IV V VI
1 Pendidkan Agama 14 15 13 15 10 17 84
2 PKn 14 15 13 15 10 17 84
3 Bahasa Indonesia 14 15 13 15 10 17 84
4 Matematika 14 15 13 15 10 17 84
5 Ilmu Pengetahuan Alam 14 15 13 15 10 17 84
6 Olmu Pengetahuan 
Sosial
14 15 13 15 10 17 84
7 SBK 14 15 13 15 10 17 84
8 Penjasorkes 14 15 13 15 10 17 84
9 Bahasa Jawa 14 15 13 15 10 17 84
10 Bahasa Inggris 14 15 13 15 10 17 84
Jumlah 140 150 130 150 100 170 840
Sumber: Profil SDIT Al-I’tisham
Sarana yang dimiliki sekolah dalam bentuk buku teks yang 
berjumlah 840 buku tergolong banyak dan lengkap. Sepuluh mata 
pelajaran yang diajarkan disekolah tersedia dalam buku teks. Hal ini 
menunjukkan bahwa sekolah memberikan perhatian kepada siswa agar
rajin belajar dengan menyediakan buku teks supaya bisa dipelajari 
disekolah.
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Selain itu juga terdapat sarana gedung atau bangunan yang 
ditampilkan dalam tabel berikut:
Tabel 10. Data Bangunan SDIT Al-I’tisham
No Jenis Jumlah Keterangan
1 Ruang Kelas 5 ruang Baik
2. Ruang kantor 1 ruang Kurang baik
3. Masjid 1 Baik
4. Kamar mandi/WC 2 Baik
5. Penampungan air hujan 2 Baik
Sumber: Profil SDIT Al-I’tisham
Dilihat dari segi bangunan, SDIT Al-I’tisham masih bisa 
dikatakan kurang karena ruang kelas hanya berjumlah 5 buah 
sedangkan di SD terdapat 6 kelas. Selain itu juga kondisi ruang kantor 
yang kurang baik menunjukkan perlunya perbaikan agar dapat 
memberikan kenyamanan bagi para pendidik dalam bekerja diluar jam 
kelas.
3. Gambaran Umum Kebijakan Pendanaan Pendidikan Sekolah Dasar
Pendanaan merupakan salah satu standar yang sangat penting bagi 
kelangsungan pendidikan dan disebutkan sebagai salah satu standar dalam 
Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kebijakan pendanaan pendidikan 
sekolah dasar telah tercantum dalam PP no 48 tahun 2008 tentang 
pendanaan pendidikan. Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2012
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tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan 
pendidikan dasar.
Umumnya sekolah dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah 
disebut sekolah negeri dan sekolah yang diselenggarakan oleh swasta yang 
disebut sekolah swasta. Dalam penelitian ini mengambil contoh sekolah 
dasar yang berstatus negeri di SD N Rejosari dan contoh sekolah yang 
berstatus swasta di SDIT Al-I’tisham.
Kebijakan tentang adanya wajib belajar membuat pemerintah harus 
membiayai pendidikan dengan sana BOS agar target ketuntasan belajar 
tercapai. Siswa yang duduk di sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama dibebaskan biaya sekolah. Akan tetapi juga masih diperbolehkan 
untuk memungut dana dari masyarakat. Seperti yang dikatakan Bapak 
“TN” selaku Kasi bina pendidik dan kurikulum bidang TK & SD Kab. 
Gunungkidul:
“yang jelas bagian pendanaan itu bidang TK SD ini kan sudah di 
rencanakan oleh sekolah. Untuk Wajar itu kan gratis, tidak ada 
biaya yang ditarik dari sekolah itu untuk kepentingan 
penyelenggaraan. Tapi misalnya ada tambahan biaya itu 
diserahkan kepada sekolah masing-masing termasuk di SD, 
misalnya di luar pembiayaan yang itu diluar kepentingan anak-
anak itu dipersilahkan. Misalnya ada kegiatan-kegiatan ekstra 
yang itu kan diluar anggaran dana silahkan. Artinya yang 
penting tidak membebani orang tua wali murid.”
(Wawancara/TN/17 September/pukul 10.01 WIB)
Selain itu beliau juga mengatakan tidak ada perbedaan pelayanan 
terkait pendanaan untuk sekolah negeri maupun swasta. Jika ada dana dari 
pemerintah, sudah tertera peruntukannya untuk sekolah dengan kriteria
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seperti apa dan untuk program apa. Sehingga dinas tinggal menyalurkan 
dana sesuai kriteria atau persyaratan yang telah ditentukan pemerintah 
yang memberikan dana. Namun sekolah swasta mempunyai hak untuk 
manarik dana dari masyarakat sepanjang ada kesepakatan antara pihak 
sekolah dan wali murid. Beliau menambahkan
“jadi yang namanya kita pelayanan antara negeri dan swasta itu 
sama kita memerlukan sama. Manakala anggaran pemerintah itu 
boleh untuk swasta... Brati nanti kalau berbunyi ini untuk 
swasta, nanti kita berikan. Jadi di kabupaten Gunungkidul 
tergantung peluang dana. Jadi prinsip kita tidak bisa 
membedakan antara negeri dan swasta. Kalau itu tipikal siapa 
mau mamungkinkan kita ajukan.
itu kan tergantung keterbatasan dana dari yang dibiayakan untuk 
yang negeri. Karna kalau kita nanti memberikan bantuankan 
dalam bentuk hibah. Yaitu bertentangan tidak dengan aturan 
yang berlaku. Na, kelebihannya di swasta itu kan bisa menarik 
iuran dari wali murid yang dalam batasan dipersilakan sesuai 
kesepakatan dengan wali murid. (Wawancara/TN/17 
September/pukul 10.01 WIB)
Secara umum, kondisi geografis tidak mempengaruhi pendanaan 
pendidikan di sekolah. Beberapa sekolah di Kabupaten Gunungkidul
pernah mendapat tunjangan daerah terpencil karena infrastruktur yang 
kurang memadai seperti akses jalan yang sulit dan rendahnya tingkat 
perekonomiam masyarakat, namun sekarang tidak ada lagi.
“iya dulu tunjangan daerah terpencil rodo digatekke. kalau
kemarin itu kan ada tunjangan daerah khusus, waktu dalan-
dalane dho rung apik. Sekarang kan dalan wes apik wes 
raoleh.” (Wawancara/TN/17 September/pukul 10.01 WIB)
Pada penelitian ini menggunakan teori pendanaan yang 
dikemukakan oleh Nanang Fattah sebagai landasasnnya. Teori tersebut
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menyatakan bahwa anggaran merupakan rencana operasional yang 
dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan 
sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kurun 
waktu tertentu. 
4. Implementasi Kebijakan Dana BOS di SD N Rejosari
Pendanaan pendidikan disekolah dasar yang bertumpu pada dana 
BOS harus menyusun RKAS terebih dahulu seperti yang telah diterangkan 
dalam buku pelatihan sekolah/madrasah tentang peningkatan manajemen 
melalui penguatan tata kelola dan akuntabilitas di sekolah dan madrasah 
yang diterbitkan kementerian pendidikan nasional. RKAS menjadi acuan 
sekolah untuk melaksanakan program-programnya dan juga memberikan 
rambu-rambu dalam mengalokasikan dana. Berikut akan dijelaskan 
tentang penyusunan RKAS terlebih dahulu yang selanjutkan juga akan 
digambarkan tentang penatausahaan sebagai pelaksanaan dana BOS di 
sekolah.
a. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
SD N Rejosari
Sekolah sebagai satuan pendidikan mempunyai hak untuk 
menentukan kebijakannya sendiri yang di pimpin oleh kepala sekolah. 
Namun demikian dalam hal pendanaan pendidikan telah di terangkan 
dalam peraturan pemerintah no 76 tahun 2012 tentang juknis BOS, 
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sehingga sekolah dasar melaksanakan kebijakan pendanaan sesuai 
dengan peraturan tersebut.
Penyusunan pendanaan pendidikan disekolah dilakukan dengan 
membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang 
dilakukan setiap awal tahun dengan mengacu pada peraturan yang 
telah disosialisasikan dari dinas pendidikan. Seperti yang diungkapkan 
oleh Ibu “KI” selaku bendahara sekolah sebagai berikut: “tiap 
pembuatan RKAS itu ada sosialisasi dari dinas rambu-rambunya, jadi 
kita  tinggal mengikuti.” (wawancara/KI/26 Agustus/pukul 08.29 WIB)
Ketika sekolah telah menerima dana maka terdapat proses 
kebijakan penganggaran dana. Dalam menganggarkan dana sekolah 
mempunyai cara dengan musyawarah. Musyawarah tersebut 
membahas tentang besaran alokasi anggaran dana untuk kebutuhan 
sekolah dalam satu tahun anggaran. Musyawarah tersebut melibatkan 
Kepala Sekolah, Komite Sekolah,  dan Guru. Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh Bapak “AS” selaku kepala sekolah sebagai berikut: 
“saya, guru, dan komite, komite kan tokoh masyarakat untuk 
semacam ya, pertimbangan, kita perlu sekali melibatkan itu.
kalau saya seringkali saya tu saling musyawarah, jadi sekolah 
mungkin kalau sekolah saya dengan sekolah lain mungkin lain 
itu, tapi, kalau saya dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang 
sifatnya dalam punyanya sekolah memang semua unsur saya 
libatkan.”
Beliau juga menyatakan dalam percakapan lain sebagai berikut 
“Tentang pendanaan itu, disitulah kami bersama perangkat komite atau 
dari perangkat tenaga kependidikan itu melakukan semacam ya 
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musyawarah kan, menentukan skala prioritas sesuai ketentuan yang 
ada” (wawancara/AS/26 Agustus/pukul 07.50 WIB)
Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak “SI” selaku komite 
sekolah sebagai berikut “musyawarah. Dimusyawarahkan dulu lha 
nanti kita diambil kesimpulan gimana baiknya”. (wawancara/SI/26 
Agustus/pukul 08.58 WIB)
Selain itu juga diungkapkan oleh Ibu “KI” : “Dalam membuat 
RKAS itu kan kerjasama dengan komite, bendahara, kepala sekolah 
dan para guru.” (wawancara/KI/26 Agustus/pukul 08.29 WIB)
Proses musyawarah untuk menentukan rencana anggaran dana 
ialah dengan bendahara sekolah menawarkan besaran anggaran dana 
untuk setiap pos-pos yang telah ditentukan sesuai dengan juknis BOS 
kepada forum. Ketika tawaran tersebut telah disetujui oleh forum 
kemudian ditetapkan oleh kepala sekolah. Hal ini sesuai dengan yang 
dikatakan oleh Ibu “KI” selaku bendahara sekolah sebagai berikut:
“Saya selaku bendahara itu menawarkan. Misalkan 
pengembangan kompetensi lulusan itu apa saja yang harus kita 
biayai. Misalnya dalam RAPBS ini SKL (standar kompetensi 
lulusan). Itu aja yang menyangkut dengan kegiatan ulangan baik 
itu sumatif maupun formatif. mayoritas menyetujui karna kita yo 
dalam berjalan kan menggunakan pataukan.”
(wawancara/KI/26 Agustus/pukul 08.29 WIB)
Besaran anggaran dana yang ditawarkan menggunakan pataukan 
anggaran tahun lalu yang disesuaikan dengan kondisi tahun sekarang. 
Sehingga selalu ada perubahan antara anggaran tahun lalu dengan 
tahun berjalan. Hal ini seperti yang diungkapkan ibu “KI” selaku 
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bendahara sekolah, sebagai berikut “ya, selalu. Kan murid kadang 
kurang kadang nambah sesuai itu dengan yang kita terima. 
Pembiayaan sesuai implementasi.” (wawancara/KI/26 Agustus/pukul 
08.29 WIB)
Apabila terdapat hal-hal lain yang sifatnya menyangkut 
masyarakat dalam hal pendanaan maka juga akan dilakukan 
musyawarah. Musyawarah tersebut dimulai dari forum kecil yang 
melibatkan pihak sekolah dengan komite sekolah. Apabila ada hal-hal 
besar yang sekiranya butuh persetujuan dari wali murid maka diadakan 
forum besar. Hal tersebut bertujuan agar mendapat kemufakatan 
bersama antara pihak sekolah dengan wali murid. Selain itu juga untuk 
mensosialisasikan kegiatan sekolah yang membutuhkan dukungan dari 
wali murid. Seperti yang diungkapkan Bapak “SI” selaku Komite 
Sekolah sebagai berikut:
“Forum, dari forum kecil dulu, komite sekolah dan kepala 
sekolah. Nanti jika perlu kita mendatangkan wali murid, ini loh 
dana sekolah, ini loh program sekolah, bagaimana wali murid 
tanggapannya. Kalau wali murid tanggapannya itu masuk akal 
dan diterima mestinya dilaksanakan. Itu forum besar.
Forum kecil ya selama itu kita misalnya ada apa-apa tarikan 
yang kecil dan sangat mendesak ya bagaimana kita 
bertanggungjawab.
(wawancara/SI/26 Agustus/pukul 08.58 WIB)
Musyawarah dilakukan secara demokratis. Setiap peserta dalam 
musyawarah tersebut berhak memberikan usulan dan saran sesuai 
dengan topik yang dibahas, sesuai dengan ketentuan mengenai standar-
standar yang ditentukan sebagai pos pengeluaran. Hasil dari
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musyawarah tersebut akan ditentukan bersama berdasarkan 
kemufakatan meskipun kepala sekolah mempunyai wewenang untuk 
menentukan kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak “AS” 
selaku kepala sekolah, sebagai berikut “ya kita dalam musyawarah 
demokratis, saya kembalikan walaupun saya punya kewenangan 
penentu kebijakan, tetapi kan saya tinggal menyimpulkan dari 
musyawarah.” (wawancara/AS/26 Agustus/pukul 07.50 WIB)
Hal ini diperkuat oleh Bapak “SI” selaku komite sekolah: “ya 
mutuskan bareng-bareng antara pihak sekolah dan komite sekolah”
(wawancara/SI/26 Agustus/pukul 08.58 WIB)
Musyawarah tersebut menghasilkan RKAS. Berikut ini daftar 
penerimaan dan pengeluaran dana dari RKAS tahun 2013 yang baik 
yang dikirim ke Tim Menajemen BOS Kabupaten/ Kota maupun yang 
dikirim ke Disdikpora Kabupaten Gunungkidul. RKAS yang disusun 
menyesuaikan dengan format juknis BOS baik yang dikirim untuk tim 
manajemen BOS Kabupaten/ Kota maupun yang dikirim ke 
Disdikpora Kabupaten Gunungkidul.
Besaran penerimaan sekolah selama tahun 2013 ditampilkan 
dalam tabel berikut.
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Tabel 11. Daftar Penerimaan Dana SD N Rejosari
PENERIMAAN
No Uraian Jumlah
Prosentase 
(%)
1 SISA TAHUN LALU 61.000 0,08%
2 BANTUAN OPERASIONAL 
SEKOLAH
A BOS Pusat 60.900.000 80,19%
B BOS Provinsi 9.730.500 12,81%
C BOSDA Kabupaten 5.250.000 6,91%
Jumlah 75.941.500 100%
Sumber: RKAS Tahun 2013 SD N Rejosari
Besaran dana yang tertera di RKAS yang dikirim untuk tim 
menajemen BOS Kabupaten/ Kota, sumber pendanaan yang berasal 
dari BOS Pusat yaitu sebesar Rp 60.900.000,00, BOS Provinsi Rp 
9.730.500,00, ditambah dengan sisa tahun lalu sebesar Rp 61.000,00. 
Sehingga jumlah penerimaan selama tahun 2013 sebesar Rp 
70.691.500,00.
Jika dilihat dari RKAS yang dikirim ke Dinas Pendidikan 
Kabupaten Gunungkidul, sumber dana ditambah dari BOS Kabupaten 
sebesar Rp 5.250.000,00. Sehingga jumlah keseluruhan Rp 
75.941.500,00. Jadi untuk SD N Rejosari untuk penerimaan dana 
terbesar berasal dari BOS Pusat Rp 60.900.000,00 (80,19%) dan yang 
terkecil dari BOSDA Rp 5.250.000,00 (6,91%).
Sedangkan untuk pengeluaran dana tahun 2013 ditampilkan 
dalam tabel berikut.
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Tabel 12. Daftar Pengeluaran Dana SD N Rejosari
PENGELUARAN
N
o
Uraian Jumlah
Prosentase 
(%)
PROGRAM SEKOLAH
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 12.420.500 16,36%
2 Pengembangan Standar Isi 1.824.000 2,40%
3 Pengembangan Standar Proses 7.851.000 10,34%
4
Pengembangan Pendidik & Tenaga 
Kependidikan
12.150.000 16%
5
Pengembangan Sarana & Prasarana 
Sekolah
15.331.000 20,19%
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 7.350.000 9,68%
7 Pengembangan Standar Pembiayaan 10.985.000 14,47%
8
Pengembangan & Implementasi 
sistem Penilaian
8.030.000 10,57%
Jumlah 75.941.500 100 %
Sumber: RKAS Tahun 2013 SD N Rejosari
Pengeluaran dana yang tercantum di RKAS tahun 2013 yang 
berasal dari BOS dikeluarkan untuk 8 kompetensi. Dana yang 
dikeluarkan paling besar ialah untuk pengembangan sarana dan 
prasarana sekolah Rp 15.331.000,00 atau 20,19%. Dana yang terkecil 
dikeluarkan untuk pengembangan standar isi Rp 1.824.000,00 atau 
2,40%. 
b. Penatausahaan BOS di SD N Rejosari
Penatusahaan dimulai dari penerimaan sekolah. Pendanaan 
pendidikan di sekolah negeri untuk kegiatan operasional berasal dari 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan beberapa pungutan yang 
diluar keperluan operasional. Sebagai sekolah yang berstatus negeri 
dilarang memungut dana dari masyarakat untuk kegiatan operasional. 
Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh bendahara sekolah “sementara 
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ini BOS, ada BOS pusat dan BOS Provinsi dan Kabupaten. Sekolah 
memang tidak diijinkan untuk menarik dana apapun yang kaitannya 
dengan kegiatan-kegiatan belajar...”. (wawancara/KI/26 Agustus/pukul 
08.29 WIB)
Hal ini sesuai dengan pernyataan “KI” selaku bendahara sekolah 
sebagai berikut “dari anggapan masyarakat bahwa pendidikan harus 
dibiayai pemerintah. menarik untuk pengembangan sekolah juga, 
sekolah belum berani.” (wawancara/KI/26 Agustus/pukul 08.29 WIB)
Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak “AS” selaku kepala 
sekolah SD N Rejosari “ya yang nopang jelas, kalau sekolah itu tetap 
BOS... selama ini tetap BOS”. (wawancara/AS/26 Agustus/pukul 
07.30 WIB)
Selain itu juga diungkapkan oleh Bapak “TN” selaku Kasi Bina 
Pendidik dan Kurikulum Bidang TK & SD Kab. Gunungkidul 
“sumbernya APBN satu yang turun. APBD yang lewat pemerintah 
daerah. ya, termasuk bantuan yang untuk proses kegiatan yang untuk 
sarana dan sebagainya kan. Demikian ada BOS ada sarana prasarana.”
Ketika peneliti menyakan lebih lanjut tentang dana sarana 
prasarana beliau menjawab “Misalnya hanya melalui dana alokasi 
khusus (DAK) untuk pembangunan atau rehap atau ada percepatan 
pembangunan ruang pendidikan dari pemerintah pusat.” 
(Wawancara/TN/17 September/pukul 10.01 WIB)
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Sebagai sekolah yang berstatus negeri, pendanaan pendidikan SD 
N Rejosari berasal dari BOS pusat, provinsi maupun kabupaten. BOS 
dari pusat dan provinsi langsung diberikan kepada pihak sekolah 
melalui rekening sekolah. Sedangkan untuk BOS dari kabupaten
melalui UPTD TK & SD Kecamatan. Untuk mendapatkan dana BOS 
dari kabupaten sekolah harus melalui prosedur pengajuan dana ke 
UPTD TK & SD tingkat kecamatan. Kemudian dari UPTD kecamatan 
diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Hal ini sesuai yang 
dikatakan oleh Bendahara Pembantu UPTD TK dan SD Bapak “SN”
sebagai berikut:
“Untuk BOS daerah yang lewat bupati, Kalau dari provinsi, itu 
kalau dari pusat setau saya ada, tapi itu langsung ke SD.
Dari provinsi langsung ke SD. Dari pusat langsung ke SD tidak 
lewat bendahara. Yang lewat bendahara UPT itu yang dari 
daerah yaitu lewat dokumen tadi yang pengajuannya dari SD. 
Dari SD lewat UPT dari UPT ke dinas setelah dinas nanti jadi 
buku ini. Buku ini yang nulis dinas. Ke dinas nanti diarsipkan ke 
memerintah daerah.Untuk BOS yang dari daerah memang jadi 
satu dengan UPT.
khusus SD negeri.
Kalau Swasta hanya pusat dengan Provinsi.”
(wawancara/SN/9 September/pukul 10.04 WIB)
Meskipun sekolah telah memiliki sumber dana dari BOS, 
sekolah memiliki kebijakan untuk menarik dana dari masyarakat.
Seperti yang diungkapkan Kasi Bina Pendidik & Kurikulum Bidang 
TK & SD Kab. Gunungkidul “ya artinya dalam batas kewajaran lah.
Boleh. Sepanjang itu tidak bisa dibiayai oleh pemerintah berarti boleh. 
Dan sepanjang tidak memberatkan orang tua/wali murid. Tapi kalau
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memberatkan ya kecewa.” (Wawancara/TN/17 September/pukul 10.01 
WIB)
SD N Rejosari menarik dana dari masyarakat untuk kegiatan 
keagamaan yang diluar ketentuan penggunaan dana BOS. Pungutan 
dilakukan untuk keperluan pembangunan mushola, pembayaran Idul 
Adha, dan zakat Idul Fitri. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua 
Komite sekolah Bapak “SI” sebagai berikut:
“...waktu bikin mushola masyarakat dan donatur lainnya... ada 
dari alumni, pokonya dari pihak kerja dari masyarakat dan 
donatur lainya yang untuk pembuatan mushola.”
(wawancara/SI/26 Agustus/pukul 08.58 WIB)
Hal serupa juga dikemukakan oleh bendahara sekolah sebagai 
berikut “...Tapi kalau kegiatan keagamaan misalkan itu pesantren, 
qurban itu bisa narik, baik Idul Fitri itu mau menyumbangkan uang 
untuk zakat.” (wawancara/KI/26 Agustus/pukul 08.29 WIB)
Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak “AS” 
selaku kepala sekolah sebagai berikut: “...Ya kalau memang dari 
masyarakat bersifat insiden itukan udah kebijakan sekolah. Kadang 
kala lah, tidak sering”. Dalam percakapan lain juga dikatakan “Kalau
untuk kegiatan mushola itu malah boleh. Tempat-tempat ibadah ya kita 
tidak dibiayai oleh pemerintah melalui BOS”. (wawancara/AS/26 
Agustus/pukul 07.50 WIB)
Menurut pengakuan wali murid, terdapat beberapa pungutan 
antara lain; peringatan hari raya Idul Adha, lomba MTQ, dan
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pembelian seragam batik Gunungkidul. seperti yang diungkapkan oleh 
salah satu wali murid sebagai berikut “nggih enten, kan ming dingge 
kebutuhan qurban nopo ngoten niku. Meniko dingge anu, iuran  lomba 
MTQ. qurban kan nembe sakniki-niki”. Untuk besaran pungutan ia 
menyebutkan sebagai berikut “20.000, MTQ niku sing 3.000an. ngge 
lomba niku loh mbak dek anu niko. sing nggen khusus agama-agama”.
Terkait dengan keterlibatan wali murid dalam pertemuan di sekolah 
beliau menjawab:
“nek sakniki mon dereng enten ggeh mbak. Gek soale sek mlebet 
niku to.
Nek riyen kan gge SPP, nek saknikan pun mboten. Paling nek 
mung rapat sragam ngoten niku. Niku loh mbak, batik
gunungkidul. Pake iuran Rp 45.000, Rp 90.000 sama sragam 
olahraga”
(Wawancara/DI/28 September/Pukul 09.48 WIB)
Hal serupa juga dikemukakan oleh wali murid lain yang bernama 
ibu ”KA” sebagai berikut : “mboten enten, namung sragam kalian 
qurbanan”. Untuk besaran dana yang dipungut ia manjawab 
“qurbanan meniko Rp 20.000,00, ingkang sragam meniko olahraga 
kalian batik Rp 90.000,00.” (Wawancara/KA/28 September/Pukul 
10.00 WIB)
Besaran dana yang dikeluarkan untuk membeli seragam batik 
yaitu Rp 45.000,00. Iuran sekaligus seragam olahraga Rp 45.000,00 
sehingga wali murid harus membayar Rp 90.000,00 untuk seragam 
batik dan olahraga. Sedangkan iuran peringatan Idul Adha sebesar Rp 
20.000,00.
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Wali murid merasa tidak keberatan dengan adanya iuran tersebut 
karena hal yang menyangkut pendidikan masih mereka utamakan. 
Seperti yang diungkapkan ibu “DW” “ggeh mboten mbak, nek gge 
sekolahan ggeh mboten anu.” (Wawancara/DI/28 September/Pukul 
09.48 WIB) Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu “KA” sebagai 
berikut “mboten, tene anak mlebu sekolah, mboten.”
(Wawancara/KA/28 September/Pukul 10.00 WIB)
Ketika sekolah hendak memungut dana dari masyarakat wali 
murid belum pernah dilibatkan dalam membahas uiran. Sekolah hanya 
memberikan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada wali murid 
apabila ada pungutan. Seperti yang dikemukakan oleh wali murid 
sebagai berikut “mboten, namung niku wau surat. Ggeh mung 
pemberitahuan pembayaran. pun dirembug bu guru. Nek wali mboten 
dikempalake.” (Wawancara/DI/28 September/Pukul 09.48 WIB)
Hal tersebut juga dikemukakan oleh ibu “KA” sebagai berikut 
“pas ajeng acara nopo niku ggeh diklempake. Nek pas acara nopo, 
mendadak. Pasokan sragam, nek pas kelulusan.” (Wawancara/KA/28 
September/Pukul 10.00 WIB)
Setelah adanya penerimaan dana di sekolah, maka penatusahaan 
selanjutnya yaitu pengeluaran/pembelanjaan. Penggunaan anggaran 
dana telah ditentukan oleh petunjuk penggunaan dana dalam Juknis 
BOS. Terdapat 8 standar yang harus dibiayai oleh anggaran sekolah 
yaitu standar kompetensi lulusan (SKL), standar proses, 
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pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana
prasarana, standar pengelolaan, standar isi, standar pembiayaan, 
standar penilaian pendidikan. seperti yang diungkapkan Ibu “KI” 
selaku bendahara sekolah sebagai berikut:
“pertama itu standar SKL (standar kompetensi lulusan). kedua 
standar proses. Masuknya itu konteks pembelajaran atau 
kegiatan KBM. Ada data-data sekolah. ketiga pengembangan 
pendidik dan tenaga kependidikan. Yang honor-honor itu 
misalkannya masih kekurangan guru. iya, masih kekurangan 
guru, sementara ini muridnya banyak. Kalau 1 guru merangkap 
2 kelas itu saya rasa tidak efektif. kemudian Sekolah mengambil 
kebijakan untuk mengangkat guru GTT. Merasa kurang buat 2 
orang guru kelas, tapi satu orang itu kan kategori 2, nasibnya 
sampai sekarang ya belum dianu. Sementara didanai BOS. 
Kemudian pengembangan teknis sudah. keempat, sarpras 
(sarana prasarana). Kemudian  standar pengelolaan. keenam 
pemindahan. Kan dalam membuat RKAS itu mengacu pada 
tahun-tahun kemarin apa yang mau dikurangi apa yang perlu 
ditambah biasanya begitu.”
(Wawancara/KI/26 Agustus/pukul 08.29 WIB)
Hal ini diperkuat oleh Bapak “AS” selaku kepala sekolah, 
sebagai berikut “Disekolah kan jelas ada, ada beberapa standar ya 
yang. Ada ketetapan standar kalau gak salah ya termasuk standar 
proses dan lain-lain.” (wawancara/AS/26 Agustus/pukul 07.50 WIB)
Sumber dana berasal dari beberapa macam BOS. Namun 
demikian dana yang berasal dari BOS Kabupaten hanya boleh 
digunakan untuk biaya listrik, air, surat kabar, ATK, belanja cetak, 
penggandaan, dan peralatan kebersihan yang termasuk dalam 8 
kompetensi tersebut.
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Pelaporan dan pencatatan dilakukan oleh bendahara sekolah 
yang dibantu dengan tenaga administrasi. Sedangkan pengawasan 
pendanaan dilakukan oleh komite sekolah. Mengingat sumber 
pendanaan sekolah dasar negeri yang paling banyak berasal dari BOS, 
maka untuk pelaporan mereka menyesuaikan dengan juknis BOS.
Bendahara juga memiliki strategi sendiri agar kebijakan 
terlaksana dengan baik. Bendahara sekolah selalu melakukan 
pencatatan dengan rutin tiap terjadi transaksi, mengelola secara 
transparan, dan juga menggunakan prinsip akuntabilitas.
“saya dibantu oleh tenaga administrasi. Bendahara sekolah, 
sedangkan iuran-iuran tidak boleh dibiayai oleh BOS, misalkan 
seragam  kita tidak boleh membiayai dengan BOS. Pos ini-pos 
ini mengeluarkan biaya dicatat dan kuitansinya diserahkan ke 
saya.”
(wawancara/KI/26 Agustus/pukul 08.29 WIB)
Kemudian ia juga menyampaikan tentang upaya agar pendanaan 
terlaksana dengan baik “ya tentunya transparan uang dan 
mengeluarkan uang itu secara transparan, harus akuntabel bisa 
dipertanggungjawabkan.” Dalam percakapan lain juga menyatakan 
“setiap anu kan kita laporan. laporan tu diteliti, ini sesuai atau tidak 
sudah sinkron atau belum” (Wawancara/KI/26 Agustus/pukul 08.29 
WIB)
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c. Kendala dan Cara Mengatasi
Dalam melaksanakan pembiayaan terdapat permasalahan, akan 
tetapi permasalahan ini tidak terlalu memberikan dampak yang 
signifikan. Permasalahan tersebut ialah ketika peralihan tahun 
pelajaran. Peralihan tahun pelajaran ini memberikan perubahan 
terhadap jumlah murid disekolah. Karena tahun anggaran dimulai dari 
bulan januari sedangkan tahun pelajaran dimulai pada bulan juli 
sehingga dana yang diterima pada awal tahun anggaran berbeda 
dengan dana yang seharusnya di awal tahun pelajaran.
Selain itu juga terdapat kendala ketika ada murid yang pindah
dari sekolah lain pada tahun berjalan, sehingga dana BOS yang 
menjadi hak siswa pindahan masih melekat disekolah lama. Dari 
kendala tersebut telah ada antisipasi dari dinas pendidikan agar ada 
penyesuaian di triwulan selanjutnya dengan cara sekolah mengirimkan 
data terbaru mengenai jumlah murid baik secara online maupun 
manual. Seperti yang dikatakan oleh ibu “KI” selaku bendahara 
sekolah sebagai berikut:
“kendala kalau lebih kita harus mengembalikan, kendala kalau
kurang kita tambah sulit. Kan yang dibiayai oleh BOS kan siswa 
baru kalau semester ini kan masih milik sekolah yang lama.
misalnya ada siswa pindahan semester 2 itu kan masih 
nanggung. BOS nya masih mengalir di sekolah yang lama. Tapi 
penerimaannya tetap”
Dalam percakapan lain juga disampaikan 
“perubahannya jumlah yang kita terima, kalau triwulan 3 itu kan 
masih ada tahun kemarin, misalnya tahun ajaran kemarin jumlah 
siswa 100, sedangkan triwulan 3 yang kelas 6 kan perubahan 
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murid, kelas 1 masuk itu nanti masih sesuai dengan tahun 
kemarin”
(Wawancara/KI/26 Agustus/pukul 08.29 WIB)
Pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan disekolah telah 
dilaksanakan sesuai dengan teknis yang ditetapkan maka dari itu jika 
terjadi masalah juga diselesaikan sesuai dengan aturan. Kepala sekolah 
berpendapat bahwa ketika RKAS dilaksanakan dengan baik maka 
tidak akan terjadi kendala. Seperti yang diungkapkan kepala Bapak 
“AS” selaku kepala sekolah sebagai berikut “ya kita kan gini, kita kan 
sudah diatur dalan RAPBS sekian persen-sekian persen untuk apa, ya 
kita laksanakan dengan pos-pos yang telah ditentukan. Ya kalau 
kendala kita sikapi aja, sejauh mana kendala itu terjadi.” 
(wawancara/AS/26 Agustus/pukul 07.50 WIB).
Bendahara sekolah pun berpendapat bahwa dana yang diterima 
harus dikelola sebaik mungkin dengan menyesuaikan dana yang ada.
Pernyataan dari Ibu “KI” selaku bendahara sekolah sebagai berikut 
“cukup ra cukup semene, harus dicermati, harus bisa ngulor-ngulor.” 
(Wawancara/KI/26 Agustus/pukul 08.29 WIB)
Permasalahan tentang jumlah perubahan murid dalam tahun 
anggaran berjalan dapat diatasi dengan pelaporan jumlah murid di 
triwulan ke 3 ke dinas kabupaten melalui online maupun manual.
Sesuai yang disampaikan Ibu “KI” selaku bendahara sekolah “...ada 
RKAS pembaharuan di triwulan ke 3. Itu RKAS perubahan dilaporkan 
lagi.” Selanjutnya ia juga menyampaikan “ya kendala kalau ada siswa 
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pindah kita melaporkan jumlah siswa. Baru ini kan pelaporan siswa 
secara online, secara manual” (Wawancara/KI/26 Agustus/pukul 08.29 
WIB)
Jika melihat dari keterlibatan komite sekolah jika ada masalah, 
beliau hanya akan terlibat jika itu memang hal-hal yang berkaitan 
dengan ranahnya sebagai penghubung dengan masyarakat seperti jika 
ada pungutan kepada masyarakat dan persetujuan pendanaan. Beliau 
hanya akan terlibat jika hanya benar-benar dibutuhkan. Seperti yang 
diungkapkan oleh beliau sebagai berikut:
“saya selaku komite sekolah tidak terlalu mencampuri urusan 
sekolah. Selama di sekolah tidak ada masalah saya tidak 
mencampuri. Dalam artian, cuman kalau kebijakan dalam 
pendanaan misalnya kalau ada, menyangkut wali murid itu 
sepenata, dan sekolah juga tetep kebijakan dari kepala sekolah 
dan komite sekolah.
Kalau ada tarikan-tarikan itu tanpa ada dari kepala sekolah dan 
komite sekolah sinkron itu gak bisa berjalan. Yang jelas semua 
selama ini, selama saya pegang 13 tahun belum ada masalah.
Tidak ada masalah dalam pendanaan apa saja, apalagi setelah 
ada BOS. Sebelum ada BOS kan e, kalau urusan ke dalam,
dalam artian tidak mencampuri selama tidak ada masalah. Kalau
ada masalah kita bisa menanggung. Tapi kalau kalau gak ada 
masalah, baik-baik saja ya.”
Dalam percakapan lain ia juga menyatakan:
“selama sekolah itu masih bisa mengatasi, diatasi sekolah.
Tidak akan pernah mencampuri, tidak akan pernah apalagi 
sekarang dana BOS yang dulu dana dari komite sekolah dan 
masyaarakat. saya itu 2 mbak ya di SMP ya di SD itu belum 
pernah saya mencampuri. kalau memang ada kendala silahkan 
menghubungi saya.”
(wawancara/SI/26 Agustus/pukul 08.58 WIB)
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Menurut wawancara dengan Kasi Bina Pendidik dan Kurikulum 
Bidang TK & SD Kab. Gunungkidul sepanjang sekolah telah 
melakukan pendanaan sesuai mekanisme maka tidak akan terjadi 
masalah:
“ya, ggak ada kan sepanjang kita telah bertugas sesuai 
mekanisme kan tidak ada masalah. iya tidak ada.
Kalau dulu pernah Kepala sekolah datang kesini. Kita berbicara 
pada aturan main yang ada kalau memungkinkan itu boleh ya 
kita berikan, kalau tidak yowis.
masalah kan yang penting bisa diatasi, selama ini belum melihat. 
Jadi supaya peraturan itu sesuai dengan kondisi, tidak 
bertentangan ya sudah berjalan”
(Wawancara/TN/17 September/pukul 10.01 WIB)
Beliau juga mengutarakan mekanisme penyelesaian jika terjadi
masalah. Penyelesaian dimulai dari sekolah dengan UPT tingkat 
kecamatan, jika tidak bisa diselesaikan baru pihak dinas pendidikan 
kabupaten ikut andil dalam penyelesaikan masalah. Seperti yang 
disampaikan berikut:
“jadi gini, misalnya disekolah itu ada permasalahan yang 
menyangkut iuran. Misalnya ada komplain, silahkan 
diselesaikan di sekolahan sama kepala UPT di tingkat 
kecamatan itu silahkan diselesaikan. Kalau itu sudah selesai ya 
gak masalah. Kalau ternyata tidak bisa menyelesaikan ya kita 
turun ke sekolah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi itu 
secara teknis.”
(Wawancara/TN/17 September/pukul 10.01 WIB)
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5. Implementasi Kebijakan Dana BOS di SDIT Al-I’tisham
a. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
SDIT Al-I’tisham
Penyusunan kebijakan pendanaan pendidikan disekolah dasar 
swasta melalui koordinasi. Meskipun terkait dengan pendanaan 
bendahara yang lebih berkompeten untuk mengurusi namun koordinasi 
tetap dilakukan. Koordinasi tersebut melibatkan stakeholder yang 
meliputi Kepala sekolah, Guru, Komite, pihak Yayasan, Donatur yang 
memberi dana dan wali murid jika dibutuhkan. Setiap partisipan 
berhak memberikan usulan sebagai pertimbangan keputusan.
Koordinasi dilakukan untuk membahas kebutuhan yang akan 
dibiayai oleh dana yang berasal dari yayasan dan donatur karena dana 
tersebut tidak mengikat atau lebih fleksibel untuk digunakan. Untuk 
dana yang berasal dari BOS tidak dilakukan koordinasi karena sudah 
ada ketentuan dalam juknis BOS sehingga pihak sekolah tinggal 
mengikuti prosedur sesuai yang tertuang dalam juknis tersebut. Seperti 
yang diungkapkan Bapak “BI” selaku kepala sekolah sebagai berikut 
“biasanya gini mbak, ketika dana masuk kita koordinasi semua 
stakeholder. BOS itu sudah tidak bisa diotak-atik. Yang bisa diotak-
atik biasanya itu dari Yayasan sama swasta. Yang jelas donatur lah.” 
Selanjutnya beliau menjawab pertanyaan tentang kehadiran pihak 
yayasan sebagai berikut:
“kadang hadir, kadang-kadang tidak. Tetapi kami juga tetap 
berinisiatif untuk memberikan, kalau harus kita undang, kita 
berikan undangan secara formal. Meskipun mereka kadang-
kadang. Ya kami juga tahu karena yayasan ini kesibukannya 
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luar biasa karna lembaga yang ditangani tidak satu lembaga tapi 
beberapa lembaga bahkan tempate juga menyebar dimana-mana. 
Ya kami pahami itu. Sehingga kami juga tidak terlalu 
mempermasalahkan ketidakhadiran mereka ketika kami 
melakukan musyawarah, melakukan kegiatan yang lain.”
(Wawancara/BI/10 September/Pukul 09.23 WIB)
Pernyataan yang menyebutkan pihak-pihak yang terkait dalam 
koordinasi sebagai berikut:
“Kepala Sekolah, komite, guru, Yayasan. Hanya perwakilan saja 
atau wali, Wali murid. Dan yang jelas itu hanya perwakilan saja. 
Tidak semua wali ikut. Dan nanti ketika semua klop baru kita 
sosialisasikan.
Dirembuk dulu baru nanti bendahara yang nulis. jadi bukan 
bendahara yang menentukan.
Jadi nanti apa kebutuhan kita baru kita anu, jadi nanti 
bendahara. Kalau nanti bendahara tok kan nanti di anu dulu baru 
bendahara. Bersama-sama kita rembug bersama. kita gunakan 
untuk apa nantinya seperti apa dan akhirnya seperti apa jadinya 
seperti itu. Begitu.”
(Wawancara/BI/10 September/Pukul 09.23 WIB)
Kemudian pernyataan tersebut dikuatkan oleh pernyataan dari 
Ketua Komite sekolah Bapak “TH” sebagai berikut:
“kebetulan terkhusus dari luar ya saya komite kebetulan, terus 
semua guru yang disana tahu. Tahu dan memang kita 
rencanakan bersama. Jadi rencana terkhusus dari pemerintah 
atau pun dari pihak luar itu memang terpantau atau termonitor 
dengan baik dan kita koordinasikan dengan baik dengan semua 
orang yang ada di sana.
(Wawancara/TH/10 September/Pukul 09.23 WIB)
Pendanaan yang berasal dari BOS dituangkan dalam bentuk 
RKAS. Berikut ini ditampilkan penerimaan dan pengeluaran dana yang 
tercantum dalam RKAS SDIT Al-I’tisham tahun 2013 yang dilaporkan 
kepada tim menejemen BOS.
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Berikut ini penerimaan dana selama tahun 2013 SDIT Al-
I’tisham.
Tabel 13. Daftar Penerimaan Dana SDIT Al-I’tisham
PENERIMAAN
No Uraian Jumlah
Prosentase 
(%)
1 PENDAPATAN RUTIN
Yayasan Islam Al-I’tisham 26.795.000 37,73%
2
BANTUAN OPERASIONAL 
SEKOLAH (BOS)
a BOS Pusat 39.000.000 54,92%
b BOS Provinsi 5.220.000 7,35%
Jumlah 71.015.000 100%
Sumber: RKAS Tahun 2013 SDIT Al-I’tisham
Sesuai dengan yang tertera dalam RKAS tahun 2013 untuk 
sumber dana terbesar berasal dari BOS Pusat Rp 39.000.000,00 atau 
54,92% dan yang terkecil berasal dari BOS Provinsi Rp 5.220.000,00 
atau 7,35%. Meskipun di RKAS tercantum sumber dari yayasan 
namun belum tentu yayasan memberikan dana sebesar itu dan secara 
rutin karena kemampuan finansial yang masih terbatas. Selain itu juga 
dalam RKAS tidak dicantumkan sumber dana dari donatur karena 
sifatnya yang tidak pasti. Berbeda dengan sekolah negeri, disekolah 
swasta tidak mendapat dana BOSDA.
Sedangkan untuk pengeluaran dana menurut RKAS tahun 2013 
SDIT Al-I’tisham ditambilkan dalam tabel berikut.
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Tabel 14. Daftar Pengeluaran Dana SDIT Al-I’tisham
PENGELUARAN
No Uraian Jumlah
Prosentase 
(%)
PROGRAM SEKOLAH
1
Pengembangan Kompetensi 
Lulusan
3.126.000 4,40%
2 Pengembangan Standar Isi 960.000 1,35%
3 Pengembangan Standar Proses 5.985.000 8,43%
4
Pengembangan Pendidik & 
Tenaga Kependidikan
24.800.000 34,92%
5
Pengembangan Sarana & 
Prasarana Sekolah
16.560.000 23,32%
6
Pengembangan Standar 
Pengelolaan
1.542.500 2,17%
7
Pengembangan Standar 
Pembiayaan
9.460.000 13,32%
8
Pengembangan & Implementasi 
sistem Penilaian
8.581.500 12,08%
Jumlah 71.015.000 100%
Sumber: RKAS Tahun 2013 SDIT Al-I’tisham
Pengeluaran dalam RKAS tahun 2013 semua sumber pendanaan 
dialokasikan untuk pemenuhan 8 standar seperti halnya sekolah negeri. 
Pengeluaran terbesar dialokasikan untuk Pengembangan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan sebesar Rp 24.800.000,00 atau 34,94% dan 
pengeluaran terkecil dialokasikan untuk Pengembangan Standar Isi 
sebesar Rp 960.000,00 atau 1,35%.
b. Penatausahaan BOS di SDIT Al-I’tisham
Penatausahaan dimulai dari penerimaan sekolah. Pendanaan 
pendidikan untuk sekolah swasta berbeda dengan sekolah negeri. Di 
sekolah swasta sumber pendanaan berasal dari 3 sumber yaitu dari 
pemerintah dalam bentuk BOS, Yayasan, dan donatur. Dana BOS 
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masuk ke rekening sekolah tiap 3 bulan sekali. Dana BOS tersebut 
ialah BOS dari pusat dan provinsi, berbeda dengan sekolah negeri yang 
juga mendapatkan dana BOS dari pemerintah Daerah. Dana yang 
berasal dari Yayasan akan diberikan jika ada kebutuhan yang diajukan 
oleh sekolah dan Yayasan memiliki dana yang cukup. Sedangkan 
datangnya dana yang berasal dari donatur tiap tahunnya tidak tentu. 
Dana yang berasal dari donatur ini diterima hanya bila tidak mengikat 
sekolah (dalam bentuk hibah). Seperti yang diungkapkan oleh Bapak 
“BI” selaku kepala sekolah SDIT Al-I’tisham sabagai berikut:
“yang jelas untuk SDIT Al-I’tisham untuk dana dari beberapa 
sumber yang pertama dari pemerintah yang dinamakan BOS, 
yang ke 2 Yayasan, karna ini di bawah Yayasan Al-I’tisham, 
kemudian yang ke 3 dari Donatur, biasanya kerjasama gitu.
Untuk BOS itu jelas pengelolaannya. Masuknya lewat rekening 
sekolah itu. itu kan BOS masuknya tiap 3 bulan sekali, tiap 
triwlan itu. Jadi triwulan satu, triwulan 2, triwulan 3 dan 
triwulan 4. Kemudian itu biasanya langsung masuk rekening 
sekolah kemudian pengelolaannya sesuai dengan kita mengacu 
pada RABS (rencana anggaran belanja sekolah).”
(Wawancara/BI/10 September/Pukul 09.23 WIB)
Selain itu, menurut wali murid juga terdapat beberapa pungutan 
antara lain untuk iuran LKS, batik Gunungkidul dan iuran PMI. Wali 
murid pernah dikumpulkan di sekolah untuk membahas iuran batik dan 
juga saat penerimaan rapor untuk membahas hasil belajar siswa. Selain 
itu wali murid tidak pernah dikumpulkan. Seperti yang dikemukakan 
oleh wali murid sebagai berikut: 
“mboten namung tumbas LKS. Sragam sepindah bayare 
nangeng dereng dugi. Sragam walang ngoten ngendikane.
Wingi niku mbahas batik niku lak asal sragam pramuka kalih 
sragam nopo niko mboten bayar. Tas, sepatu niku mboten bayar 
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gek kalih batik niku bayar 50 ewu ngoten. Sing wali niku 
mbahas niku.
ggeh nek ajeng nompo rapot ngoten paling. Bahas tentang 
anak-anak niku ggihan, perkembangane anak-anak sing sekolah 
ten riku. Nilai-nilai niku.”
(Wawancara/SP/30 September/Pukul 09.46 WIB)
Pernyataan tersebut juga dikemukakan oleh Ibu “SH” selaku wali 
murid kelas 4 sebagai berikut:
“mboten. Namung sragam niku, palang merah niko
mboten sik koko niku mboten. Pramuka niku ggih mboten, spatu 
gek tas niku mboten. Ggih mung batik niku sing bayar. Tok, 
sepindah niki nggihan. Dek bengen niku nggeh mboten, khusus 
saking yayasan.”
(Wawancara/SH/30 September/Pukul 09.54 WIB)
Dalam hal pengeluaran, dana BOS yang diterima dikelola oleh 
bendahara sekolah dan dialokasikan sesuai dengan juknis BOS untuk 8 
standar. Sedangkan dana yang berasal dari yayasan dan donatur 
dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan kondisi dan 
waktu melalui sebuah program. Pelaksanaan program tersebut terdapat 
panitia kecil yang dibentuk secara insidental. Sehingga dana yang 
masuk ke sekolah dari yayasan maupun donatur untuk melaksanakan 
suatu program dikelola secara mandiri oleh tim kecil diluar bendahara 
sekolah.
Sesuai yang diutarakan oleh Bapak “HM” selaku bendahara 
sebagai berikut: “bukan, kalau saat ini saya hanya mengelola BOS 
pusat. Sedangkan untuk yang lain tidak.” Untuk dana yang berasal dari 
Yayasan maupun donatur ia menyebutkan: “Jadi kita membentuk tim 
independen, insidental saja, dadakan saja mungkin hari ini dilakukan 
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oleh bapak siapa dan ibu siapa. Tapi memang BOS pusat masuk 
kedalam pengelolaan saya.” Selanjutnya peneliti menegaskan tentang 
tim independen ia menjawab “dana yang dari Yayasan dan donatur itu 
tidak ajek, artinya bisa kapan saja mungkin dalam jangka waktu lama 
tidak masuk, trus masuk. Jadi tidak dibentuk tim secara kusus jadi 
dadakan saja.” (Wawancara/HM/10 September/Pukul 09.23 WIB)
Mengenai pelaporan, untuk dana yang berasal dari BOS, sekolah 
tinggal menyesuaikan dengan prosedur yang tertuang dalam BOS. 
Mengingat SDIT Al-I’tisham adalah SD yang berstatus swasta, maka 
sekolah ini tidak mendapat dana dari BOS Kabupaten. Sehingga hanya 
mendapatkan BOS dari pusat yang pelaporannya dikirim ke Tim 
Manajemen BOS Kabupaten/ Kota. Sedangkan untuk pelaporan ke 
Yayasan hanya dalam bentuk tembusan. Untuk dana yang berasal dari 
donatur karena bersifat sukarela maka tidak selalu meminta laporan, 
namun pihak sekolah tetap memiliki bukti transaksi atau catatan 
pengeluaran dana. Seperti yang diungkapkan komite sekolah:
“iya, kalau BOS itu kan di RKAS sudah jelas. Kalau dari 
Yayasan itu kan istilahnya masih bisa di kiyak-kiyuk. Karna itu 
kan hanya swasta dan sifatnya hibah. Yang tidak terikat, yang 
jelas seperti itu. Yang penting kita bisa yang jelas bisa 
mempertanggungjawabkan untuk bukti misalnya kita gunakan 
untuk apa.
Dan sejauh ini kami mengelola dana yayasan istilahe hanya 
kami berikan dalam bentuk tembusan, laporan. misalnya kalau
sekarang kita dapat dana misalnya sekian digunakan untuk ini 
ini dan lain sebagainya.”
(Wawancara/TH/10 September/Pukul 09.23 WIB)
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Juga disampaikan oleh “Bapak HM” selaku bendahara “iya, 
prinsipnya seperti ni. Yang lain kan sifatnya tidak mengikat kadang 
tulisan, kadang orek-orekan.” (Wawancara/HM/10 September/Pukul 
09.23 WIB)
Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Bapak “BI” selaku kepala 
sekolah sebagai berikut 
“ya kita sistem tertulis tapi tidak yang sedetail laporan BOS. 
Kalau BOS kan kuitansi segala harus lengkap, apalagi kalau
donatur itu kan sifatnya pun iklas mbak, jadi ora mbutuhke sing, 
apalagi yang ini dan ini. Kalau BOS kan memang harus agak 
rumit seperti itu”
(Wawancara/BI/10 September/Pukul 09.23 WIB)
c. Kendala dan Cara Mengatasi
Pihak sekolah tentunya memiliki kendala dalam pengalokasian 
dana. Kendala yang dialami yaitu tentang kurangnya dana untuk 
kegiatan-kegiatan dan pembangunan mengingat sekolah belum lama 
berdiri dan juga masih berstatus swasta. Dana BOS yang diperoleh 
hanya dari pusat, dana dari yayasan juga tidak selalu ada, apalagi dana 
dari donatur yang tidak tetap. Sekolah harus mengatur sedemikian rupa 
dana yang masuk agar dapat memenuhi kebutuhannya.
Seperti yang dikatakan oleh Bapak “BI” selaku kepala sekolah 
sebagai berikut:
“Yang jelas untuk donatur itu kan tidak mesti kadang 4 bulan 
sekali. Padahal kebutuhan sekolah kan hampir tiap hari. Jadi 
kendalanya ya tidak mesti itu.
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kendala lain pas pembuatan laporan. Pembuatan laporan yang 
pajek segala macem itu kan kita mengeluarkan pajek itu 
sehingga yo gitu lah. Seharusnya kan rasah pajek barang neng.
iya,memang seperti itu prosedurnya”
(Wawancara/BI/10 September/Pukul 09.23 WIB)
Percakapan lain dikatakan “misal dari RAB dianggarkan 
sejumlah itu, ketika rembukan sejumlah itu. Tp dilapangan beda. 
Sehingga dari dana harusnya cukup untuk ini sehingga program yang 
lain pun ikut seperti itu.” (Wawancara/BI/10 September/Pukul 09.23 
WIB) 
Kendala juga diutarakan oleh Bapak “HM” selaku bendahara
sebagai berikut: 
“banyak sekali, salah satunya dana dari BOS itu digunakan 
semua tidak mencukupi untuk menopang semua kebutuhan 
sekolah artinya terkadang BOS triwulan pertama kita tidak 
mencukupi, ditutup dengan triwulan berikutnya.”
(Wawancara/HM/10 September/Pukul 09.23 WIB)
Kendala yang terjadi umumnya tentang kekurangan dana, 
sekolah harus mengumpulkan dana agar mencukupi kebutuhan 
sekolah. Kendala tersebut diatasi oleh sekolah seperti ketika kendala 
kenaikan harga di lapangan sekolah lebih memilih untuk 
menyesuaikan harga dengan program yang akan dilaksanakan. Selain 
itu jika ada program yang belum terpenuhi dananya sekolah memilih 
untuk mengambil dana yang berasal dari yayasan maupun donatur 
karena mengingat dana tersebut bukan dana yang bersifat terikat 
dengan pihak pemberi.
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Solusi untuk mengatasi kendala, kepala sekolah mengutarakan 
sebagai berikut: “ya kita gini mbak, diprioritaskan, yang memang 
waktu mendesak dan paling dibutuhkan, mensikapinya seperti itu”. 
Selain itu ia juga menyampaikan terkait masalah harga barang: “kalau
harga kita sesuaikan dengan yang dilapangan. Tetep nanti seperti apa 
programnya kita sesuaikan dengan kondisi lapangan saja”. Untuk 
pernyataan yang menjawab tentang kekurangan anggaran program 
sebagai berikut “dari dana yang lain, yang tidak mengikat ya dari 
Yayasan dan donatur itu.” (Wawancara/BI/10 September/Pukul 09.23 
WIB)
Hal demikian didukung oleh pernyataan Bapak “HM” selaku 
Bendahara sekolah sebagai berikut: 
“ya karna kita di lingkup sekolah yang kecil dan baru akan 
berkembang, jadinya ya koordinasinya enak-enak saja, artinya
semua pihak saling memahami bahwa kondisi kita itu seperti ini 
kadang dimana ada kelebihan dan ada yang membutuhkan. 
Kalau BOS pusat sudah habis, mungkin dana yayasan ataupun 
donatur itu bisa menopang. Untuk admin dadakan itu tepat 
memaklumi.”
(Wawancara/HM/10 September/Pukul 09.23 WIB)
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B. Pembahasan
1. Implementasi Kebijakan Dana BOS di SD N Rejosari
a. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
SD N Rejosari
Sesuai dengan teori penganggaran Nanang Fattah, ada beberapa 
tahap yang dilaksanakan pihak sekolah dalam menyusun RKAS antara 
lain pengidentifikasian kegiatan, pengidentifikasian sumber, 
pernyataan semua sumber dalam bentuk uang, formulasi anggaran, 
penyusunan usulan anggaran untuk pengesahan, revisi usulan, dan 
persetujuan revisi anggaran.
Di SD N Rejosari proses penyusunan RKAS dilaksanakan
melalui musyawarah. Musyawarah tersebut membahas tentang besaran 
anggaran dana yang akan dialokasikan selama satu tahun. Pihak-pihak 
yang terlibat dalam musyawarah tersebut adalah seluruh komponen 
sekolah dan Komite sekolah. Seluruh komponen sekolah terdiri dari 
Kepala sekolah, guru, bagian administrasi, dan penjaga sekolah. 
Sedangkan untuk komite sekolah terdiri dari dalam dan luar. Komite 
yang berasal dari dalam ialah tenaga kependidikan dari sekolah 
sedangkan untuk komite yang berasal dari luar adalah anggota 
masyarakat setempat yang sekaligus sebagai ketua komite dengan 
jabatan Kepala Dukuh. Setiap orang yang terlibat dalam musyawarah 
tersebut boleh memberikan usulan atau sanggahan karena musyawarah 
tersebut bersifat demokratis. 
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Penyusunan RKAS pada tahap pengidentifikasian kegiatan dan 
sumber sampai pada formulasi anggaran dilakukan oleh bendahara. 
Penyusunan usulan anggaran untuk pengesahan dikerjakan sesuai 
dengan format yang telah diberikan oleh tim menejamen BOS dengan 
desain anggaran perstandar perpogram. Sehingga ketika musyawarah 
bendahara tinggal menawarkan kepada forum untuk mendapat 
pengesahan dari kepala sekolah. Meskipun bendahara adalah staff 
kepala sekolah yang harus bekerja sesuai dengan perintah, sesuai 
dengan tugas seorang kepala sekolah, seharusnya ia lah yang 
membawa segala usulan dan mambahasnya didalam musyawarah.
Setelah disahkan oleh kepala sekolah, RKAS juga harus
disahkan oleh pihak dinas pendidikan tingkat kabupaten untuk 
diajukan kepada tim manajenen BOS. Karena sumber pendanaan yang 
utama berasal dari BOS maka peraturan tentang pelaksanaan dana 
BOS bersifat mengikat dan harus dijalankan.
RKAS SD N Rejosari tahun 2013 menunjukkan bahwa 
penerimaan terbesar sekolah berasal dari BOS pusat sebesar Rp 
60.900.000,00 (80,19%) dan penerimaan terkecil berasal dari BOS 
Kabupaten sebesar Rp 5.250.000 (6,91%). Sedangkan untuk 
pengeluaran terbesar pada pos Pengembangan Sarana dan Prasarana 
sebesar Rp 15.331.000,00 (20,19%) dan pengeluaran terkecil pada pos 
standar isi sebesar Rp 1.824.000,00 (2,40%).
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Selesainya pengesahan RKAS maka pihak sekolah telah 
menyelesaikan usulan dana yang akan diberikan oleh pemerintah 
dalam bentuk BOS. Selanjutnya sekolah tinggal menunggu untuk 
pencairan dana BOS yang akan disalurkan langsung melalui rekening 
sekolah.
b. Penatausahaan BOS di SD N Rejosari
Penatausahaan diawali dari tahap penerimaan. Sumber 
pandanaan untuk sekolah negeri hanya berasal dari BOS. Dana BOS 
terdiri dari BOS Pusat, Provinsi, dan Daerah. Yang dimaksud BOS 
pusat ialah BOS yang berasal dari Pemerintah Pusat, sedangkan BOS 
Provinsi ialah BOS yang dari Pemerintah Provinsi, dan yang dimaksud 
dengan BOS daerah ialah BOS yang berasal dari Pemerintah 
Kabupaten. Dana yang berasal dari pusat dan provinsi dikirim 
langsung ke rekening sekolah, sedangkan untuk dana BOS daerah 
melalui UPTD TK & SD kecamatan yang dikelola oleh bendahara 
pembantu UPTD.
Prosedur untuk mendapatkan dana dari BOS daerah yaitu 
sekolah harus mengusulkan anggaran dana untuk pengeluaran listrik, 
air, telepon, dan koran. BOS daerah hanya untuk membiayai pos-pos 
tersebut ditambah dengan gaji guru. Untuk prosedur penerimaan dana 
BOS dari pusat dan provinsi sekolah harus mengirimkan form isian 
beserta RKAS selama satu tahun anggaran kepada tim manajemen 
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BOS, apabila data telah diterima sekolah akan menerima dana lewat 
rekening sekolah. Rekening sekolah dibawa oleh bendahara sekolah 
dan hanya bisa dicairkan apabila telah mendapat persetujuan dari 
kepala sekolah dan komite sekolah. Pengajuan dana dilakukan satu 
tahun sekali, namun untuk pencairan dilakukan per tiga bulan
(triwulan). 
Disamping sekolah menerima dana dari BOS, sekolah juga 
memungut dana dari wali murid untuk kebutuhan diluar kegiatan 
operasional. Penarikan dana kepada masyarakat didasarkan atas 
peraturan yang berlaku. Masyarakat sekitar masih menganggap bahwa 
pendidikan harus dibiayai pemerintah. Sehingga sekolah belum berani 
menarik dana dari masyarakat.
Pungutan yang dilakukan oleh sekolah yaitu untuk membeli 
seragam batik Gunungkidul, seragam olah raga, lomba MTQ, 
pembangunan mushola, peringatan Idul Adha, dan pembayaran zakat 
fitrah. Sekolah boleh melakukan pungutan sesuai dengan PP no. 44 
tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada 
Satuan Pendidikan Dasar. Pungutan yang dilakukan sekolah dirasakan 
oleh wali murid tidak memberatkan. Wali murid merasa kebutuhan 
pendidikan untuk anak-anaknya masih menjadi skala prioritas untuk 
dipenuhi.
Dalam hal pengeluaran, mengingat sumber pendanaan hanya 
berasal dari BOS, kebutuhan yang menjadi skala prioritas pendanaan 
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di sekolah didasarkan pada petunjuk teknis BOS. Pengeluaran untuk 
kebutuhan 8 standar kompetensi yang terdiri dari; Standar Isi, Standar 
Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik & Tenaga 
Kependidikan, Standar Sarana & Prasarana, Standar Pengelolaan, 
Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian. Dana yang berasal dari 
masyarakat tidak dilaporkan karena dalam memungut dana sekolah 
telah menggunakan surat yang isinya menjelaskan peruntukan dana 
yang ditarik.
Bendahara melakukan pengelolaan dana dalam lingkup sekolah 
menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparan. Setiap uang yang 
keluar dari bendahara harus dilaporkan lagi kepada beliau. Pelaporan 
itu dengan menunjukkan nota pengeluaran. Sehingga bendahara 
sekolah mudah dalam melakukan rekapan pengeluaran dana selama 
satu tahun. Dalam melaksanakan fungsi manajemen keuangan 
bendahara tidak melakukannya sendiri. Ia dibantu oleh staff 
adminnistrasi sekolah. Staff administrasi tersebut membantu dalam 
komputerisasi pencatatan sehingga tugas bendahara lebih ringan.
Setelah sekolah melakukan rekapan penerimaan dan pengeluaran 
dana yang berasal dari BOS salama satu tahun, sekolah harus 
melaporkannya kepada UPTD TK dan SD untuk dana yang berasal 
dari BOS kabupaten. Selain itu ia juga harus mengirim laporan 
penggunaan dana ke tim manajeman BOS di tingkat Kabupaten untuk 
diteruskan kepada tim manajemen BOS Provinsi dan Pusat.
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c. Kendala dan Cara Mengatasi
Pelaksanaan kebijakan dana BOS tentu ada kendala yang 
menjadi ganjalan saat pelaksanaan. Kendala yang dialami ialah 
tentang perubahan jumlah murid yang mempengaruhi jumlah dana 
yang harus diterima. Perubahan jumlah murid tersebut merupakan 
akibat kenaikan kelas atau karena ada siswa yang pindah dari sekolah 
lain. Dana siswa yang pindah ke sekolah baru menjadi hak sekolah 
lama yang ditinggalkan.
Mengingat sumber pendanaan sekolah terbesar berasal dari 
BOS, maka sekolah harus menyesuaikan jumlah murid dengan jumlah 
dana yang seharusnya diterima. Sesuai dengan ketentuan juknis BOS, 
ketika terjadi perbedaan jumlah murid dengan jumlah dana pada 
triwulan berjalan maka harus disesuikan pada triwulan berikutnya.
Cara menyesuaikannya adalah dengan mengirim data terbaru siswa ke 
tim manajemen BOS di tingkat kabupaten baik secara online maupun 
manual. Sehingga pada triwulan berikutnya setelah siswa pindah ke 
sekolah baru ia akan mendapatkan dana BOS.
2. Implementasi Kebijakan Dana BOS di SDIT Al-I’tisham
a. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) 
SDIT Al-I’tisham
SDIT Al-I’tisham merupakan sekolah swasta yang berada dalam 
naungan yayasan Al-I’tisham. Untuk itu SDIT Al-I’tisham
memperolah Yayasan dan dapat menerima sumbangan dari donatur. 
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Namun demikian dana yang tercantum dalam RKAS hanya dana yang 
berasal dari Yayasan, untuk donatur tidak dicantumkan karena sifatnya 
yang tidak rutin. Untuk mengelola dana tersebut pihak sekolah selalu
mengkoordinasikan terlebih dahulu. Koordinasi dilakukan untuk 
membahas penggunaan dana dan menentukan pelaksana program yang 
akan didanai. Pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi tersebut 
adalah seluruh guru, kepala sekolah, komite sekolah, pihak yayasan, 
dan wali murid jika diperlukan. Meskipun pihak yayasan diundang 
secara resmi oleh sekolah namun terkadang mereka tidak menghadiri
koordinasi karena banyaknya lembaga yang diurusi. Wali murid
diundang dalam koordinasi jika dirasa perlu. Beberapa koordinasi yang 
telah dilakukan sekolah dengan melibatkan wali murid yaitu BSM 
(Bantuan Siswa Miskin) dan pungutan seragam. Untuk program lain 
yang bersifat internal wali murid tidak dilibatkan dalam koordinasi dan 
hanya diwakili komite sekolah.
Contoh koordinasi yang telah dilakukan dengan melibatkan wali 
murid yaitu tentang BSM yang diberikan kepada sekolah hanya untuk 
10 orang, padahal yang diajukan semua murid. Karena berdasarkan 
prinsip pemerataan maka dana yang ditujukan untuk 10 orang 
dibelanjakan untuk keperluan semua siswa berupa sepatu, tas dan 
seragam yang bisa dirasakan semua murid. Selain itu juga koordinasi 
bersama wali murid dilakukan ketika membahas pembelian seragam 
batik Walang (Gunungkidul). Setiap peserta koordinasi berhak 
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memberikan usulan. Selain itu juga mereka berhak bertanya tentang 
tawaran pihak sekolah terkait pungutan untuk kebutuhan sekolah yang 
mayoritas wali murid tergolong ekonomi menengah kebawah. 
Kemudian koordinasi tersebut diputuskan bersama berdasarkan 
kemufakatan.
Pendanaan SDIT Al-I’tisham mayoritas ditopang oleh 
pemerintah dalam bentuk BOS dengan peraturan yang mengikat.
Untuk mengalokasikan BOS sekolah harus menyusun Rencana 
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) terlebih dahulu. Penyusunan 
RKAS SDIT Al-I’tisham dilakukan oleh bendahara mulai dari 
mengidentifikasi kegiatan sampai formulasi anggaran. 
Pengidentifikasian kegiatan sebagai program sekolah tetap 
dikoordinasikan dengan kepala sekolah karena program sekolah akan 
menyangkut tujuan sekolah yang akan berdampak besar bagi kualitas 
pendidikan di sekolah tersebut. Setelah pengidentifikasian program, 
barulah disusun oleh bendahara sendiri sesuai format dalam juknis 
BOS. Format desain anggaran yang digunsksn ialah desain anggaran 
perstandar perprogram karena dalam anggaran RKAS dirinci 
perprogram. Setelah jadi dalam bentuk format yang telah ditentukan 
sesuai juknis BOS maka akan disahkan oleh pihak yayasan. Ketika 
meminta pengesahan kepada pihak yayasan RKAS akan dikoreksi, 
sehingga masih ada kemungkinan RKAS direvisi. Barulah ketika revisi 
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telah sesuai dengan koreksi pihak yayasan RKAS disahkan oleh pihak 
yayasan.
RKAS SDIT Al-I’tisham menunjukkan untuk penerimaan 
terbesar berasal dari BOS Pusat Rp 39.000.000,00 (54,92%) dan yang 
terkecil berasal dari BOS Provinsi Rp 5.220.000,00 (7,35%). 
Sedangkan untuk pengeluaran terbesar terdapat pada pos 
Pengembangan Pendidik & Tenaga Kependidikan Rp 24.800.000,00 
(34,94%) dan terkecil pada pos Pengembangan Standar Isi Rp 
960.000,00 (1,35%). Pengeluaran terbesar pada pos pengembangan 
pendidik dan tenaga kependidikan karena semua guru dari SDIT Al-
I’tisham masih berstatus GTT (Guru Tidak Tetap). 6 guru termasuk 
kepala sekolah masih berstatus GTT sehingga besarnya dana 
dipengaruhi oleh alokasi kepada honor GTT dan PTT.
b. Penatausahaan BOS di SDIT Al-I’tisham
Penatausahaan dimulai dari penerimaan. Sumber penerimaan 
pendanaan yang diperoleh sekolah swasta berasal dari 3 sumber yaitu 
BOS, Yayasan, dan Donatur. Berbeda dengan sekolah negeri, sekolah 
swasta hanya mendapatkan dana BOS dari Pusat dan Provinsi. Sekolah 
swasta tidak mendapatkan dana BOS dari daerah (kabupaten). 
Sehingga, untuk masalah pendanaan sekolah swasta tidak ada 
kaitannya dengan UPTD TK dan SD tingkat kecamatan. Dana dari 
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donatur juga tidak rutin datangnya, dana tersebut hanya akan diterima 
sekolah ketika bersifat tidak mengikat.
Sekolah swasta memiliki keistimewaan untuk mendapatkan 
dana dari yayasan maupun donatur. Sekolah swasta merupakan 
sekolah yang didirikan Yayasan, oleh karena itu meskipun pemerintah 
telah memberikan dana kepada sekolah, namun pihak yayasan tetap 
masih memiliki tanggung jawab terhadap pembiayaan pendidikan di 
sekolah tersebut. Dana yang berasal dari yayasan setiap tahunnya tidak 
tetap. Ketika sekolah membutuhkan dana maka boleh meminta kepada 
yayasan sesuai kebutuhan untuk waktu pemberian juga tidak pasti. Hal 
ini disebabkan karena Yayasan Al-I’tisham memiliki beberapa sekolah 
baik pada jenjang pendidikan SMK maupun MTs yang harus dibiayai
pula.
Dana yang berasal dari donatur akan diterima sekolah apabila 
bersifat tidak mengikat. Yang dimaksud mengikat yaitu apabila 
adanya dana tersebut mengakibatkan sekolah harus melakukan sesuatu 
sebagai balasannya kecuali memang hal tersebut bagian dari 
manajemen sekolah seperti pencatatan dan pelaporan. Hal ini juga 
dicantumkan dalam juknis BOS bahwasannya sekolah boleh menerima 
sumbangan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, 
dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktunya.
Dana yang pernah diterima sekolah dari donatur antara lain dana 
dari Syeh Abu Tholib dari Timur Tengah untuk pembangunan ruang 
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kelas dan masjid, sembako dari salah satu pondok pesantren di 
kabupaten Gunungkidul yang dikelola oleh pihak sekolah untuk dijual 
dengan harga murah dan dana digunakan untuk pengerasan halaman. 
Kemudian untuk program dari pemerintah yang bersifat hibah selain 
BOS yaitu pembuatan ruang untuk kantor guru dan pemberian APE 
(Alat Permainan dan Edukasi) untuk TK, PMTAS (Pemberian 
Makanan Tambahan Anak Sekolah), dan BSM (Bantuan Siswa 
Miskin) untuk 10 siswa yang dibelanjakan untuk kebutuhan sekolah 
seluruh siswa seperti alat tulis, sepatu, dan tas.
Sekolah juga memungut dana dari masyarakat untuk kebutuhan 
seragam batik Gunungkidul, PMI (Palang Merah Indonesia), dan 
pembelian LKS. Pungutan lain juga dilakukan kepada siswa yang baru 
lulus dari SDIT Al-I’tisham sebagai tinggalan atau kenang-kenangan.
Wali murid tidak merasa keberatan dengan adanya pungutan batik 
karena telah melalui proses musyawarah dengan mereka. Pungutan 
lain seperti pembelian LKS, PMI, dan uang tinggalan sekolah karena 
telah menjadi kebijakan sekolah, maka mau tidak mau wali murid 
harus menaatinya.
Sekolah benar-benar berfungsi sebagai lembaga otonom yang 
mampu mengelola program sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. 
Meskipun program BSM yang digulirkan pemerintah harus 
dilaksanakan sesuai dengan aturannya, namun mengingat masyarakat 
dilingkungan SDIT Al-I’tisham tergolong ekonomi menengah 
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kebawah maka sekolah mengambil inisiatif tersebut agar semua siswa 
dapat merasakan BSM untuk menghindari kecemburuan sosial.
Penatausahaan selanjutnya ialah pengeluaran. Dana yang
diterima sekolah akan digunakan sesuai peruntukannya. Dana yang 
diterima sekolah dari BOS dibelanjakan sesuai dengan juknis dan 
sekolah tidak merubah-rubah lagi. Pengeluaran tersebut untuk 8 
standar kompetensi sesuai yang tertera dalam juknis BOS yaitu; 
Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar 
Saran & Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan 
Standar Penilaian. Sedangkan untuk dana yang diberikan oleh 
Yayasan dan Donatur dibelanjakan sesuai dengan sasaran anggaran 
tujuan tersebut seperti halnya pembangunan mesjid, ruang kelas, dan 
Alat permainan edukasi. Namun terkadang dana tersebut juga 
digunakan untuk menutup dana lain yang sekiranya masih kurang.
Dalam hal pelaporan, dana yang berasal dari BOS dilaporkan 
kepada tim manajemen BOS kabupaten meskipun tidak mendapatkan 
BOS dari kabupaten. Pelaporan dilakukan pada akhir tahun anggaran. 
Pelaporan tersebut hanya memuat dana yang dialokasikan oleh dana 
BOS. Pelaporan juga dilakukan kepada Yayasan sebagai tembusan 
atas laporan kepada tim manajemen BOS kabupaten. Sedangkan 
pelaporan penggunaan dana yang berasal donatur tidak dilakukan 
secara formal, dalam artian hanya dilaporkan ketika pihak tersebut
meminta. Namun demikian, sekolah tetap memiliki bukti pengeluaran 
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dan catatan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemberi dana.
Hanya saja, sekolah tidak melakukan rekapan selama satu tahun.
c. Kendala dan Cara Mengatasi
Pelaksanaan penggunaan dana terkadang terdapat permasalahan. 
Permasalahan yang pernah dialami yaitu tentang kekurangan dana 
dalam  melaksanakan suatu program. Kendala tersebut adalah 
perbedaan nominal uang ketika perencanaan dengan nominal 
pelaksanaan. Hal ini bisa diakibatkan karena kenaikan barang harga 
barang diatas perkiraan. Kendala seperti ini bisa terjadi pada program 
yang didanai oleh BOS maupun program yang didanai yayasan dan 
donatur.
Cara mengatasi kendala yang dihadapi sekolah untuk kekurangan 
dana pada pelaksanaan program yang didanai BOS yaitu sekolah harus 
menutupi kekurangan dulu dengan dana lain yang berasal dari donatur 
ataupun Yayasan Karena dana tersebut tidak mengikat dan fleksibel 
digunakan. Dana tersebut nantinya akan diganti dengan dana BOS 
triwulan berikutnya. Apabila kekurangan dana untuk melaksanakan 
program yang didanai oleh yayasan maka akan dipenuhi dana dari 
donatur dan sebaliknya. Namun apabila kekurangan-kekurangan 
tersebut tidak bisa terpenuhi maka terpaksa pelaksana program ataupun 
kepala sekolah harus memenuhi kebutuhan dana terlebih dahulu. 
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Melihat SDIT Al-I’tisham merupakan sekolah yang masih 
tergolong baru, masih banyak kekurangan yang harus dipenuhi. Saat 
ini sekolah masih membutuhkan pembangunan untuk ruang guru TK, 
karena ruangan tersebut dipakai untuk pembelajaran siswa TK
sedangkan kantor guru TK harus menggabung dengan kantor guru SD. 
C. Keterbatasan Penelitian
1. Penelitian ini tidak menyajikan draft laporan pengeluaran dana karena 
sekolah mengaku belum membuat laporan tersebut. Meskipun seharusnya 
3 bulan sekali harus membuat laporan, namun sampai saat waktu 
penelitian sekolah belum membuat laporan dan dari pihak dinas pun tidak 
menagih.
2. Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
wawancara. Jawaban wawancara sering dipengaruhi oleh sikap dan 
harapan-harapan pribadi yang bersifat subyektif sehingga hasilnya kurang 
sesuai dengan harapan peneliti.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Implementasi Kebijakan Dana BOS di SD N Rejosari
a. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SD 
N Rejosari
Pengidentifikasian kegiatan, sumber, pernyataan sumber dalam 
bentuk uang, dan formulasi anggaran dilakukan oleh bendahara dengan 
acuan RKAS tahun lalu. Setelah itu dibawa dalam musyawarah yang 
melibatkan komite sekolah, kepala sekolah, dan seluruh guru untuk 
mendapat persetujuan oleh forum. RKAS jadi setelah mendapat 
pengesahan oleh pihak dinas pendidikan kabupaten.
RKAS yang disusun hanya memuat dana yang berasal dari BOS. 
Selebihnya tidak dicantumkan. Sumber dana yang terbesar berasal dari 
BOS pusat Rp 60.900.000,00 (80,19%) dan yang terkecil dari BOSDA 
kabupaten Rp 5.250.000,00 (6,91%). Alokasi terbesar untuk 
Pengembangan saranan dan prasarana sekolah Rp 15.331.000,00 
(20,19%) dan yang terkecil untuk pengembangan standar isi Rp 
1.824.000,00 (2,40%).
b. Penatausahaan BOS di SD N Rejosari
Penerimaan dana berasal dari BOS Pusat, BOS Provinsi, BOS 
Kabupaten. Selain itu terdapat pungutan kepada wali murid diluar 
kegiatan operasional sekolah. Dana masuk ke rekening sekolah per 3 
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bulan sekali atau triwulan. Bendahara sekolah yang mencatat keluar 
masuk dana dan melaporkannya ke tim manajemen BOS pada akhir 
tahun.
Pengeluaran dana untuk 8 pengembangan standar sesuai SNP 
yaitu Pengembangan Kompetensi Lulusan, Pengembangan Standar Isi, 
Pengembangan Standar Proses, Pengembangan Pendidikan & Tenaga 
Kependidikan, Pengembangan Sarana & Prasarana Sekolah, 
Pengembangan Standar Pengelolaan, Pengembangan Standar 
Pembiayaan, dan Pengembangan & Sitem Penilaian. Pengeluaran dari 
pungutan wali murid untuk pembelian seragam batik & olahraga, iuran 
lomba MTQ, peringatan Idul Adha, Zakat fitri, dan pembangunan 
mushola.
Pelaporan dalam format yang ditentukan sesuai juknis BOS 
dikirim tim manajemen BOS kabupaten dan pusat setiap akhir tahun 
anggaran. Laporan ralisasi anggaran dana BOS selama satu tahun 
disesuaikan dengan besaran dana dalam RKAS yang telah disusun.
c. Kendala dan Cara Mengatasi
Kendala apabila ada siswa pindahan atau kenaikan kelas pada 
tahun anggaran berjalan yang alokasi BOS untuk anak tersebut masih 
melekat pada sekolah sebelumnya. Maka terjadi perbedaan jumlah 
siswa dengan dana yang diterima sekolah. Cara mengatasi kendala 
tersebut dengan menyesuaikan jumlah peserta didik di triwulan 
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berikutnya pelaporan BOS ke tim manajemen BOS kabupaten/ Kota 
baik secara manual maupun online.
2. Implementasi Kebijakan Dana BOS di SDIT Al-I’tisham
a. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) 
SDIT Al-I’tisham
Penyusunan RKAS dilakukan oleh bendahara.
Pengidentifikasian kegiatan dikoordinasikan dengan kepala sekolah. 
Pengidentifikasian sumber, pernyataan dalam bentuk uang, dan 
formulasi dilakukan sendiri oleh bendahara sampai menjadi format 
yang sesuai dengan juknis BOS. Setelah jadi diajukan kepada yayasan 
untuk mendapat pengesahan.
RKAS hanya memuat sumber dari BOS dan Yayasan, 
selebihnya tidak. Sumber dana yang terbesar berasal dari BOS Pusat 
Rp 39.000.000,00 (54,92%) dan yang terkecil dari BOS Provinsi Rp 
5.220.000,00 (7,35%). Alokasi terbesar untuk pengambangan pendidik 
dan tenaga kepandidikan Rp 24.800.000,00 (34,94%) dan terkecil 
untuk pengembangan standar isi Rp 960.000,00 (1,35%). Alokasi 
terbesar pada pos pendidikan dan tenaga kependidikan karena untuk 
membiayai gaji semua guru yang masih GTT & PTT.
b. Penatausahaan BOS di SDIT Al-I’tisham
Penerimaan dana sekolah berasal dari BOS Pusat dan Provinsi, 
Yayasan, dan donatur. Selain itu juga terdapat beberapa pungutan 
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kepada wali murid. Dana BOS masuk setiap triwulan. Dana dari 
yayasan dan donatur tidak tetap datangnya.
Pengeluaran dana BOS untuk 8 standar sesuai SNP yang telah 
diterangkan dalam juknis BOS yaitu; Pengembangan Kompetensi 
Lulusan, Pengembangan Standar Isi, Pengembangan Standar Proses, 
Pengembangan Pendidikan & Tenaga Kependidikan, Pengembangan 
Sarana & Prasarana Sekolah, Pengembangan Standar Pengelolaan, 
Pengembangan Standar Pembiayaan, dan Pengembangan & Sitem 
Penilaian. Dana dari yayasan dan donatur di alokasikan sesuai dengan 
peruntukan dana setelah malalui koordinasi kepala sekolah, semua 
guru, komite sekolah, dan wali murid jika perlu. Dana dari wali murid 
dibelanjakan sesuai alasannya seperti seragam batik, PMI (Palang 
Merah Indonesia), dan LKS (Lembar Kerja Siswa).
Pelaporan untuk dana dari BOS dilaporkan ke tim manajemen 
BOS kabupaten. Laporan sesuai dengan juknis yang ditentukan dan 
sesuai dengan RKAS pada awal tahun. Pelaporan dana dari yayasan 
hanya sebagai tembusan atas laporan yang dikirim ke tim manajemen 
BOS kabupaten. Laporan pengalokasian dana dari donatur diberikan 
jika pihak tersebut meminta yang sifatnya tidak formal atau hanya 
sebatas pencatatan.
c. Kendala dan Cara Mengatasi
Kendala yang dialami adalah kekurangan dana dalam 
menjalankan suatu program. Kendala tersebut yaitu perbedaan nominal 
106
ketika perencanaan dan pelaksanaan program berbeda karena kenaikan 
harga. Cara mengatasi apabila program BOS yang dilaksanakan maka 
akan ditutup dengan dana di triwulan berikutnya. Jika program dari 
dana yayasan maka akan ditutup dari dana donatur atau sebaliknya. 
Jika masih kurang maka akan ditutup sendiri oleh pelaksana atau 
kepala sekolah.
B. Saran
1. Sekolah Negeri
a. Ada baiknya jika pendanaan pendidikan disekolah tiap tahun 
dilaporkan kepada orang tua/ wali murid dalam bentuk pertemuan saat 
penerimaan rapor ataupun pertemuan lain yang mengundang wali 
murid agar orang tua/ wali murid benar-benar tahu kondisi keuangan 
sekolah.
b. Sekolah sebaiknya menghidupkan kantin sebagai sumber pendanaan 
tambahan yang hanya dibuka ketika istirahat, sehingga tidak 
menganggu aktivitas pembelajaran maupun kinerja guru yang harus 
mengajar di kelas. 
c. Melakukan sosialisasi kepada wali murid tentang pungutan biaya 
pendidikan pada satuan pendidikan dasar agar wali murid mau 
memberikan dukungan berupa materi jika memang sekolah merasa 
kurang dalam pendanaan. Jika sosialisasi berhasil, sekolah tak perlu 
takut untuk melakukan pungutan.
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2. Sekolah Swasta
a. Sumber pendanaan dari manapun sebaiknya dicatat oleh bendahara, 
meskipun aktor untuk melaksanakan program panitia kecil. Sehingga 
bendahara sekolah mempunyai rekapan dana yang telah masuk seluruh 
sumber dan penggunaannya.
b. Ada baiknya jika pendanaan pendidikan disekolah tiap tahun 
dilaporkan kepada orang tua/ wali murid dalam bentuk pertemuan saat 
penerimaan rapor ataupun pertemuan lain yang mengundang wali 
murid agar orang tua/ wali murid benar-benar tahu kondisi keuangan 
sekolah.
c. Sekolah harus jeli dalam menggali sumber dana yang berpotensi 
memberikan sumbangan ke sekolah baik dari pemerintah maupun 
swasta mengingat sekolah masih tergolong baru dan masih banyak 
kebutuhan yang perlu dicukupi.
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LAMPIRAN 1. PEDOMAN WAWANCARA, DOKUMENTASI,  DAN 
OBSERVASI
1. Pedoman Wawancara
A. Pedoman Wawancara Kasi Bina Pendidik dan Kurikulum Bidang TK & SD 
Dinas Pendidikan Kab. Gunungkidul
1. Terkait pendanaan pendidikan disekolah, kebijakan apa saja yang terkait 
dengan pendanaan pendidikan?
2. Apa saja tujuan dari kebijakan pendanaan pendidikan?
3. Sumber pendanaan dari mana saja yang boleh diperoleh sekolah baik 
negeri maupun swasta?
4. Dana yang diperbolehkan untuk alokasi apa saja, adakah kriteria tertentu?
5. Apa yang mempengaruhi besaran anggaran dana tersebut?
6. Apakah Anda mengetahui bagaimana proses pembuatan kebijakan 
pendanaan pendidikan di sekolah? Jika iya bagaimana prosesnya?
7. Apakah pihak UPT Kecamatan mempunyai peran dalam proses 
pembuatan kebijakan pendanaan pendidikan di sekolah? Jika iya, 
bagaimana perannya?
8. Siapakah yang akan mengarahkan dan bertanggungjawab atas kebijakan
yang telah dibuat?
9. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat? Apakah mempengaruhi 
kebijakan pendanaan pendidikan di sekolah?
10. Sejauh mana letak geografis sekolah mempengaruhi kebijakan pendanaan 
sekolah?
11. Apa yang dilakukan UPT ketika terdapat kendala atau masalah dalam 
penerapan kebijakan? Dan apa yang seharusnya dilakukan pihak sekolah?
12. Sekolah mana saja yang tergolong dalam wilayah pesisir dan terpencil?
13. Apakah SD N Rejosari termasuk dalam kriteria tersebut?
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B. Pedoman Wawancara Kepada Bendahara Pembantu UPTD TK & SD 
Kecamatan Tanjungsari
1. Kebijakan apa saja yang menyangkut tentang pendanaan pendidikan si 
sekolah?
2. Apakah kebijakan yang dibuat telah mengacu kepada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku mengenai pendanaan pendidikan?
3. Berapa persen besaran anggaran dana yang dialokasikan untuk setiap pos 
kebutuhan sekolah?
4. Apa yang mempengaruhi besaran anggaran dana tersebut?
5. Sumber pendanaan dari mana saja yang harus diperoleh sekolah?
6. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat? Apakah mempengaruhi 
besaran dana yang diperoleh sekolah?
7. Siapakah yang akan mengarahkan dan bertanggungjawab atas kebijakan
yang telah dibuat?
8. Apa yang dilakukan pihak sekolah agar kebijakan yang dibuat dapat 
terlaksana dengan baik?
9. Apakah kebijakan pendanaan pendidikan telah memenuhi prinsip 
keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan sesuai PP no. 48 tahun 2008?
10. Apakah kebijakan yang diterapkan sesuai dengan rencana yang telah 
dibuat?
11. Apakah kebijakan yang diterapkan sudah mencapai tujuan yang 
diharapkan?
12. Apa apakah ada masalah atau kendala ketika kebijakan diterapkan?
13. Apa yang dilakukan sekolah ketika terdapat kendala dalam penerapan 
kebijakan?
14. Bagaimana peran UPTD tingkat kecamatan jika melihat terdapat kendala 
atau masalah dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan sekolah?
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C. Pedoman Wawancara Kepada Kepala Sekolah
1. Apa yang Anda ketahui dari kebijakan?
2. Bagaimana proses pembuatan kebijakan pendanaan pendidikan di sekolah?
3. Apa tujuan dari kebijakan yang dibuat?
4. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan pendanaan pendidikan 
di sekolah?
5. Bagaimana peran masing-masing pihak yang terlibat dalam pembuatan 
kebijakan?
6. Siapa saja yang berhak memberikan usulan kebijakan?
7. Adakah batasan mengenai hal yang diusulkan dalam proses pembuatan 
kebijakan atau tidak?
8. Apakah kebijakan yang dibuat atau diusulkan menyangkut kebijakan 
sebelumnya ataukah ada inovasi baru?
9. Apakah kebijakan yang dibuat telah mengacu kepada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku mengenai pendanaan pendidikan?
10. Bagaimana orientasi kebijakan, apakah dalam memutuskan kebijakan 
berorientasi terhadap kepentingan sekolah ataukah kepentingan publik, 
atau keduanya?
11. Hal-hal apa saja yang dipertimbangkan sebelum kebijakan diputuskan?
12. Siapakah yang berhak memutuskan kebijakan yang akan diterapkan?
13. Kebutuhan apa saja yang menjadi skala prioritas untuk menentukan 
besaran anggaran pendidikan?
14. Berapa persen besaran anggaran dana yang dialokasikan untuk setiap pos 
kebutuhan sekolah?
15. Apa yang mempengaruhi besaran anggaran dana tersebut?
16. Sumber pendanaan dari mana saja yang harus diperoleh sekolah?
17. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat? Apakah mempengaruhi 
besaran dana yang diperoleh sekolah?
18. Siapakah yang akan mengarahkan dan bertanggungjawab atas kebijakan
yang telah dibuat?
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19. Apa yang dilakukan pihak sekolah agar kebijakan yang dibuat dapat 
terlaksana dengan baik?
20. Apakah kebijakan pendanaan pendidikan telah memenuhi prinsip keadilan, 
kecukupan, dan berkelanjutan sesuai PP no. 48 tahun 2008?
21. Apakah kebijakan yang diterapkan sesuai dengan rencana yang telah 
dibuat?
22. Apakah kebijakan yang diterapkan sudah mencapai tujuan yang 
diharapkan?
23. Apa apakah ada masalah atau kendala ketika kebijakan diterapkan?
24. Apa yang dilakukan sekolah ketika terdapat kendala dalam penerapan 
kebijakan?
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D. Pedoman Wawancara Kepada Komite Sekolah
1. Apa yang Anda ketahui dari kebijakan?
2. Bagaimana proses pembuatan kebijakan pendanaan pendidikan di 
sekolah?
3. Apa tujuan dari kebijakan yang dibuat?
4. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan pendanaan 
pendidikan di sekolah?
5. Bagaimana peran masing-masing pihak yang terlibat dalam pembuatan 
kebijakan?
6. Siapa saja yang berhak memberikan usulan kebijakan?
7. Adakah batasan mengenai hal yang diusulkan dalam proses pembuatan 
kebijakan atau tidak?
8. Apakah kebijakan yang dibuat atau diusulkan menyangkut kebijakan 
sebelumnya ataukah ada inovasi baru?
9. Apakah kebijakan yang dibuat telah mengacu kepada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku mengenai pendanaan pendidikan?
10. Bagaimana orientasi kebijakan, apakah dalam memutuskan kebijakan 
berorientasi terhadap kepentingan sekolah ataukah kepentingan publik, 
atau keduanya?
11. Hal-hal apa saja yang dipertimbangkan sebelum kebijakan diputuskan?
12. Siapakah yang berhak memutuskan kebijakan yang akan diterapkan?
13. Kebutuhan apa saja yang menjadi skala prioritas untuk menentukan 
besaran anggaran pendidikan?
14. Berapa persen besaran anggaran dana yang dialokasikan untuk setiap pos 
kebutuhan sekolah?
15. Apa yang mempengaruhi besaran anggaran dana tersebut?
16. Sumber pendanaan dari mana saja yang harus diperoleh sekolah?
17. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat? Apakah mempengaruhi 
besaran dana yang diperoleh sekolah?
18. Siapakah yang akan mengarahkan dan bertanggungjawab atas kebijakan
yang telah dibuat?
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19. Apa yang dilakukan pihak sekolah agar kebijakan yang dibuat dapat 
terlaksana dengan baik?
20. Apakah kebijakan pendanaan pendidikan telah memenuhi prinsip 
keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan sesuai PP no. 48 tahun 2008?
21. Apakah kebijakan yang diterapkan sesuai dengan rencana yang telah 
dibuat?
22. Apakah kebijakan yang diterapkan sudah mencapai tujuan yang 
diharapkan?
23. Apa apakah ada masalah atau kendala ketika kebijakan diterapkan?
24. Apa yang dilakukan sekolah ketika terdapat kendala dalam penerapan 
kebijakan?
25. Bagaimana fungsi Anda selaku komite sekolah jika melihat adanya 
masalah atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan?
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E. Pedoman Wawancara kepada Bendahara Sekolah
1. Apa yang Anda ketahui dari kebijakan?
2. Bagaimana proses pembuatan kebijakan pendanaan pendidikan di 
sekolah?
3. Apa tujuan dari kebijakan yang dibuat?
4. Apakah kebijakan yang dibuat telah mengacu kepada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku mengenai pendanaan pendidikan?
5. Bagaimana orientasi kebijakan, apakah dalam memutuskan kebijakan 
berorientasi terhadap kepentingan sekolah ataukah kepentingan publik, 
atau keduanya?
6. Sumber pendanaan dari mana saja yang harus diperoleh sekolah?
7. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat? Apakah mempengaruhi 
besaran dana yang diperoleh sekolah?
8. Siapakah yang akan mengarahkan dan bertanggungjawab atas kebijakan
yang telah dibuat?
9. Apa yang dilakukan pihak sekolah agar kebijakan yang dibuat dapat 
terlaksana dengan baik?
10. Apakah kebijakan pendanaan pendidikan telah memenuhi prinsip 
keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan sesuai PP no. 48 tahun 2008?
11. Apakah kebijakan yang diterapkan sesuai dengan rencana yang telah 
dibuat?
12. Apakah kebijakan yang diterapkan sudah mencapai tujuan yang 
diharapkan?
13. Bagaimana upaya yang dilakukan agar kebijakan dapat terlaksana sesuai 
dengan perencanaan?
14. Apa apakah ada masalah atau kendala ketika kebijakan diterapkan?
15. Bagaimana prosedur pelaporan ketika terjadi kendala atau masalah dalam
pelaksanaan kebijakan?
16. Bagaimana dampaknya ketika terjadi kendala atau masalah dalam 
pelaksanaan kebijakan?
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F. Pedoman Wawancara Kepada Orang Tua/ Wali Murid
1. Apakah pernah ada pungutan (iuran) di sekolah?
2. Berapa besar pungutan tersebut?
3. Untuk keperluan apa pungutan tersebut?
4. Apakah pungutan tersebut memberatkan Ibu/Bapak?
5. Pernahkah Bapak/ Ibu dilibatkan dalam koordinasi untuk membahas 
pungutan, pembelanjaan penerimaan bantuan atau lainnya?
6. Menurut Bapak/ Ibu apakah dana yang dipungut dibelanjakan sesuai 
dengan sasarannya?
7. Darimana Bapak/ Ibu bisa mengetahui jika dana yang dikeluarkan telah 
sesuai/ tidak dengan sasarannya?
8. Kaitannya dengan kegiatan sekolah, dalam kegiatan apa saja orang tua/ 
wali murid dilibatkan?
9. Apakah Orang Tua/ Wali murid mempunyai selama ini dilibatkan untuk 
mengevaluasi sekolah kaitannya dengan pendanaan?
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2. Pedoman Observasi
No Aspek yang Diamati
Observasi Fisik :
1. Letak geografis Sekolah
2. Lingkungan masyarakat setempat
3. Kodisi fisik sekolah
4. Sarana dan prasarana sekolah
5. Aspek lain
3. Kisi-Kisi Dokumentasi
No Aspek yang Diamati
Ada/ Tidak 
Ada
Keterangan
1 Profil sekolah
2 Letak geografis Sekolah & denah
3 Kodisi fisik sekolah
4 RKAS
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LAMPIRAN 2. TRANSKRIP WAWANCARA
Judul : Transkip Wawancara
Hari, Tgl : Senin, 17 September 2013
Narasumber : TN
Jabatan : Kasi Bina Pendidik dan Kurikulum Bidang TK & SD Dinas Pendidikan Kab. 
Gunungkidul
1. A: Terkait pendanaan pendidikan disekolah, kebijakan apa saja yang terkait dengan pendanaan 
pendidikan?
B: yang jelas bagian pendanaan itu bidang TK SD ini kan sudah di rencanakan oleh sekolah. 
Untuk Wajar itu kan gratis, tidak ada biaya yang ditarik dari sekolah itu untuk kepentingan 
penyelenggaraan. Tapi misalnya ada tambahan biaya itu diserahkan kepada sekolah masing-
masing termasuk di SD, misalnya di luar pembiayaan yang itu diluar kepentingan anak-anak itu 
dipersilahkan. Misalnya ada kegiatan-kegiatan ekstra yang itu kan diluar anggaran dana silahkan. 
Artinya yang penting tidak membebani orang tua wali murid.
2. A: Sumber pendanaan dari mana saja yang boleh diperoleh sekolah?
B: sumbernya APBN satu yang turun. APBD yang lewat pemerintah daerah.
ya, termasuk bantuan yang untuk proses kegiatan yang untuk sarana dan sebagainya kan. 
Demikian ada BOS ada sarana prasarana.
3. A: yang sarana prasarana itu namanya apa pak? Mungkin kalo pusat bantuan operasional siswa
B: Misalnya hanya melalui dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan atau rehap. Atau ada 
percepatan pembangunan ruang pendidikan dari pemerintah pusat.
4. A: adakah perbedaan antara sekolah negeri dan swasta mengenai pendanaan pendidikan?
B: jadi yang namanya kita pelayanan antara negeri dan swasta itu sama kita memerlukan sama. 
Manakala anggaran pemerintah itu boleh untuk swasta... Brati nanti kalo berbunyi ini untuk 
swasta, nanti kita berikan. Jadi di kabupaten gunungkidul tergantung peluang dana. Jadi prinsip 
kita tidak bisa membedakan antara negeri dan swasta. Kalo itu tipikal siapa mau mamungkinkan 
kita ajukan.
itu kan tergantung keterbatasan dana dari yang dibiayakan untuk yang negeri. Karna kalo kita 
nanti memberikan bantuankan dalam bentuk hibah. Yaitu bertentangan tidak dengan aturan yang 
berlaku. Na, kelebihannya di swasta itu kan bisa menarik iuran dari wali murid yang dalam 
batasan a dipersilakan sesuai kesepakatan dengan wali murid
5. A: apakah sekolah negeri boleh memungut dana dari masyarakat?
B: ya artinya dalam batas kewajaran lah. 
boleh. Sepanjang itu tidak bisa dibiayai oleh pemerintah. Brati boleh. Dan sepanjang tidak 
memberatkan orang tua/wali murid. Tapi kalo memberatkan ya kecewa.
6. A: pernah ada permasalahan tidak pak antara sekolah negeri dan swasta itu? Dalam kaitannya 
dengan pendanaan?
B: ya, ggak ada kan sepanjang kita telah bertugas sesuai mekanisme kan tidak ada masalah.
iya tidak ada. Kalo dulu pernah. Kepala sekolah datang kesini. Kita berbicara pada aturan main 
yang ada kalo memungkinkan itu boleh ya kita berikan, kalo tidak yowis.
masalah kan yang penting bisa diatasi
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selama ini belum melihat. Jadi supaya peraturan itu sesuai dengan kondisi. Tidak bertentangan ya 
sudah berjalan
7. A: Apa yang dilakukan UPT ketika terdapat kendala atau masalah dalam penerapan kebijakan? 
Dan apa yang seharusnya dilakukan pihak sekolah?
B: jadi gini, misalnya disekolah itu ada permasalahan yang menyangkut iuran. Misalnya ada 
komplain, silahkan diselesaikan di sekolahan sama kepala UPT di tingkat kecamatan itu silahkan 
diselesaikan. Kalo itu sudah selesai ya gak masalah. Kalo ternyata tidak bisa menyelesaikan ya 
kita turun ke sekolah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi itu secara teknis.
8. A: kalo sejauh ini letak geografis itu mempengaruhi besaran anggaran dana ggak pak?
B: iya dulu tunjangan daerah terpencil rodo digatekke... kalo kemarin itu kan ada tunjangan 
daerah khusus, waktu dalan-dalane dho rung apik. Sekarang kan dalan wes apik wes raoleh
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Judul : Transkip Wawancara
Hari, Tgl : Senin, 9 September 2013
Narasumber : SN
Jabatan : Bendahara Pembantu UPTD TK & SD Kecamatan Tanjungsari
1. A: Terkait pendanaan pendidikan kebijakan apa saja yang menyangkut tentang pendanaan 
pendidikan, kalo kebijakan itu kan bisa berupa peraturan, mungkin peraturan apa saja?
B: Setau saya ya mbak itu BOS, untuk BOS itu yang dikelola oleh Kabupaten atau pemerintah 
daerah itu Bupati. Jadi yang di kantor, untuk lingkup kantor yang didanai untuk SD itu ATK, 
Listrik, Air, trus KR. Hanya itu, untuk BOS daerah yang ikut UPT. 
Untuk BOS yang dari daerah memang jadi satu dengan UPT.
khusus SD negeri
kalo Swasta hanya pusat dengan Provinsi.
Disini hanya untuk dititipi, dititipi untuk mengelola, mengajukan, itu minta. Minta lewatnya ke 
dinas.
2. A: tapi setahu bapak untuk sekolah itu dari pemerintah dananya hanya dari BOS atau ada dana 
lain pak?
B: yang saya ketahui untuk UPT, yang lewat UPT hanya BOS yang dari Kabupaten. Dananya dari 
kabupaten. yang dikelola oleh kabupaten dan pemerintah daerah kabupaten Gunungkidul.
yang anggarannya dari kabupaten itu lewat DPA. DPA itu pengajuan dari SD dari LB lewat UPT 
trus UPT ke dinas. Dinas trus ke pemerintah daerah. Itu nanti cairnya sudah sesuai dengan 
permintaan dari bawah.
3. A: Berapa persen besaran anggaran dana yang dialokasikan untuk setiap pos kebutuhan sekolah?
B: eeee, ada sebetulnya ada. Batasannya itu ada kok di DPA. Kebetulan ini yang membuat DPA 
itu teman saya. Pak Agus itu yang membuat DPA itu yang lebih tau.
DPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
ada, sudah ada isinya. Jadi nanti saya dari bendahara mengajukan seuai yang tercantum 
didalamnya.
nanti uang KR saya kembalikan ke SD nanti SD ada nota ada bukti pengeluaran kas. Disampaikan 
trus jadi SPJ. Itu dananya lewat GU jadi ganti uang. Istilahnya ganti uang. Jadi nanti andai kata 
dari SD terlambat penganjuannya itu bisa nanti turunnya uang kemudian untuk ganti yang sudah, 
misalnya rekening listrik misalnya sudah terbayar trus air dan ATK misalnya sudah beli nanti 
diganti, ganti uang istilahnya.
4. A: itu tiap setahun sekali pak?
B: DPA itu kan untuk satu tahun, satu tahun sekali.
Untuk BOS daerah yang lewat bupati. Kalo dari provinsi, itu kalo dari pusat setau saya ada, tapi 
itu langsung ke SD. Dari provinsi langsung ke SD. Dari pusat langsung ke SD tidak lewat 
bendahara. Yang lewat bendahara UPT itu yang dari daerah yaitu lewat dokumen tadi yang 
pengajuannya dari SD. Dari SD lewat UPT dari UPT ke dinas setelah dinas nanti jadi buku ini. 
Buku ini yang nulis dinas. Ke dinas nanti diarsipkan ke memerintah daerah.
Ya, ini tiap triwulan ngambilnya mbak, ngambil uangnya itu tiap triwulan. Makannya kan ada 
ganti uang mbak istilahnya
5. A: Berapa persen besaran anggaran dana yang dialokasikan untuk setiap pos kebutuhan sekolah?
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B: biasanya menurut kebutuhan SD, kan SD sudah ada perkiraan mbak. Misalnya itu ada SD inti 
itukan ada SD imbas. Yang misalnya SD inti itukan peralatan komputernya banyak itu juga bisa 
mengajukan anggarannya lebih banyak beda dengan yang imbasnya. SD inti misalnya untuk 
listrik itu dari SD juga pengunaannya tergantung kebutuhan. 
iya, tergantung kebutuhannya, tiap SD itu tidak sama. Yang SD inti dan SD imbas itu tidak sama.
6. A: kalo bapak pernah menghadapi masalah terkait pendanaan ggak pak? Mungkin dari sekolah 
ada yang mengadu pak dana yang ini kurang 
B: ggak pernah, bahkan listrik itu ada yang pernah tombok 5 ribu, saya dulu juga pernah resiko. 
Akupun selama jadi bendahara juga pernah tombok untuk yang listrk tapi hanya berapa ribu. Ya 
penyediaan sesuai tombokan jadi memang resiko. Misal tiap bulan 100-125 ndilalah enteke 150 
kan sudah resiko bulan berikutnya 125 70, memang bulan itu untuk SPJ tidak boleh 150. Tidak 
boleh ditulis  harus sesuai rincian objek 
misalnya anggaran rutin 120 juta misal tidak habis 75 % nanti saya UP nya dikurangi. Kalo gak 
sekian harus cepat SPJ nya.
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Judul : Transkip Wawancara
Hari, Tgl : Senin, 26 Agustus 2013
Narasumber : AS
Jabatan : Kepala Sekolah SD N Rejosari
1. A: Bagaimana proses pembuatan kebijakan pendanaan pendidikan di sekolah?
B: Jelas ada, kita juga sering kali sudah membuat RA.
Iya rencana anggaran belanja sekolah. Tentang pendanaan itu, disitulah kami bersama perangkat 
komite atau dari perangkat tenaga kependidikan itu melakukan semacam ya musyawarah kan, 
menentukan skala prioritas sesuai ketentuan yang ada. Disekolah kan jelas ada, ada beberapa 
standar ya yang. Ada ketetapan standar kalo gak salah y. Termasuk standar proses dan lain-lain ya 
mungkin mbak lebih paham, karena mbka masih muda.
2. A: Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan pendanaan pendidikan di sekolah?
B: saya, guru, dan komite, komite kan tokoh masyarakat. Untuk semacam ya, pertimbangan, kita 
perlu sekali melibatkan itu.
kalau saya seringkali saya tu saling musyawarah, jadi mungkin kalau sekolah saya dengan sekolah 
lain mungkin lain. Tapi, kalau saya dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya dalam 
punyanya sekolah memang semua unsur saya libatkan.
Semua guru ya saya libatkan. Agar tahu, jangan sampai kok guru ggak pernah tau dengan keadaan 
rumahnya kan lucu.
disini ada 8 guru, 1 penjaga administrasi, 1 penjaga sekolah. 
yang ketua komite otomatis dan anggota komite yang ada di sekolah  karena komite ini ada luar 
dan dalam.
3. A: berarti ketika proses pembuatan kebijakan, peran UPT sama pengawas sekolah sendiri gimana 
pak?
B: Ya saya kira tetap ada
Saya kira kalu seperti kepala upt, kita kan istilahnya dia harus melengetahui. Ya kan melihat dari 
laporan saja mungkin sudah cukup lah. Saya kira itu aja. Kan sudah ada komite, pengurus, upt 
mengetahui saja sudah cukup. Kan gak mungkin to mbak kalo terlalu kedalem, kan gak mungkin 
dilihat dari waktu.
4. A: sejauh mana partisipan berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan?
B: ya kalau ketua komite saya kira mengawal, bukan anu, bukan pada sekolahan. Karena 
berpindah-pindah tempat. Betul-betul ada perannya.
guru selalu pasti mbak. Jadi guru itu berperan aktif dalam membantu kepala sekolah menentukan 
itu. Walaupun secara apa ya, ee kuncinya kepala sekolah ya. Tapi kepala sekolah tidak bisa untuk 
meninggalkan guru itu tidak bisa. Inikan bersama-sama. Walaupun otoriter pada pemegang 
kebijakan kepala sekolah. Saya libatkan kalau anu itu.
5. A: Jika RAPBS itu tidak berjalan dengan lancar, apa yang dilakukan pak? Karena biasanya kan 
ada kendala dan cara mengatasi?
B: ya kita kan gini, kita kan sudah diatur dalan RAPBS sekian persen-sekian persen untuk apa, ya 
kita laksanakan dengan pos-pos yang telah ditentukan. Ya kalau kendala kita sikapi aja, sejauh 
mana kendala itu terjadi
6. A: kira-kira ada contoh kendala nggak pak?
B: ya kalo memang, itu yang tau persis itu bendahara itu. Karena seringkali bendahara itu, ya 
seringkali walaupun, saya itukan misalnya Cuma, yang tutwuri itu mengawasi kebijakan yang 
telah dibuat. Jadi seringkali yang menyikapi itu bendahara, misalkan o, anggaran ini ternyata 
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kurang, nanti bendahara. Tapi selama ini yo kita berjalan sesuai koridor yang telah ditentukan. 
Lebih enak lah.
7. A: Adakah batasan mengenai hal yang diusulkan dalam proses pembuatan kebijakan atau tidak?
ya sesuai 8 standar yang telah ada itu. Kalau yang hubungannya dengan 8 itu. Sesuai 8 standar.
kita kan gini misalkan kita kan sudah ada ketentuan-ketentuannya. Pokok permasalahannya apa 
itu jg sudah dan yang jelas pada koridor yang kita bicarakan kalau tidak sesuai ya tentunya tidak 
pas to mbak.? Saya kira untuk teman-teman sudah memahami 
8. A:  Siapakah yang berhak memutuskan kebijakan yang akan diterapkan?
B: ya kita dalam musawarah demokratis, saya kembalikan walaupun saya punya kewenangan 
penentu kebijakan, tetapi kan saya tinggal menyimpulkan dari musyawarah.
9. A: Kebutuhan apa saja yang menjadi skala prioritas untuk menentukan besaran anggaran 
pendidikan?
B: kalo disini, itu kan sudah ada acuan dari dinas. Kita tinggal melaksanakan saja. Kan kalo SD 
itu ditentukan, mulai sekian itu sudah ada. Jadi ini SD berhak menerima dana BOS sekian jadi 
tinggal persenan-persenan saja. kita tinggal melaksanakan saja.
kurang anu e mbak, itu penggunaan dana BOS apa ya. Yang jelas udah ada acuan-acuannya itu. 
Saya rasa sama kok, saya bukan merahasiakan enggak, tapi ada itu sekian-sekian persen itu dah 
ada. Itu sudah diatur itu. Kami-kami tinggal melaksanakan saja. Kan dah jelas mbak, misalnya 
SMA berapa siswa itu sama. Sama dari itungan-itungan itu sama kalo memang untuk membantu 
pelaporan bisa kok, RAB itu. Soalnya itu kan urusan rumah tangga itu.
10. A: Berapa persen besaran anggaran dana yang dialokasikan untuk setiap pos kebutuhan sekolah?
B: kalo disini kalo BOS itu enggak e, yang penting BOS itu adalah mencukupi dari 8 kompetensi 
itu
11. A: apakah sumber dana sekolah ini hanya dari BOS?
B: ya yang nopang jelas, kalo sekolah itu tetap BOS.
sumber lain ggak ada, tak akui kantin sekolah gak hidup
dari masyarakat selama ini tetap BOS. Ya kalo memang dari masyarakat bersifat insiden itukan 
udah kebijakan sekolah yowes. Kadang kala lah, tidak sering.
12. A: siapa yang mengarahkan dan bertanggungjawab atas kebijakan yang telah dibuat?
B: ya saya otomatis 
ya kalo evaluasi kan kita punya pendamping komite,
iya kan, komite itu kan tidak bisa lepas kan mbak. Dia selalu memantau, mengawal. selain mitra 
kerja dia juga ngawasi.
13. A: ada forum tertentu untuk melakukan evaluasi dari pelaksanaan dari RAPBS ggak pak?
B: saya kira itu nanti bendahara melaporkan mb, iya baik itu ke dinas, kan setiap triwulan kan 
melaksanakan laporan kedinas, jadi bentuknya dalam neraca. Gak mungkin pemerintah 
ngeluarkan dana itu 
ya laporan sekolah, ke guru ya ada.
14. A: dari BOS sudah mencukupi kebutuhan belum?
B: sebelum BOS dilaksanakan sudah ada acuan. Itukan suatu program yang harus dilaksanakan.
ya pandai-pandainya sekolah. Kalo saya katakan tidak mencukupi dari mana tomboknya, ya pasti. 
Jadi sudah.
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Judul : Transkip Wawancara
Hari, Tgl : Senin, 26 Agustus 2013
Narasumber : SI
Jabatan : Komite Sekolah SD N Rejosari
1. A: Apa yang bapak ketahui dari kebijakan pendanaan di sekolah?
B: saya selaku komite sekolah tidak terlalu mencampuri urusan sekolah. Selama di sekolah tidak 
ada masalah saya tidak mencampuri. Dalam artian, cuman kalau kebijakan dalam pendanaan 
misalnya kalau ada, menyangkut wali murid itu sepenata, dan sekolah juga tetep kebijakan dari 
kepala sekolah dan komite sekolah. Kalo ada tarikan-tarikan itu tanpa ada dari kepala sekolah dan 
komite sekolah sinkron itu gak bisa berjalan. Yang jelas semua selama ini, selama saya pegang 13 
tahun belum ada masalah. Tidak ada masalah dalam pendanaan apa saja, apalagi setelah ada BOS. 
Sebelum ada BOS kan e, kalo urusan ke dalam dalam artian tidak mencampuri selama tidak ada 
masalah. Kalo ada masalah kita bisa menanggung. Tapi kalo kalo gak ada masalah, baik-baik saja 
ya.
2. A: bagaimana proses pembuatan kebijakan pendanaan pendidikan di sekolah?
B: musayawarah. Dimusayaawarahkan dulu lha nanti kita diambil kesimpulan gimana baiknya.
Forum, dari forum kecil dulu, komite sekolah dan kepala sekolah. Nanti jika perlu kita 
mendatangkan wali murid, ini loh dana sekolah, ini loh program sekolah, bagaimana wali murid 
tanggapannya. Kalo wali murid tanggapannya itu masuk akal dan diterima mestinya dilaksanakan. 
Itu forum besar.
Forum kecil ya selama itu kita misalnya ada apa-apa tarikan yang kecil dan sangat mendesak ya 
bagaimana kita bertanggungjawab.
3. A: kemudian kebijakan itu sudah mengacu kepada peraturan perundang-undangan belum pak?
B: selama tidak ada anu ya sudah mengacu mbak. Bisa menarik asal tidak ada dana dari bolah 
boleh saja tapi kan ada kesepakatan antara wali murid dengan pihak sekolah. Itu semua bilang 
gini “masak sekolah tidak ada gratis” kita gini-gini ada pataukannya. Kita kek gini ada juknisnya. 
Sekolah tinggal melaksanakan. kita komite sekolah yo tidak ada, kita ggak tahu saling 
melaksanakan yang jelas itu sudah ada juknisnya tinggal melaksanakan yang tidak ada juknis itu 
urusan saya. Misalnya ada tarikan yang sekiranya tidak ada itu di itu memang komite berperan. 
Sangat berperan apalagi SD. Apalagi SD kan sangat berat untuk diputuskan.
4. A: Siapakah yang berhak memutuskan kebijakan yang akan diterapkan?
B: ya mutuskan bareng-bareng antara pihak sekolah dan komite sekolah
5. A: berarti memang antar komite sekolah dan sekolah itu ada batasan pak ya?
B: ya komite sekolah kan hanya sebagai pembantu saja mbak sebagai mitra kerja. gak anu kita 
mengurus terlalu kedalam.
6. A: Sumber pendanaan dari mana saja yang harus diperoleh sekolah?
B: ya waktu bikin-bikin itu ada, waktu bikin mushola masayaarakat dan donatur lainnya.
ada dari alumni, pokonya dari pihak kerja dari masayaarakat dan donatur lainya yang untuk 
pembuatan mushola.
7. A: apa yang dilakukan komite sekolah jika ada masalah atau kendala tertentu disekolah?
B: selama sekolah itu masih bisa mengatsi, diatasi sekolah
tidak akan pernah mencampuri, tidak akan pernah apalagi sekarang dana BOS yang dulu dana dari 
komite sekolah dan masyaarakat. saya itu 2 mbak ya di SMP ya di SD itu belum pernah saya 
mencampuri. kalo memang ada kendala silahkan menghubungi saya. 
128
Judul : Transkip Wawancara
Hari, Tgl : Senin, 26 Agustus 2013
Narasumber : KI
Jabatan : Bendahara Sekolah SD N Rejosari
1. A: Proses pembuatan kebijakan pendanaan itu gimana buk?
B: itu kan menganut 8 standar. standar disini ada dalam BOS. Yang namanya kebijakan dalam 
mengeluarkan uang ada yang sifatnya dana tetap, ada yang sifatnya ini untuk cadangan. kalo 
cadangan itu kan misalnya KKG, tidak tentu melaksanakan KKG, padahal kan dananya ada. KKG 
itu kelompok kerja guru. Itu dalam BOS sudah dianggarkan. Tapi kan tidak mesti satu bulan 
sekali mengadakan KKG.
2. A: Untuk musyawarah itu sendiri, bagaimana peran ibuk selaku bendahara dalam musyawarah 
itu?
B: Dalam mengambil kebijakan, dalam membuat RKAS itu kan kerjasama dengan komite, 
bendahara, kepala sekolah dan para guru.
Saya selaku bendahara itu menawarkan. Misalkan pengembangan kompetensi lulusan itu apa saja 
yang harus kita biayai. Misalnya dalam RKAS ini SKL (standar kompetensi lulusan). Itu aja yang 
menyangkut dengan kegiatan ulangan baik itu sumatif maupun formatif.
A: ya, jadi nanti ketika ada kebutuhan tertentu ibu menawarkan kepada forum. Apakah forum 
tersebut menyetujui ataukah tidak
B: ya, mayoritas menyetujui karna kita yo dalam berjalan kan menggunakan pataukan. 
pataukannya dari 8 standar ini. pertama itu standar SKL (standar kompetensi lulusan). Yang 
kedua standar proses. Masuknya itu konteks pembelajaran atau kegiatan KBM. Ada data-data 
sekolah. Kemudian yang ketiga pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang honor-
honor itu misalkannya masih kekurangan guru
iya, masih kekurangan guru, sementara ini muridnya banyak. Kalau 1 guru merangkap 2 kelas itu 
saya rasa tidak efektif. kemudian Sekolah mengambil kebijakan untuk mengangkat guru GTT. 
Merasa kurang buat 2 orang guru kelas, tapi satu orang itu kan kategori 2, nasibnya sampai 
sekarang sementara didanai BOS. Kemudian pengembangan teknis sudah. Yang keempat, sarpras 
(sarana prasarana). Kemudian  standar pengelolaan. Yang keenam pemindahan. Kan dalam 
membuat RKAS itu mengacu pada tahun-tahun kemarin apa yang mau dikurangi apa yang perlu 
ditambah biasanya begitu
3. A: berarti memang selalu ada inovasi
B: ya, selalu. Kan murid kadang kurang kadang nambah sesuai itu dengan yang kita terima. 
Pembiayaan sesuai implementasi 
ini.. kompetensi 8, tahun kemarin, sekarang cuman 7
RAPBS ada petunjuk dikBOS mendi sosialisasi pembuatan SKS pembuatan tiap tahun sosialisasi 
dinas pendidikan kabupaten gunungkidul.
4. A: kemudian apakah kebijakan yang dibuat telah mengacu pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku mengenai pendanaan pendidikan?
B: yang pertama kan tiap pembuatan RAKS itu ada sosialisasi dari dinas rambu-rambunya, jadi 
kita  tinggal mengikuti 
5. A: Kemudian sumber pendanaan dari mana saja yang harus diperoleh sekolah?
B: itu, sementara ini BOS, ada BOS pusat dan BOS Provinsi dan kabupaten. Sekolah memang 
tidak diijinkan untuk menarik dana apapun yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan belajar. tapi 
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kalo kegiatan keagamaan misalkan itu pesantren, qurban itu bisa narik baik idul fitri itu mau 
menyumbangkan uang untuk zakat .
6. A: brati untuk kekurangan, seumpama buk ya ada pemenuhan sarana prasarana udah masuk 
kedalam kompetensi 8 tadi?
B: kalo ada kekurangan ya kita ngulor. Kebijakan itu, seumpama dananya untuk honor GTT itu 
kan tidak lebih dari 20% padahal kan sekarang kita ggak tegel, ya itu tadi dalam menjalankan 
kebijakan ya ngeat-ngeot dana mana, standar mana yang bisa kita laporkan tapi bisa digunakan 
untuk yang lain gitu.
A: o, ini, brati ada pengalihan pos gitu?
B: iya, pengalihan pos, nganu lo ini dalam kegiatan sehari-hari. ini namanya buku pintar. Kalo 
bendahara gak punya catatan, nanti ggak jalan uangnya kembali.
A: brati nanti kalo ada satu pos ada kekurangan bisa diambilkan dari pos yang lain 
bisa,tapi ya itu tadi bendahara mengambil kebijakan itu.
7. Siapakah yang akan mengarahkan dan bertanggungjawab atas kebijakan yang telah dibuat?
B: ya kepala sekolah itu sama bendahara 
komite cukup mengetahui
kemudian harus transparan. Masyarakat itu bisa mengetahui untuk apa-untuk apa tapi kan 
masyarakat tidak bisa mendikte. Selain itu kan harus jelas untuk apa BOS itu kan sudah 
disosialisasikan.
8. A: apa yang dilakukan sekolah agar kebijakan itu dapat terlaksana dengan baik?
B: ya tentunya transparan uang dan mengeluarkan uang itu secara transparan, harus akuntabel bisa 
dipertanggungjawabkan
9. A: kalo seumpama bu, ini kan e bisa dikatakan belum cukup  kenapa kita tidak menarik dana dari 
masyarakat karna ada komite?
B: kalo dari anggapan masyarakat bahwa pendidikan harus dibiayai pemerintah. menarik untuk 
pengembangan sekolah juga, sekolah belum berani. Kalo untuk kegiatan mushola itu malah boleh. 
Tempat-tempat ibadah ya kita tidak dibiayai oleh pemerintah melalui BOS.
Cuma larangan penggunaan BOS, apa yang perlu dibiayai oleh BOS dan itu tidak boleh. Secara 
lisan saya terima dari sosialisasi.
10. A: apa kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan rencana yang dibuat buk?
B: cukup ra cukup semene, harus dicermati, harus bisa ngulor-ngulor
11. A: kemudian upaya yang dilakukan agar kebijakan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan, 
terkait upaya, adakah pengawasan dari ibuk sendiri atau ada pelaporan dari pos-pos yang dikasih 
itu?
B: setiap anu kan kita laporan. laporan tu diteliti, ini sesuai atau tidak sudah sinkron atau belum 
saya dibantu oleh tenaga administrasi. Bendahara sekolah, sedangkan iuran-iuran tidak boleh 
dibiayai oleh BOS, misalkan seragam  kita tidak boleh membiayai dengan BOS. Pos ini-pos ini 
mengeluarkan biaya dicatat dan kuitansinya diserahkan ke saya.
12. A: kemudian ada ggak bu kendala ketika ibu mengeluarkan alokasi anggaran dana?
Kendala kurang kah atau memang lebih kah ?
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B: kendala kalo lebih kita harus mengembalikan, kendala kalo kurang kita tambah sulit. Kan yang 
dibiayai oleh BOS kan siswa baru kalo semester ini kan masih milik sekolah yang lama 
misalnya ada siswa pindahan semester 2 itu kan masih nanggung. BOS nya masih mengalir di 
sekolah yang lama. Tapi penerimaannya tetap
13. A: kemudian bagaimana prosedur pelaporan ketika terjadi kendala atau masalah ?
B: kita kan ada managemen, sudah terstruktur dengan jelas, kita melaporkan sesuai dengan 
RAPBS jadi lebih enak.
ya kendala kalo ada siswa pindah kita melaporkan jumlah siswa. Baru ini kan pelaporan siswa 
secara online secara manual
14. A: apakah kendala itu berdampak signifikan?
B: o gak itu kan anu ada RABS pembaharuan di triwulan ke 4. Itu RAPBS perubahan dilaporkan 
lagi.
perubahannya jumlah yang kita terima. Kalo triwulan 3 itu kan masih ada tahun kemarin, 
misalnya tahun ajaran kemarin jumlah siswa 100 buah, sedangkan triwulan 3 yang kelas 6 kan 
perubahan murid, kelas 1 masuk itu nanti masih sesuai dengan tahun kemarin 
15. A: kalo sini kan masih digolongkan sekolah wilayah pesisir kan bu?
B: iya. 
Kalo pendanaan ini maksimal persenannya kalo ini besarannya.
belum saya perseni yang paling banyak itu SKL(standar kompetensi lulusan), itu hampir 1/3 dari 
penerimaan.
kemudian standar proses, sarpras dink. Mendik sarpras itu yang. Pengembangan pendidik dan 
tenaga kependidikan
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Judul : Transkip Wawancara
Hari, Tgl : Sabtu, 28 September 2013
Narasumber : DW
Jabatan : Wali Murid SD N Rejosari
1. Apakah pernah ada pungutan (iuran) di sekolah & untuk keperluan apa pungutan tersebut?
B: nggih enten, kan ming dingge kebutuhan qurban nopo ngoten niku. Meniko dingge anu, iuran  
lomba MTQ.
qurban kan nembe sakniki-niki.
2. Berapa besar pungutan tersebut?
B: 20.000 
MTQ niku sing 3.000an. ngge lomba niku loh mbak dek anu niko. 
sing nggen khusus agama-agama.
3. Apakah pungutan tersebut memberatkan Ibu/Bapak?
B: ggeh mboten mbak, nek gge sekolahan ggeh mboten anu.
4. Kaitannya dengan kegiatan sekolah, dalam kegiatan apa saja orang tua/ wali murid dilibatkan?
B: nek sakniki mon dereng enten ggeh mbak. Gek soale sek mlebet niku to.
biasane mung guru. Nek riyen kan gge SPP, nek saknikan pun mboten. Paling nek mung rapat 
sragam ngoten niku.
anu. Niku loh mbak, batik gunungkidul
pake iuran. 45.000. 90.000 sama sragam olahraga.
5. A: niku onten rapat wali murid diundang ngoten?
B: mboten, namung niku wau surat. Ggeh mung pemberitahuan pembayaran
pun dirembug bu guru. Nek wali mboten dikempalake.
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Judul : Transkip Wawancara
Hari, Tgl : Sabtu, 28 September 2013
Narasumber : KA
Jabatan : Wali Murid SD N Rejosari
1. Apakah pernah ada pungutan (iuran) di Sekolah?
B: mboten enten, namung sragam kalian qurbanan.
2. Berapa besar pungutan tersebut?
B: qurbanan meniko Rp 20.000,00, ingkang sragam meniko olahraga kalian batik Rp 
90.000,00.
3. Apakah pungutan tersebut memberatkan Ibu/Bapak?
B: mboten, tene anak mlebu sekolah mboten.
4. Kaitannya dengan kegiatan sekolah, dalam kegiatan apa saja orang tua/ wali murid 
dilibatkan?
B: pas ajeng acara nopo niku ggeh diklempake. Nek pas acara nopo, mendadak. Pasokan, 
sragam nek pas kelulusan.
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Judul : Transkip Wawancara
Hari, Tgl : Selasa, 10 September 2013
Narasumber : BI
Jabatan : Kepala Sekolah SDIT Al-I’Tisham
1. A: bagaimana mekanisme penerimaan dana untuk sekolah?
B: yang jelas untuk SDIT Al-I’Tisham untuk dana dari beberapa sumber yang pertama dari 
pemerintah yang dinamakan BOS, yang ke 2 Yayasan , karna ini di bawah Yayasan Al-I’Tisham, 
kemudian yang ke 3 dari Donatur, biasanya kerjasama gitu.
Untuk BOS itu jelas pengelolaannya ee. Masuknya lewat rekening sekolah itu. Kemudian nanti 
pengelolaannya .. itu kan BOS masuknya tiap 3 bulan sekali, tiap triwlan itu. Jadi triwulan satu, 
triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4. Kemudian itu biasanya langsung masuk rekening sekolah 
kemudian pengelolaannya sesuai dengan kita mengacu pada RAB (rencana anggaran belanja 
sekolah). RAKS itu tiap tahunnya.
Kemudian yang kedua untuk dari Yayasan. Dari Yayasan itu yang pertama terutama untuk gaji 
guru itu guru Yayasan. Kemudian yang selanjutnya ya melihat kondisi sekolah apa yang 
dibutuhkan misalnya dari mau rehap misalnya untuk dana ada kemudian Yayasan langsung 
memberikan ke sekolah.
Kemudian yang ketiga untuk donatur, donatur itu kan tidak .. disini tidak ada donatur tetap tapi 
kita hanya sifatnya cari link saja, tidak mengikat yang jelas. Biasanya tiap tahun ada dan 
biasanya dana ini tidak hanya berwujud dana kadang bisa berupa barang bisa buku tulis, 
seragam, itu yang dari luar. Dan ada juga yang lain.
2. A: Kebutuhan apa saja yang menjadi skala prioritas untuk menentukan besaran anggaran 
pendidikan?
B: untuk BOS kan ada dari pusat dan daerah. Yang jelas sekolah swasta berbeda dengan sekolah 
negeri mbak. Alokasi dananya itu berbeda dengan swasta, tapi untuk swasta biasanya diberi 
kebijakan untuk pengelolaan itu. Untuk, misalnya untuk honor guru, untuk negeri itu kan dibatasi 
20 % satu tahun kalau swasta kan tidak dibatasi. Untuk biaya operasional sekolah seperti ATK, 
dan biaya operasional untuk perawatan-perawatan gedung tapi sifatnya tidak total hanya yang 
ringan-ringan seperti pengecatan, ganti genting, memperbaiki meja kursi biasanya seperti itu. 
Kemudian untuk pembelian buku paket ketika tiap tahun ada kekurangan kemudian yang 
selanjutnya adalah untuk kalo dari ATK sudah mencukupi maka boleh membeli perangkat lunak 
komputer dsb & alat peraga.
3. A: kalo begitu sekolah swasta memperoleh dana dari pusat dan daerah atau hanya dari pusat saja 
pak?
B: kalo swasta itu dari pusat ada, kemudian yang daerah itu dari provinsi. Yang daerah tidak ada, 
yang kabupaten tidak mendapatkan.
yang provinsi juga. Jadi nanti di RKAS itu juga dimasukkan dari provinsi itu
yang jelas pembiayaannya nanti tidak boleh bertabrakan antara yang pusat dengan yang provinsi 
4. A: apakah ada alokasi masing-masing?
B: ya, misalnya untuk gaji guru dari pusat sudah dianggarkan maka dari provinsi sudah tidak di 
doble-doble gitu.
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5. A: apakah ada pedoman secara tertulis mengenai pengeluaran?
B: ada dari. Biasanya ada POS, sop standar prosedur pengelolaan BOS tiap tahun itu ada.
6. A: kalo tadi yang dari donatur itu pak, setiap tahun kan ada. Ada batasan dan kriterianya gak 
pak?
B: kalo disini yang jelas yang penting tidak mengikat. Donatur memberikan seperti seragam, 
buku tulis dan dana juga yang nanti uang itu kita gunakan untuk perawatan gedung dan 
sebagainya.
Dana dari BOS kalo untuk pembangunan secara total memang tidak diperbolehkan tetapi kalo 
hanya sifatnya ringan misalnya pengecetan itu diperbolehkan, misalnya ganti genteng dan plafon 
misalnya 1 atau 2 itu diperbolehkan tapi untuk membangun secara total itu tidak diperbolehkan.
7. A: Bagaimana proses pembuatan kebijakan pendanaan pendidikan di sekolah?
B: biasanya gini mbak, ketika dana masuk kita koordinasi semua stakeholder. Kalo BOS itu 
sudah tidak bisa diotak-atik. Yang bisa diotak-atik biasanya itu dari Yayasan sama swasta. Yang 
jelas donatur lah.
8. A: Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan pendanaan pendidikan di sekolah?
B: Kepala Sekolah, komite, guru, Yayasan. Hanya perwakilan saja atau wali, Wali murid. Dan 
yang jelas itu hanya perwakilan saja. Tidak semua wali ikut. Dan nanti ketika semua klop baru 
kita sosialisasikan.
Dirembuk dulu baru nanti bendahara yang nulis. jadi bukan bendahara yang menentukan.
Jadi nanti apa kebutuhan kita baru kita anu, jadi nanti bendahara. Kalo nanti bendahara tok kan, 
nanti di anu dulu baru bendahara. Bersama-sama kita rembug bersama. kita gunakan untuk apa 
nantinya seperti apa dan akhirnya seperti apa jadinya seperti itu. Begitu.
iya, kalo BOS itu kan di RAKS sudah jelas. Kalo dari Yayasan itu kan istilahnya masih bisa di 
kiyak-kiyuk. Karna itu kan hanya swasta dan sifatnya hibah. Yang tidak terikat, yang jelas seperti 
itu. Yang penting kita bisa yang jelas bisa mempertanggungjawabkan untuk bukti misalnya kita 
gunakan untuk apa.
9. A: bagaimana peran masing-masing partisipan dalam forum, apakah ada semacam forum kecil?
B: kalo selama itu ada mbak. Dulu itu juga ada kelompok kerja guru (KKG) seperti itu. Nah itu 
biasanya disini. Tiap sabtu biasanya atau sebulan sekali biasanya koordinasi sekolah tingkat 
kecil, misalnya hanya guru, Kepala Sekolah dan seluruh guru yang ada disini. Selain kita 
menghadirkan komite sekolah atau Yayasan. Seperti itu. Yang lebih kecil lingkupnya seperti itu.
10. A: bagaimana peran komite dengan Yayasan pak dalam hal pendanaan?
B: peran komite dengan Yayasan. Untuk saat ini alhamdulillah kita ada sinkronisasi jadi ketika 
Yayasan punya link misalnya ada dana segini biasanya Yayasan langsung sampaikan ke sekolah, 
kemudian sekolah sampaikan ke Yayasan kalo ada seperti ini kita mau bagaimana. Setelah itu ya 
terus kumpul itu koordinasi antara sekolah, Yayasan, bersama komite.
komite itu ada yang masuk wali ada yang tidak. Jadi ada yang, kadang komite itu punya anak, 
anaknya sekolah disini ada yang dijadikan komite. Tapikan ada yang murni dari luar. Kalo disini 
murni dari luar. Artinya bukan orang tua wali. Tapi asli sekitar sini.
kepala dukuh. Jadi memang yang berpengaruh. Jadi ketika ada kebijakan kan dengan punya 
jabatan diluar kan lebih enak ketika akan sosialisasikan dsb.
A: ketika ada sosialisasi atau proses pembuatan kebijakan, setiap partisipan dalam forum berhak 
memberikan usulan sama?
B: iya. Cuman nantikan untuk keputusan ada pertimbangan-pertimbangan dsb.
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11. A: Hal-hal apa saja yang dipertimbangkan sebelum kebijakan diputuskan?
B: yang jelas gini mbak misalnya kita mau rehap gedung kita sesuaikan dananya.
Pertimbangan berdasarkan keputusan.
12. A: Siapakah yang akan mengarahkan dan bertanggungjawab atas kebijakan yang telah dibuat?
B: semua mbak, sekolah memantau, komite memantau Yayasan juga memantau.
ya nek tertinggi memang Kepala Sekolah tapi nanti dalam pelaksanaannya ya walaupun tidak 
tiap hari ya. misalnya komite waktu ada pembangunan apa. Ora ketang 2 hari sekali tetep datang 
memantau.
13. A: Apa apakah ada masalah atau kendala ketika kebijakan diterapkan?
B: untuk kebutuhan operasional sekolah itu ya gimana ya mbak, ya memang ada. Yang jelas 
untuk donatur itu kan tidak mesti kadang 4 bulan sekali. Padahal kebutuhan sekolah kan hampir 
tiap hari. Jadi kendalanya ya tidak mesti itu.
kendala lain pas pembuatan laporan. Pembuatan laporan yang pajek segala macem itu kan kita 
mengeluarkan pajek itu sehingga yo gitu lah. Seharusnya kan rasah pajek barang neng.
iya,memang seperti itu prosedurnya
14. A: kalo dari BOS sendiri itu masih ada kekurangan atau mungkin gimana pak?
B: untuk BOS itu kan tergantung jumlah murid, kalo muridnya banyak ya banyak, kalo muridnya 
sedikit ya sedikit. Ya sebenarnya kalo dikatakan kurang ya kurang mbak.
kan gini mbak, pemerintah ada kebijakan BOS dan tidak boleh ada pungutan dan apalagi sekolah 
kebutuhannya kan ya gaji guru, kemudian untuk rapat-rapat dsb kemudian untuk ada pertemuan-
pertemuan ditingkat gugus ada kecamatan ada. Dan setiap kegiatan itu kan ada pasti tidak 
terlepas dari biaya itu sehingga dengan hal seperti itu kita dengan dana yang seperti itu kita ada 
kebijakan dari sekolah tidak boleh memungut biaya, sehingga ya murni. Apalagi sekolah negeri. 
Sekolah negeri murni dari BOS.
15. A: Bagaimana cara agar bisa memenuhi kegiatan operasional sekolah?
B: ya kita gini mbak, diprioritaskan, yang memang waktu mendesak dan paling dibutuhkan, 
mensikapinya seperti itu. memang yang menjadi skala prioritas karna kebutuhan dan karna 
waktu.
16. A: kalo yang dari Yayasan dan donatur itu sistem pelaporannya itu gimana pak?
B: ya kita sistem tertulis tapi tidak yang sedetail laporan BOS. Kalo BOS kan kuitansi segala 
harus lengkap, apalagi kalo donatur itu kan sifatnya pun iklas mbak, jadi ora mbutuhke sing 
apalagi yang ini dan ini. Kalo BOS kan memang harus agak rumit seperti itu
17. A: ketika kebijakan itu dilaksanakan pernah terjadi kendalan apa?
B: misal dari RAB dianggarkan sejumlah itu, ketika rembukan sejumlah itu. Tp dilapangan beda. 
Sehingga dari dana harusnya cukup untuk ini sehingga program yang lain pun ikut seperti itu.
18. A: supaya itu tetap bisa berjalan gimana pak?
B: kalo harga kita sesuaikan dengan yang dilapangan. Tetep nanti seperti apa programnya kita 
sesuaikan dengan kondisi lapangan saja.
dari dana yang lain, yang tidkak mengikat ya dari Yayasan dan donatur itu.
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Judul : Transkip Wawancara
Hari, Tgl : Selasa, 10 September 2013
Narasumber : HM
Jabatan : Bendahara Sekolah SDIT Al-I’Tisham
1. A: Apakah dana yang masuk kesekolah baik dari BOS, Yayasan, maupun Donatur semua masuk 
ke dalam pengelolaan bapak?
B: bukan, kalo saat ini saya hanya mengelola BOS pusat. Sedangkan untuk yang lain tidak.
2. A: siapa yang mengelola dana dari Yayasan dan donatur?
B: Jadi kita membentuk tim independen, insidental saja, dadakan saja mungkin hari ini dilakukan 
oleh bapak siapa dan ibu siapa. Tapi memang BOS pusat masuk kedalam pengelolaan saya.
3. A: jadi, jika ada dana yang masuk itu ada admin tersendiri?
B: dana yang dari Yayasan dan donatur itu tidak ajek, artinya bisa kapan saja mungkin dalam 
jangka waktu lama tidak masuk, trus masuk. Jadi tidak dibentuk tim secara kusus jadi dadakan 
saja.
4. A: selama ini pernah ada kendala atau masalah ggak pak?
B: banyak sekali, salah satunya dana dari BOS itu digunakan semua tidak mencukupi untuk 
menopang semua kebutuhan sekolah. Artinya terkadang BOS triwulan pertama kita ditutup 
dengan triwulan berikutnya.
A: bisa juga mengambil dana dari Yayasan atau donatur?
B: bisa. Kalo dananya ada. Tapi kan dana dari donatur tidak ajek kadang setahun ada. Kalo ada 
event-event tertentu.
5. A: misalnya BOS kekurangan yang kebetulan ada dana dari donatur, bagaimana koordinasinya
dengan admin kecil program donatur tadi?
B: ya karna kita di lingkup sekolah yang kecil dan beru akan berkembang, jadinya ya 
koordinasinya enak-enak saja, artinya semua pihak saling memahami bahwa kondisi kita itu 
seperti ini kadang dimana ada keelbihan dan ada yang membutuhkan. Kalo BOS pusat sudah 
habis, mungkin dana yayasan ataupun donatur itu bisa menopang. Untuk admin dadakan itu tepat 
memaklumi 
A: apabila program yang dari donatur ada kekurangan apakah admin dadakan tombok sendiri?
B: sering. Tapi nanti ya kita cari solusi bersama. Kalo nombok sering pak kepala juga sering 
nombok juga.
6. A: Apakah pernah terjadi kekurangan dana yang besar?
B: ya pernah, tapi nanti kita cari lubang lain untuk menutup itu entah dari BOS pusat atau 
donatur kemudian bakti sosial kemudian dana nya itu bisa untuk menutup ya ditutup dulu. 
Namanya juga sekolahan pasti membutuhkan dana yang banyak. 
7. A: apakah pelaporannya sama dengan RAKS?
B: iya, prinsipnya seperti ni. Yang lain kan sifatnya tidak mengikat kadang tulisan, kadang orek-
orekan.
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Judul : Transkip Wawancara
Hari, Tgl : Selasa, 10 September 2013
Narasumber : TH
Jabatan : Komite Sekolah SDIT Al-I’Tisham
1. A: terkait tentang pendanaan pendidikan itu ada yang dari BOS, Yayasan, dan donatur kemudian 
bapak selaku komite sudah terlibat sejauh mana?
B: terkait dengan lembaga pendidikan disini memang keterlibatan saya justru malah dari awal 
bahkan saya termasuk orang yang merintis adanya sekolah baik di TK maupun SD. Kemudian 
tentang pendanaan, juga seperti yang disampaikan kepala sekolah tadi dana untuk beberapa 
alokasi khusus dari BOS. Ini memang karena mohon maaf dari yayasan sendiri kan ggak begitu 
aktif untuk anu ya, artinya terkait untuk pendanaan itu kemudian dengan kepentingan sekolah 
sehari-hari itu memang agak kurang, BOS ini kurang. Termasuk guru-guru ini kan belum ada 
yang PNS dan semua honorer semua, dan ini paling banyak BOS ini memang digunakan untuk 
honor guru-guru.
Kemudian sejauh ini yayasan ya tetep memperhatikan tapi karna yayasan disini kan ada beberapa 
lembaga yang dikelola oleh yayasan sehingga tidak maksimal untuk memberikan suntikan dana 
untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Yayasan Matatullah yang di Siyono itu kan ada 2 
lembaga pendidikan to mbak, MA sama SMK pertanian.
Terus kemudian dari pihak ke tiga termasuk saya ini sifatnya insidental artinya tidak kontinue. 
ketika saya bisa dan ada kesempatan memang saya berikan. Contoh misal, kami kan kebetulan 
bisa, saya termasuk pendiri TK dan SD kebetulan saya juga duduk di pemerintahan trus ada 
program-program dari pemerintah yang memang kami juga responsif  untuk kemajuan sekolah 
maupun SD nya. Seperti tadi kalo mbak sudah masuk di kelas e, gedung yang kecil didepan TK 
itu kan saya ajukan dari program PNPM termasuk APE yang ada di TK, baik APE dalam maupun 
APE luar itu saya juga dari PNPM. APE (alat permainan dan edukasi) baik di dalam maupun di 
luar. yang luar mungkin ayunan. Kemudian pihak lain seperti pengerasan halaman di depan TK 
itu ada donatur yang memberikan dukungan atas terlaksananya program ini. Kemarin itu ada dari 
itu pondok pesantren yang ada di panggang itu loh mbak, apa itu namanya
Nggak tau itu. Saya ggak inget itu. Itu kan mengadakan bakti sosial disini. Memberikan sembako 
tapi oleh kami tidak kita berikan cuma-cuma karena kita sedikit dari program baksos itu untuk 
minta, sekedar dari masyarakat yang kami undang untuk menerima baksos itu sebesar 10 ribu 
dengan paket sembako, kemarin itu ada gulapasir, ada minyak goreng, ada sarimi, ada beras. 4 
jenis itu kami memungut 10 ribu dan kami mendapatkan dana kalo ggak salah itu tiga juta lima 
ratus.
Trus kami gunakan untuk pengerasan halaman itu. Kemudian ada banyak program dari 
pemerintah selain BOS itu ada bantuan sekolah atau bantuan murid itukan kebetulan yang masuk 
disekolah ini kan termasuk keluarganya keluarga ggak mampu mbak. Terus dari sejumlah siswa 
kalo ggak salah yang sekarang ini ada hampir 70an siswa itu kebetulan yang dihandle oleh 
pemerintah untuk mendapatkan BSM (bantuan siswa miskin) itu hanya 10 anak.
Kemudian pihak sekolah istilahe ora mentolo mbak, kalo kita berikan hanya untuk 10 anak itu 
padahal mereka sama, orang-orang miskin semua untuk itu kami berinisiatif untuk bagaimana 
dana ini bisa dirasakan oleh semua siswa. Oleh sebab itu, kami sekolah menawarkan kepada wali 
bagaimana pengelolaan dana ini. Nek diberikan 10 anak dari sejumlah anak ini apa kita tidak 
kasian mbak padahal ini kita sama-sama, mereka bahkan mungkin lebih miskin dari penjenengan
yang dapet. Diberikan sosialisasi semacam itu kemudian wali berinisiatif bagaimana nanti itu 
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dibelikan untuk kebutuhan secara langsung terkhusus anak-anak kita. Seperti tas, sepatu, dsb. 
Sehingga kami, sekolah, bersama wali itu ada kesepakatan semacam itu trus kita gunakan untuk 
beli tas dan sepatu dan sebagian alat tulis dan ini kita bagi rata. Sehingga dari kebutuhan anak itu 
kira rasakan kita manfaatkan untuk kebutuhan sekolah.
2. A: selama ini siapa yang lebih banyak berperan dalam pendanaan itu dari pihak yayasan atau dari 
pihak lain?
B: seharusnya, nek saya melihat yang kontinue itu justru malah dari pemerintah. Semisal BOS 
sekolah ini dari 2006 awal berdiri ini kalo ggak ada BOS dan BOS ini kan sebenarnya belum lama 
sekolahan kami menerima. Itu saya juga ggak tahu ceritanya jadi apa kalo pemerintah tidak 
menggelontorkan program BOS ini kami juga ggak tahu dan salah satunya memang menurut saya 
yang menjadi nafas kekuatan memang BOS.
Sekali lagi untuk Yayasan sendiri mohon maaf yayasan kecil yang dikelola oleh keluarga. 
Yayasan ini kan dikelola oleh keluarga mbak, pengurus-pengurus yayasan ini hanya satu 
keturunan dan terlalu banyak lembaga pendidikan yang dikelola oleh yayasan ini. Tapi memang 
disini khususnya TK sama SD ini ada keterlibatan dari masyarakat termasuk saya yang termasuk 
perintis artinya kan patungan dulu untuk membeli tanah itu kami dengan yayasan ya ada sebagian 
dana dari saya secara pribadi ada sebagian dari yayasan. Dan kebetulan ruangan SD ini yang 3 
lokal yang diatas termasuk mesjid itu dari pihak ke 3 jadi pihak luar itu. Dari Sheh Abu Thalib, 
Timur Tengah.
Yayasan itu Cuma bersama saya pertama itu membebaskan tanah, akhir 2005. Pembebasan tanah 
itu tahun 2005. Kemudian kami mulai membangun tahun 2006 itu gedung yang dipakai kantor 
sama TK itu. Itu memang murni dari yayasan. Itu soal gedung. Tapi sebenarnya dari masyarakat 
cukup luar biasa karna dulu medannya tidak seperti itu mbak. Medannya njulek gitu, jadi 
cekungan gitu. Trus kami, warga kami hampir 9 bulan lho itu untuk menyiapkan lahan yang 
dulunya tidak bisa didirikan bangunan sekarang sudah menjadi semacam itu. Masyarakat kami 
benar-benar kami forsir kalo gak salah 9 bulan itu.
Kan dulu TK sama SD ditempat saya ini. Dulu kita awali karena belum punya gedung, belum 
punya apa-apa. Kami komitmen untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang berbasis 
agama islam terutama. Kami sediakan rumah saya untuk SD nya terus kebetulan dulu kan depan 
itu kan mushola mbak, kami jadikan mushola itu untuk TK nya dulu tapi setelah pasca gempa 
kebetulan Allah memberikan berkah kami kebetulan dapet apa ya, tapi itu juga kerjasama 
yayasan, karena orang-orang yayasan juga punya banyak rekan, banyak teman. Kami 
mendapatkan bantuan satu paket mesjid itu sama 3 lokal SD itu, itu dari timur tengah mbak. Itu 
kebetulan yang menangani itu Uztad Safat dari Malang sana dan itu 1 masjid sama 3 lokal SD itu 
dibutuhkan waktu 9 bulan. Jadi, kami kebetulan tenaga teknis dan tenaga tukangnya itu dari 
malang juga. Pasca gempa itu mbak. Jadi habis gempa kami mendapatkan bantuan dan itupun 
juga kami tetep menggerakan warga untuk mendukung program itu. Karna dulu mau masuk 
masjid itu kami cuma bikin jembatan seko pring itu mbak. Dulu belum semacam itu.
Terus sekarang kami juga merintis untuk menutup itu yang tadi sudah kami talut itu dan itu juga 
mohon maaf ini kami tidak melibatkan dari yayasan kita tidak melibatkan dari sekolah tapi 
kebetulan saya punya rejeki itu saya secara pribadi. Apa yo istilahe, jiwa saya sudah menyatu 
dengan sekolahan itu jadi sekolahan itu ada kurangnya dan bagaimana arahannya kami juga 
berusaha semampu saya. Sementara ini kaitannya dengan dana-dana yang untuk mendukung 
sistem penyelenggaraan pendidikan disini.
3. A: ketika ada dana yang masuk dalam sekolah, pengelolaannya itu bapak dilibatkan enggak?
B: sebenarnya dilibatkan, bahkan sekarang kan ada program PMTAS
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program penambahan makanan untuk anak sekolah itu dari badan pemberdayaan nek dulu itu dari 
Sobermas. Sekarang kan menjadi, dari kabupaten itu namanya badan pemberdayaan masyarakat 
dan keluarga berencana yang itu yang kantornya deket dengan bebekan itu. Itu kami dilibatkan 
bahkan kami yang membuka rekening.
iya, jadi komite. Komite yang buka rekening. Kemudian sebenarnya untuk pengelolaan dana 
PMTAS itu sebenarnya kewenangan dari komite. Tapi berhubung saya juga ingin 
memberdayakan guru-guru disana yang kebetulan banyak yang perempuan. Terus kami memang 
kami serahkan. Ya pada prinsipnya tidak apa, tidak apa ya. Tidak keluar dari, dari rel yang 
semestinya harus kita laksanakan.
4. A: berarti kalo saya boleh menyimpulkan pak ya banyak sekali peran bapak selaku komite 
disekolah itu 
B: Kebetulan saya juga pendiri sekolahan itu memang tidak bisa dipisahkan. Artinya kalo 
sekolahan itu. Yo pie ya mbak, istilahe kan wes jadi rumah saya meskipun saya tidak secara 
langsung masuk di lembaga itu.
Apabila sekolah itu merasa sakit, saya terlebih dulu orang yang merasakan sakit. Apabila sekolah 
itu merasakan satu kekurangan saya orang pertama kali yang merasakan. Dan bahkan ada kisah 
yang sangat ironis ketika sekolahan itu berdiri mbak. Jadi, tahun 2006 kami kebetulan dapet kaya 
menang gitu. Guru itu jumlahe 3 kalo gak salah. Dari yayasan gak memperhatikan, artinya karena 
mohon maaf mereka kan banyak yang harus ditangani di SMK, MA, kemudian ada madrasah, ada 
TK banyak sekali diluar sini sehingga tahun-tahun awal ini kami merasa terlantar.
Dan yang menjadi pukulan saya, ada 3 guru dan yang 1 keluar karena ggak dihonori, karena 
honore wes minim sekali jadi ketika itu belum dapat BOS belum gitu loh mbak. Saya sampai gak 
bisa tidur.
Saya itu kebetulan mau usaha saragam saja ketika itu kan gimana ya mbak, orang tuanya ggak 
mampu. Padahal seragam itu tidak suatu keharusan tapi melihat kompetisi sekarang itu, sekolahan 
kono kae sragam dsb. Kami, saya sampai nopo yo. Saya buruh waktu itu, kebetulan disini dibuka 
jalan baru. Saya buruh, kebetulan saya dijadikan nopo yo istilahe koordinataur lapangan nggih. 
Jadi hasil saya saya serahkan sekolah untuk menutup seragam mereka. Jadi kebetulan orang 
tuanya yang gak mampu gak usah mbayar, kebetulan saya punya rejeki saya serahkan disekolah 
terus kebetulan terus mereka bisa dapet seragam. Saya teringat kisah itu saya nangis.
Yo kami tidak bisa memberikan kesejahteraan lari dari sini keluar. Waduh, ketika itu tapi ya 
alhamdulillah sekarang sudah mendingan sekolahan ini ya dengan berbagai cara kebetulan banyak 
orang-orang yang simpati dengan sekolah ini sehingga bisa kami jadikan kekuatan untuk 
sekolahan ini tetap berdiri.
5. A: Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan pendanaan pendidikan di sekolah?
B: e, kebetulan terkhusus dari luar ya saya komite kebetulan, terus semua guru yang disana tahu. 
Tahu dan memang kita rencanakan bersama. Jadi rencana terkhusus dari pemerintah atau pun dari 
pihak luar itu memang terpantau atau termonitor dengan baik dan kita koordinasikan dengan baik 
dengan semua orang yang ada di sana. Dan sejauh ini kami mengelola dana yayasan istilahe 
hanya kami berikan dalam bentuk tembusan, laporan. misalnya kalo sekarang kita dapat dana 
misalnya sekian digunakan untuk ini ini dan lain sebaginya .
A: berarti ada kepala sekolah, ada komite sekolah, ada guru. Setelah itu ada pelaporan kepada 
yayasan?
B: ya, ho’o. Ho’o. Dan ini satu keharusan bagi kami. Karna kami bernaung di yayasan juga. Jadi 
apapun yang kami lakukan disini yayasan tau secara tertulis meskipun kebetulan pas ketika 
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kegiatan itu yayasan ggak datang tapi bukan menjadi sebab bagi kami. Tapi yang jelas, secara 
tertulis kami tetep melaporkan.
6. A: Apakah pihak Yayasan selalu hadir dalam koordinasi?
B: kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak. Tetapi kami juga tetap berinisiatif untuk 
memberikan, kalo harus kita undang, kita berikan undangan secara formal. Meskipun mereka 
kadang-kadang. Ya kami juga tahu karna yayasan ini kesibukannya luar biasa karna lembaga yang 
ditangani tidak satu lembaga tapi beberapa lembaga bahkan tempate juga menyebar dimana-mana. 
Ya kami pahami itu. Sehingga kami juga tidak terlalu mempermasalahkan ketidak hadiran mereka 
ketika kami melakukan musyawarah, melakukan kegiatan yang lain.
7. A: itu contohnya apa pak, ketika musyawarah apa saja?
B: semisal gini mbak, ketika sekolah ini mendapatkan bantuan siswa miskin (BSM), semisal gitu. 
Kita sebenarnya mengundang yayasan. Agar mereka tahu tidak sekedar mendapat laporan 
bagaimana pengelolaan dana dan untuk apa mereka juga kami undang. Tapi dengan alasan 
kesibukan dan tidak ada waktu mereka juga ggak hadir. Tapi sebenarnya kami mengundang 
bukan hanya dari yayasan, bahkan dari seluruh wali, baik yang mendapatkan anaknya atau yang 
tidak mendapatkan. Jadi kami berharap untuk keterbukaan pengelolaan dana, bukan dana ini 
menjadi satu, opo yo istilahe bentuk tertutup dalam pengelolaannya kami tetep bersikap untuk 
terbuka dan mereka juga tahu untuk apa dsb.
Dan harapan saya dengan mereka tahu, ketika kami ada satu kegiatan yang semestinya sudah 
kami rencanakan dengan dana itu dan belum terealisasi mereka men menegur kami gitu lo mbak. 
Harapan saya kan demikian, karna saya yo mohon maaf terkusus saya itu tentang finansial itu 
tentang duit kami juga ggak mau artinya trus komite trus yang mengelola saya. Tetep semua saya 
serahkan kepada sekolah. Karna kebetulan guru-guru disitu kan masih muda-muda dan tidak 
banyak kegiatan Cuma pak kepala sekolah kebetulan dekne nyambi dengan jadi pembantu 
pencatat nikah jadi pembantu P3N, pembantunya pak penghulu sehingga kebetulan kami juga 
percayakan hal itu pada bendahara sekertaris yang memang mereka masih opo yo, ggak ada 
kegiatan yang global.
8. A: ketika ada bantuan masuk itu kan ada musyawarah. Apakah setiap ada bantuan itu harus ada 
musyawarah pak?
B: yang nganu mbak, kita juga melihat bantuan itu juga harus kita musyawarahkan atau tidak, 
contoh misal yang tidak perlu kita musyawarahkan e. PMTAS, itu dananya ceto trus juknis 
pelaksanaannya juga ceto dari pusat. Dan ini tidak perlu kita musyawarahkan. Contoh misal itu.
Tapi kalo bantuan itu sifatnya seperti bantuan-bantuan e.. apa BSM, kita melibatkan mereka yag 
seharusnya untuk mereka. Untuk 10, 10 tok. Tapi kan sekolah demi keadilan dan demi tidak 
menimbulkan satu kecemburuan bagi mereka padahal sekolah sebelumnya semua anak itu di data, 
diajukan, tapi ternyata yang gol itu Cuma 10. Hal-hal semacam itu kami musyawarahkan.
Nek BOS kan tidak, BOS itu sebenarnya yang perlu kita musyawarahkan ini yang kita libatkan 
komite, kepala sekolah, dan guru-guru sisitu. Karna BOS ini secara langsung tidak melibatkan 
contoh misal wali karna juknisnya juga sudah ceto dari sana BOS itu untuk apa dan lain 
sebagainya. Kami musyawarah ketika hal itu memang harus kita musyawarahkan.
9. A: ketika musyawarah semua berhak memberikan usulan dan masukan pak ya?
B: betul. He’em. 
10. A: kebutuhan apa yang sekarang ini mendesak?
B: Mohon maaf ya mbak. Sebenarnya sekolahan kami sekolahan baru kalo saya mengatakan 
hampir semua ini mendesak. Contoh misal, sebenarnya kami ini kan masih kurang satu lokal 
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mbak. Satu lokal gedung. Kan kebetulan yang SD ini. Mohon maaf ini kami bisa mengatakan 
cukup itu kebetulan yang gedung kecil yang didepan TK itu kan peruntukannya kantor guru TK. 
Tapi kan itu kami gunakan untuk ruang kelas. Yang kebetulan yang TK itu jumlah siswanya kecil 
dan cukup untuk itu.
Memang untuk gedung masih sangat butuh termasuk kantor guru ini kan numpang gedung TK, 
sebenarnya kan gitu. Kalo yang mendesak banyak sekali tapi termasuk kami juga mohon maaf 
kebetulan adek-adek yang menuntut ilmu disitu dari orang tuanya notabenenya kategorinya 
mereka dari orang-orang dari segi ekonomi kurang sekali mbak. Trus dari guru. Honor-honor 
guru ini juga mohon maaf mereka jane yo gur bener-bener bentuk pengabdian.  Dan mohon maaf 
ini belum bisa dikatakan mereka dapet gaji cuman sekedar untuk tukon sabun. Dan apalagi 
sekarang ini guru-guru yang ada disini itu semua nglaju.
11. A: sejauh ini pelaksanaan tetap berjalan dengan lancar?
B: alhamdulillah, sesulit apapun juga kami selalu mencoba taat dengan semestinya yang harus 
kita lakukan.
12. A: Siapa yang memutuskan dalam musyawarah?
B: forum mbak. Jadi kami, komite, dan sekolah menghendaki yang namanya musyawarah itu 
tidak mereka datang, mendengarkan, trus oke. Tapi harapan saya memang sebaiknya bagaimana. 
Jadi keputusan ini kita laksanakan atas keputusan bersama. Jadi sekolah ini saya bilang komite ini 
cuman bentuke memfasilitasi. Mereka-mereka bapak ibu wali yang memutuskan gitu, cuman 
sekolah ya mohon maaf tidak mungkin dari sejumlah wali itu cara pandangnya sama. Dan 
memang menggagas satu bentuk yang dimusyawarahkan itu dari pihak komite dan sekolah. 
Sering ketika akan musywarah ada stau bentuk bantuan yang saya sampaikan tadi kepala sekolah 
datang kesini. “Pak ada bantuan ini sebaiknya gimana”. Sudah kita undang saja walinya kita 
musyawarahkan yang paling prinsip kita ngikuti, tapi kita juga mengarahkan baiknya unutk 
mereka secara bersama. 
13. A: kalo selama ini ada pungutan ggak pak?
B: kebetulan terkait dengan penyelenggaraan sekolah, tidak pernah memungut dan memang kami 
berkomitmen bukan karna sekolah sudah membebaskan atau pemerintah telah membebaskan 
memberikan bantuan juga. Tapi sejak awal kami merintis sekolahan ini, kami mohon maaf kami 
berawal dari berniat untuk menyelamatkan umat mbak. Yang pertama itu, dan yang salah satu kita 
perjuangkan memang kalo bisa sekolahan ini tetap. Dari TK berangkat saya ketika itu. Dari TK 
sampai SD karena baru tekan SD ya kita biayai semua. Cuma ada beberapa kebutuhan siswa yang 
kami tidak bisa memenuhi. salah satu, itu seragam-seragam yang sifatnya insidental yang 
kebetulan itu disarankan dari dinas. Contoh misal sragam batik itu, sragam batik yang sekarang 
ngetrend untuk batik gunungkidul itu memang kami tawarkan dan kami pun tidak mengharuskan 
bagi wali, Cuma kami menegaskan bahwasannya ini e satu bentuk harapan dari dinas. Jadi, 
meskipun ini bentuknya apa ya, printah dari dinas tapi kami juga tidak memaksa wali itu anake do 
ditukoke sragam dsb. Dan memang dari komitmen kami sekolah itu yang penting tidak 
seragamnya. Dari awal kami meristis tidak seragam tidak apa-apa yang penting kamu bisa.
Kebetulan sekolah ini baru 2 kali opo yo mbak, ikut ujian dan ujian ini pun masih gabung mbak, 2 
kali ya alhamdulillah meskipun dia gabung, masih banyak hal yang terkait fasilitas, kebetulan 
sekolahan ini ranking nya tidak begitu jelek, dari 27 sekolahan sekecamatan saptosari baik MI 
ataupun SD tahun kemarin ini SD kami menduduki peringkat 12 dari 27. Trus tahun kemarin itu 
kebetulan menduduki ranking cukup luar biasa, masuk 10 besar. Termasuk anak-anak yang disini 
jadi juara umum mbak. Oleh sebab itu kami sudah menginformasikan kepada wali bahwasannya 
seragam tidak menjanjikan anak itu jadi juara atau jadi pinter tapi kemauan, keuletan, dan 
kesungguhan mereka untuk belajar termasuk dukungan dari orang tua.
kami juga nangis mbak, ketika ada anak yang dikatakan juara umum. Nangis bener.  Jadi, apa 
yang kami perjuangkan alhamdulillah sedikit demi sedikit kami bisa merasakan hasilnya
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14. A: Siapakah yang akan mengarahkan dan bertanggungjawab atas kebijakan yang telah dibuat?
B: ya, untuk pengawasannya yang jelas kalau bantuan dari pemerintah jelas. Artinya instansi 
terkait. Misalnya BOS, kalo sekolah memberikan laporan bukan kepada komite, bukan kepada 
wali, bukan kepada yayasan, tapi itu ada lembaga tersendiri lembaga pemerintah yang untuk 
minta pertanggungjawaban .
yayasan, nek dari pihak swasta sebenarnya karna sifatnya tidak kontinue atau tidak setahun sekali 
atau apa, tidak pasti. Itu tapi juga untuk pengelolaan dana. Semisal kemarin ada baksos dan hasil 
baksos itu berhak diserahkan. Sebenarnya itu diserahkan pada saya tapi kami juga untuk 
memberdayakan mereka yang masih muda kami serahkan kepada sekolah. Sebenarnya hal-hal 
semacam itu sekolah yang bertanggungjawab. Kemudian untuk yayasan seperti yang telah saya 
sampaikan hanya pemberian tahu.
15. A; Apa apakah ada masalah atau kendala ketika kebijakan diterapkan?
B: alhamdulillah tidak pernah, dan kebetulan belum pernah kami mengelola dana yang besar.  
Jadi dari pihak ke tiga itu kadang-kadang banguan itu berupa alat sekolah misalnya untuk alat 
tulis, untuk sepatu, dsb. Dan itu kan tidak memerlukan satu bentuk tanggungjawab yang sangat 
anu to mbak. Itu langsung diberikan kepada mereka jadi ndak nopo yo, jadi pihak sekolahe nek 
coro sekolahe yo gur  ggo dalan tok lah.
16. A: kalo ketika ada masalah disekolah itu pak, gimana peran bapak selaku komite?
B: kebetulan mereka termasuk pak kepala sekolah apalagi guru-guru yang disitu manganggap 
saya bukan sekedar sebagai komite neng kebetulan saya dianggap sebagai orang tuanya. Jadi 
ketika ada permasalahan yang sekiranya membutuhkan satu penemu yang sing agak tuo setitik 
mereka datang kesini, “ini ada ini, itu bagaimana?” ngoten niku dadi tidak sebatas formal kami 
berkomunikasi dengan mereka tapi kadang-kadang secara pribadi mereka juga sering datang 
kesini sering minta penjelasan kalo ini menyangkut secara umum kami putuskan sudah kapan 
pertemuan kami tak hadir.
17. A: kalo sejauh ini bagaimana sekolah menyikapi, tadi kan kebanyakan dari bapak, dari 
masyarakat kalo dari pihak sekolah sendiri tanggapannya seperti apa pak?
B: ya mohon maaf ya mbak sekolahan ini sebenarnya nek saya mengatakan khususnya sekolahan 
kebetulan pengelolanya masih anak-anak semua jadi mohon maaf yo nek saya bilang trus perane 
sekolahan i opo? yo sementara saya bilang gurune yo gur ngajar mbak. Gur ngajar, trus ada dana 
dari pemerintah yang mengelola dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang harus mereka kerjakan 
yo nek terkhusus untuk yang sifate ki sekolahan ki arek kepie gitu ya mohon maaf memang saya 
juga maklumi karena mereka-mereka yang ada masih muda semua jadi nek saya bilang ya belum 
ada, gitu aja. Artinya, saya bilang belum ada itu contoh misal, ada kaca yang sudah rusak ini 
mereka kalo tidak saya slentik, tidak saya arahkan, mereka juga gak tau atau gimana atau ra tekan 
le mikir atau gimana. Itu juga enak saja, diam saja gitu lo, jadi memang sifat ketergantungan 
masih sangat melekat dan saya pun juga paham karena dengan alasan usia mereka yang masih 
kecil, pengalaman apalagi mbak. Ndilalae itu semua dari pondok semua itu. Jadi guru-guru nya 
yang kami ambil dari luar pondok itu kalo gak salah guru TK itu 2 kemudian yang SD itu 1 yang 
bukan dari pondok. Karena trus, kalo kami mengambil dari luar pondok itu mungkin konsekuensi 
yang harus saya pikul itu terlalu berat. Nek pondok kan kulino prihatin kulino tidak mikir masalah 
itu ini, begitu. Jadi dalam hal ini ya yang banyak kami libatkan ya orang-orang dari pondokan.
Kami juga menyadari bahwa sekolahan yang baru apalagi ini dirintis oleh inisiatif masyarakat 
kerjasama dengan yayasan tidak semudah koyo sekolah milik pemerintah. Pemerintah begitu hari 
ini mendirikan sekolah jelas bisa. Kami memang banyak pertimbangan. Untuk nguruk halaman 
masjid itu perlebar itu biar tidak sempit kami itu kan sifate dibeboko sek, ditahap-tahap sek, mana 
yang bisa saya laksanakan mana yang tidak.
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18. A: berarti memang kalo dalam jangka pendek ini memang golnya harus menyempurnakan 
sekolah?
B: ya, saya memang berfikirnya kearah sana, jadi gedung terutama kami tetep kita prioritaskan. 
ya, kami memang dulu kan kami dari yayasan “pak teguh, kulo suwun jenengan tetep 
disekolahan”, tapi kami yo maaf tipe saya itu kan seneng saya itu memberikan support tapi tidak 
harus saya disana. Yo nek niku saya memberikan kesempatan bagi mohon maaf mereka-mereka
yang memang usianya masih muda terus memang mereka mau kulo ngoten, terus “yaudah kalo 
gitu pak teguh jadi komite saja”.
19. A: Apakah kebijakan pendanaan pendidikan telah memenuhi prinsip keadilan, kecukupan, dan 
berkelanjutan sesuai PP no. 48 tahun 2008?
B: Dalam hal ini memang kami prosesnya menuju kesana mbak. Jadi kami termasuk saya, 
makanya saya katakan tadi sekolahan itu menjadi jiwa saya artinya kami memang prosesya untuk 
keberlanjutannya. Artinya banyak kendala, tadi saya sampaikan bahwasannya sekolahan yang 
baru & ini sekolahan bukan milik pemerintah, inisiatif dari masyarakat dan yayasan. Memang 
banyak kendala termasuk usaha-usaha yang dilakukan ini kan bentuknya untuk keberlanjutan. 
Mohon maaf kalo bukan berarti ndisiki kersane gustiallah ketika sekolahan ini ada krisis guru, 
guru raono kami selaku komite dan orang yang merintis cuma diam, mungkin sekolahan wes ora
ono mbak. Bener ini. Oleh sebab itu apa yang kami usahakan baik yang dari yayasan atau kami 
mengadakan kemitraan atau bentuk kerjasama dengan pihak ketiga selain pemerintah ini untuk 
usaha keberlanjutan. Sehingga sekali lagi termasuk guru-guru yang sekarang ini mengajar 
alhamdulilah meskipun mereka tidak didanai untuk menuju proses keberlanjutan mereka juga 
sekolah. Jadi kan kebetulan guru guru disini masih sekolah semua. Semua masih kuliah, oleh 
sebab itu ini juga bentuk kesungguhan mereka bahwa sekolahan ini tetep biar berlanjut. Apapun 
yang terjadi, harus berlanjut.
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Judul : Transkip Wawancara
Hari, Tgl : Senin, 30 September 2013
Narasumber : SI
Jabatan : Wali Murid SDIT Al-I’Tisham
1. Apakah pernah ada pungutan (iuran) di SDIT Al-I’Tisham?
B: mboten namung tumbas LKS. Sragam sepindah bayare nangeng dereng dugi. Sragam walang 
ngoten ngendikane.
2. Berapa besar pungutan tersebut?
B: Rp 50.000,00 kagem sragam
A: ingkang LKS?
B: Rp 10.000,00 wingi
Gangsal mata pelajaran setunggal LKS. Dek kelas kalih niko wolongewu sakniki niko sedoso.
3. Apakah pungutan tersebut memberatkan Ibu/Bapak?
B: mboten, wajar e mbak.
4. Pernahkah Bapak/ Ibu dilibatkan dalam koordinasi untuk membahas pungutan, pembelanjaan 
penerimaan bantuan atau lainnya?
B: sering, wali murid
wingi niku mbahas batik niku lak asal sragam pramuka kalih sragam nopo niko mboten bayar. 
Tas, sepatu niku mboten bayar gek kalih batik niku bayar 50 ewu ngoten. Sing wali niku mbahas 
niku.
5. A: apakah sebelumnya pernah dikumpulkan?
B: ggeh nek ajeng nompo rapot ngoten paling. Bahas tentang anak-anak niku ggihan, 
perkembangane anak-anak sing sekolah ten riku. Nilai-nilai niku. 
6. Menurut Bapak/ Ibu apakah dana yang dipungut dibelanjakan sesuai dengan sasarannya?
B: nek regane. Ngertine wali murid manut. Niku lak atasan, mboten bawahan. Bawahan mboten 
pikantuk. Mulane waune 45 ngoten gek mbalek wali, wali murid meleh niko mbalek turene 50 ewu 
namung atasan. Gek kepripun ngoten ggihan, la gek kudune ngisorane lha gek sekolah niku 
namung atasan ngoten niku. 
mboten onten sing protes ngoten niku. Soale pihak sekolah pun ngeten “ tahun wingi pun dibantu 
niki, niki, niki, gek sakniki jenengan pokoke ggeh rela pokoke mbotensah grundelan  ngoten aro’o 
50ewu ggo batik walang” ngoteniku gek ajeng kepripun meleh. Namung manut gek kepripun 
meleh. Gek mboten onten sing usul dadine. Sedanten gek namung ggeh ngoten.
7. Kaitannya dengan kegiatan sekolah, dalam kegiatan apa saja orang tua/ wali murid dilibatkan?
B: mboten
8. A: karena sekolah yang tergolong baru dan masih ada pembangunan apakah sering dilibatkan 
dalam bentuk tenaga, iuran atau apapun?
B: mboten, niku khusus sekolah. Dadi nek onten wong mriku ggeh dibayar. Mengkeh niku anu 
sembako dho ditumbas warga-warga niki gek artane damel mbangun ngoten niku. 
Tenaga ggih dibayar. Memenuhi harga tenaga. Ggeh tiang riki ggeh dibayar. Misale niku 
swadaya niku mboten. Tenogone tiang riki neng ggeh dibayar.
9. Apakah Orang Tua/ Wali murid mempunyai selama ini dilibatkan untuk mengevaluasi sekolah 
kaitannya dengan pendanaan?
B: mboten.
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Judul : Transkip Wawancara
Hari, Tgl : Senin, 30 September 2013
Narasumber : SH
Jabatan : Wali Murid SDIT Al-I’Tisham
1. Apakah pernah ada pungutan (iuran) di SDIT Al-I’Tisham?
B: mboten. Namung sragam niku, palang merah niko
2. Berapa besar pungutan tersebut?
B: sragamipun seket. Batik niku, neng dereng dugi barengne
3. A: palang merah pinten?
B: gangsalatus nopo pinten niko
4. Apakah pungutan tersebut memberatkan Ibu/Bapak?
B: mboten. Lha niku sragame anak kulo pun 4 tahun ngantos kelas 4 niku saking TK gek 
sek niki, sek ditarik niki.
5. Pernahkah Bapak/ Ibu dilibatkan dalam koordinasi untuk membahas pungutan, 
pembelanjaan penerimaan bantuan atau lainnya?
B: engggeh, Mbenjang ggeh wali murid meleh. Bengen niku ggeh nyang-nyangan la gek 
tiang mboten enten gek nyang-nyangan. Gek “mboten bu nek sakniki awis” nopo pendek 
nopo panjang ggeh batik wau niko nek pendek ggeh 40 nak panjang geh 50 ngoten
ggeh, pun ditentukan 
ggeh sekolah niku mbantu ngoten “wo nggeh kulo tak nyokong sementen” ggeh sedoyo 
murid niku disokong sementen ngoten niku neng nopo saking yayasan nopo pak guru. 
Niku tumbase kain kalih njahitke pindah ngoten.
“pokoke pun tumbase pun jahitke komplit bu” gek 50 niku ggihan gek kulo ggih manut, 
gek enggal ganti masalahe sragame mosok TK dugi kelas sekawan ngoten gek mesakke.
6. Menurut Bapak/ Ibu apakah dana yang dipungut dibelanjakan sesuai dengan sasarannya?
B: sampun mbokmenawi wong kantun njahite ngoten kantun nunggu. 
7. A: Dulu sragam itu bayar atau tidak?
B: mboten sik koko niku mboten. Pramuka niku ggih mboten, spatu gek tas niku mboten. 
Ggih mung batik niku sing bayar. Tok, sepindah niki nggihan. Dek bengen niku nggeh 
mboten, khusus saking yayasan.
tumbaske tas buku, turene 300 niku
Pokoke nggeh sepindah niki. Nek sragam olah raga dereng. 
mung mendhet bareng mung mboko 3 sasi sek spatune ganti wulan ganti tas. Maksute 
wonten sekolahan niku duko saking pundi.
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LAMPIRAN 3. CATATAN LAPANGAN
Catatan Lapangan I
Hari, Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2013
Tempat : SD N Rejosari, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul
Kegiatan : Mengantar surat ijin penelitian
Pukul 09.30 WIB setelah peneliti mengantar tembusan surat ijin ke 
beberapa instansi kemudian langsung mengantarkan surat ijin pula menuju 
sekolah yang menjadi tempat penelitian, SD N Rejosari. Sampai di tempat pukul 
10.00 wib. Peneliti kemudian menemui salah satu guru untuk menanyakan Kelapa 
Sekolah, ia pun mempersilahkan untuk memasuki ruang kepala sekolah dan 
mempersilahkan peneliti duduk. Ternyata Kepala Sekolah sedang tidak ditempat. 
Guru tersebut menyarankan peneliti untuk kembali lagi di hari senin, karena hari 
berikutnya Kepala sekolah ada acara keluar. Peneliti pun kemudian pamit dan 
membawa kembali surat ijin penelitian karena guru tersebut menyarankan 
demikian.
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Catatan Lapangan II
Hari, Tanggal : Senin, 26 Agustus 2013
Tempat : SD N Rejosari, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul
Kegiatan : Wawancara
Hari ini pukul 07.40 wib peneliti sudah sampai di SD N Rejosari untuk 
mengantar surat ijin penelitian. Setiba di sekolah, peneliti menyakan kepada salah 
satu guru dimana Kepala Sekolah. Guru tersebut kemudian mempersilahkan peneliti 
untuk masuk ke ruangan kepala sekolah dan mempersilahkan duduk sambil 
menunggu ia mencari Kepala Sekolah. Rupanya Kepala Sekolah sedang mengajar 
kelas olahraga. Tidak lama kemudian kepala sekolah pun datang. Peneliti kemudian 
mengutarakan maksud kedatangan ke sekolah tersebut. Kepala sekolah mengutarakan 
tidak keberatan untuk menjadi tempat penelitian, dan ia bersedia untuk membantu 
memberikan data.
Setelah itu peneliti meminta pertimbangan untuk kapan bisa wawancara 
dengan para informan yang dibutuhkan. Ia pun mempersilahkan untuk wawancara 
dihari itu juga. Kepala sekolah mempersilahkan peneliti untuk wawancara dengannya 
dalam waktu yang tidak lama karena akan mengerjakan pekerjaan yang lain. 
Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Setelah itu peneliti 
meminta arahan siapa yang lagi yang mengetahui tentang pendanaan di sekolah. Ia 
pun mengarahkan untuk wawancara dengan bendahara sekolah. Ia pun mencari 
bendahara tersebut untuk datang ke ruang kepala sekolah. Tidak lama kemudian 
bendahara sekolah datang dan penelitipun segera melakukan wawancara. Setelah 
wawancara dengan bendahara selesai penelitipun pamit.
Karena waktu yang masih pagi, peneliti pun kemudian pergi mencari rumah 
komite sekolah yang menjadi salah satu informan. Setelah bertanya kepada penduduk 
setempat akhirnya sampai dirumah komite sekolah. Kebetulan Kepala Sekolah sedang 
dirumah.peneliti dipersilahkan masuk kerumah dan menyampaikan maksud 
kedatangannya. Komite sekolah mempersilahkan peneliti untuk wawancara namun 
tidak dalam waktu lama. Peneliti pun segera melakukan wawancara. Setelah 
melakukan wawancara peneliti pamit karena komite sekolah akan pergi ke balai desa 
menghadiri undangan. Peneliti pun kembali ke rumah.
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Catatan Lapangan III
Hari, Tanggal : Kamis, 4 September 2013
Tempat : SD N Rejosari, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul
Kegiatan : Observasi Kondisi Fisik Sekolah & mengantar surat izin ke UPT 
TK & SD Kecamatan Tanjungsari
Hari ini peneliti sekitar pukul 09.00 wib sudah sampai di SD N Rejosari 
setelah hari sebelumnya membuat janji dengan kepala sekolah. Tujuan ke sekolah 
kali ini adalah untuk meminta data tentang profil sekolah.
Sesampainya di sekolah, peneliti menemui kepala sekolah. Namun ketika 
itu kepala sekolah sedang sarapan di kantor guru, ia mempersilahkan peneliti 
untuk menunggu di ruang tamu. Penelitipun menunggu diruang tamu, dan 
disambut oleh ibu guru (bendahara sekolah). Ibu guru tersebut berbincang-
bincang sebentar dengan peneliti. Membicarakan tentang alokasi dana pendidikan, 
peneliti menanyakan tentang 7 kompetensi yang dibiayai oleh dana BOS kenapa 
di juknis BOS tahun 2013 tidak ada. Ibu guru tersebut kemudian menyodorkan 
buku juknis bos tahun 2011, ternyata buku tersebut yang masih digunakan sebagai 
acuan. Tidak lama kemudian Bapak kepala sekolah datang. Sebenarnya ia 
sekarang jabatannya adalah PLH (pelaksana harian) setelah kepala sekolah yang 
lama pensiun. Ia memberikan profil sekolah. Ketika peneliti memeriksa, ternyata 
profil tersebut tidak lengkap. Profil tersebut hanya berisikan identitas sekolah, 
jumlah siswa & rombel, data guru, dan data sarana prasarana. Kemudian ketika 
peneliti menanyakan tentang visi misi, rencana program, dan sejarah berdirinya 
barulah kepala sekolah memberikan dokumen visi-misi, sedangkan lainnya tidak 
ada.
Peneliti selanjutnya meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengambil 
gambar sebagai dokumentasi kondisi fisik sekolah. Setelah beliau mengizinkan, 
peneliti kemudian berkeliling sekolah untuk mengambil gambar. Peneliti juga 
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melihat ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang menunggui anaknya yang masih 
duduk di kelas 1. Para orang tua merasa tidak tega jika anaknya pulang dan pergi 
tanpa didampingi orang tua mengingat jalan kesekolah merupakan jalur pariwisata 
pantai yang cukup berliku dan ramai. Setelah dirasa cukup mengambil gambar 
peneliti kemudian pamit kepada kepala sekolah dan ibu guru untuk melanjutkan 
ke UPT TK & SD kecamatan Tanjungsari.
Setelah bertanya kepada salah satu ibu siswa kelas 1, peneliti kemudian 
mencari kantor UPT TK & SD Kecamatan Tanjungsari untuk menyerahkan surat 
ijin sekaligus membuat janji untuk wawancara. Namun, kepala UPT ternyata 
sangat sibuk dan ia melimpahkan kepada kesubag TU UPT yang kebetulan sedang 
di SMP 2 Tanjungsari untuk rapat MTQ. Kepala UPT kemudian mengarahkan 
peneliti untuk mencari Kasubag TU UPT. Peneliti pun mencari SMP 2 
Tanjungsari untuk menemui kasubag TU UPT. Setelah sampai di tempat, peneliti 
menemui salah satu guru untuk menanyakan kasubag TU UPT. Kemudian salah 
satu guru lain mempersilahkan peneliti untuk menunggu di ruang tamu karena 
kasubag TU UPT sedang rapat. Setelag menunggu 30 menit peneliti akhirnya 
bertemu dengan kasubag TU UPT. Peneliti menyerahkan surat ijin dan 
menyampaikan maksud kedatangan bahwa untuk melakukan penelitian dan 
hendak wawancara. Karena kasubag TU tidak bisa menentukan waktu dan tempat 
secara pasti maka peneliti meminta nomor telpon untuk mempermudah 
komunikasi.  Setelah selesai pukul 12.20 wib kemudian peneliti pamit untuk 
kembali ke rumah dan untuk kedatangan selanjutnya peneliti dan Kasubag TU 
UPT sepakat untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu lewat media HP.
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Catatan Lapangan IV
Hari, Tanggal : Sabtu, 7 September 2013
Tempat : SDIT Al- I’Tisyam, Planjan, Saptosari, Gunungkidul
Kegiatan : Mengantar surat ijin observasi
Agenda hari ini adalah mengantar surat ijin observasi ke SDIT Al-I’tisham
setelah mendapat surat ijin dihari sebelumnya. Peneliti belum mengetahui letak 
persis sekolah tersebut, hanya berbekal alamat yang diperoleh dari web dinas 
pendidikan kabupaten Gunungkidul peneliti mencari sendiri. Menurut web dinas 
pendidikan kabupaten Gunungkidul alamat sekolah SDIT Al-I’tisham terletak di 
pantai Ngrenehan, Planjan, Saptosari, Gunungkidul. Peneliti sempat kebingungan 
ketika bertanya kepada warga sekitar Pasar Trowono yang tidak tahu tentang SDIT 
Al-I’tisham. Akhirnya peneliti melewati jalan pantai. Setelah beberapa kali melewati 
jalan yang terjal, pemukiman, dan lahan tegal akhirnya peneliti menemukan sekolah 
tersebut. Memang plakat sekolah tersebut sudah usang, sehingga tidak kelihatan nama 
sekolah tersebut, padahal sebelumnya peneliti telah melewatinya. Peneliti pun masuk 
ke sekolah tersebut yang kebetulan siswa TK baru selesai dan keluar sekolah. Peneliti 
bertanya kepada salah satu orang tua tentang nama sekolah tersebut. Ternyata 
memang sekolah tersebut adalah sekolah SDIT Al-I’tisham.
Peneliti selanjutnya masuk ke sekolah dan bertemu dengan guru. Peneliti 
mengutarakan maksud kedatangan ke sekolah yaitu untuk mengantar surat ijin 
penelitian. Kebetulan kepala sekolah sedang tidak di tempat. Akhirnya peneliti hanya 
menyampaikan surat ijin dan meminta nomor hp kepala sekolah beserta guru tersebut.
Namun guru tersebut telah menelpon kepala sekolah dan mengatakan maksud peneliti 
kesekolah. Kepala sekolah tersebut mengijinkan peneliti untuk melakukan penelitian 
dan bertanya kapan akan melakukan penelitian. Peneliti pun memutuskan untuk 
kembali ke sekolah di hari selasa. Akhirnya peneliti pamit untuk kembali ke rumah. 
Ketika peneliti keluar dari ruang guru, terlihat siswa-siswi sedang dikumpulkan 
dihalaman karena ada salah satu siswa yang akan pergi ke sulawesi. Siswa-siswi 
diinstruksikan untuk saling bermaafan dan bersalaman. Selanjutnya tiap siswa 
bersalaman dengan guru dan boleh pulang. Terlihat kultur yang dibangun disekolah 
tersebut sangat baik.
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Catatan Lapangan V
Hari, Tanggal : Senin, 9 September 2013
Tempat : UPTD TK & SD Kecamatan Tanjungsari
Kegiatan : Wawancara dengan Bendahara Pembantu
Hari ini peneliti hendak malakukan wawancara dengan kabag TU UPTD 
TK & SD Kecamatan Tanjungsari setelah hari jumat minggu lalu membuat janji 
lewat SMS untuk bertemu di UPTD TK & SD Kecamatan Wonosari pukul 09.00 
wib. Pukul 09.30, peneliti telah sampai di tempat tersebut kemudian menelpon 
kabag TU UPTD TK & SD Kecamatan Tanjungsari untuk mencari tahu posisinya. 
Ternyata kabag TU UPTD TK & SD Kecamatan Tanjungsari berada di kantor a 
menyangkal kalau ia memberikan janji untuk bertemu di UPTD TK & SD 
Kecamatan Wonosari. Dengan demikian peneliti langsung menuju ke kantor TU 
UPTD TK & SD Kecamatan Tanjungsari.
Sesampainya di kantor TU UPTD TK & SD Kecamatan Tanjungsari, 
peneliti diarahkan oleh kabag TU UPTD TK & SD Kecamatan Tanjungsari untuk 
bertemu dengan bendahara pembantu. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara 
dengan bendahara pembantu. Bendahara pembantu di UPT sangat kooperatif 
meskipun ada beberapa hal yang tidak diketahui olehnya. Setelah dirasa cukup, 
peneliti mengahiri wawancara dan mengcopy beberapa dokumen. Kemudian 
peneliti pamit untuk kembali ke rumah.
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Catatan Lapangan VI
Hari, Tanggal : Selasa, 9 September 2013
Tempat : SDIT Al-I’tisham
Kegiatan : Wawancara dan Observasi
Hari ini peneliti mempunyai agenda untuk pergi ke SDIT Al-I’tisham
bertemu dengan kepala sekolah untuk melakukan wawancara. Pukul 08.25wib 
peneliti sudah sampai di sekolah. Sesampainya disekolah peneliti sudah disambut 
oleh kepala sekolah. Peneliti dipersilahkan masuk ke ruang tamu dan peneliti 
dipersilahkan untuk bertanya (wawancara). Peneliti pun segera melakukan 
wawancara terkait pendanaan pendidikan disekolah tersebut. setelah selesai 
wawancara dengan kepala sekolah, kemudian peneliti melakukan wawancara 
dengan salah satu guru, sekaligus bendahara sekolah. Setelah selesai, peneliti 
mohon ijin untuk melakukan observasi sekolah sekaligus mengambil gambar 
untuk dokumentasi. setelah itu peneliti pamit untuk melanjutkan ke komite 
sekolah.
Pukul 09.40 wib peneliti sampai dirumah komite sekolah setelah bertanya 
kepada penduduk setempat. Ketika sampai dirumah komite sekolah, rumahnya 
ramai karna ada acara posyandu. Peneliti kemudian bertanya kepada salah satu 
ibu-ibu dimana bapak kepala dusun, kemudian ibu tersebut menunjuk bapak 
komite yang kebetulan sedang duduk di depan rumah. Ibu tersebut  
mempersilahkan peneliti untuk masuk ke rumah.
Ketika bertemu dengan komite sekolah, peneliti menyampaikan maksud 
kedatangan yaitu untuk wawancara seputar pendanaan pendidikan SDIT Al-
I’tisham. Komite sekolah kemudian mempersilahkan peneliti untuk mengajukan 
pertanyaan. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan komite sekolah. 
Ketika wawancara, banyak kisah yang menjadikan komite sekolah terharu dan 
menangis. Komite sekolah sangat berperan banyak di SDIT Al-I’tisham. Setelah 
selesai, kemudian peneliti pamit untuk kembali kerumah.
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Catatan Lapangan VII
Hari, Tanggal : Selasa, 17 September 2013
Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul
Kegiatan : Wawancara
Hari ini pukul 09.15 wib peneliti sampai di dinas pendidikan kabupaten 
Gunungkidul untuk wawancara dengan kepala bidang TK dan SD. Namun 
sesampainya disana ternyata kepala bidang TK dan SD sedang ada rapat, untuk itu 
peneliti diarahkan oleh salah satu pegawai ke Kasi Bina Pendidik dan Kurikulum 
Bidang TK dan SD. Setelah bertemu dengan beliau, peneliti langsung 
mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan peneliti ke tempat tersebut. Setelah 
itu peneliti langsung melakukan wawancara selama kurang lebih 30 menit karena 
kesibukan beliau. Setelah melakukan wawancara peneliti akhirnya berpamitan 
untuk kembali ke rumah.
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Catatan Lapangan VIII
Hari, Tanggal : Sabtu, 28 September 2013
Tempat : SD N Rejosari
Kegiatan : Meminta data RAKS & Wawancara wali murid
Hari ini peneliti datang ke SDN Rejosari pukul 08.30 wib untuk meminta 
data RAKS kepada bendahara sekolah. Sebelumnya peneliti telah berkomunikasi 
lewat SMS, namun bendahara sekolah baru mendapat ijin dari kepala sekolah dan 
mengijinkan peneliti datang di hari ini. Setiba disekolah peneliti harus menunggu 
sebentar karena bendahara sekolah sedang mengajar dikelas. Setelah bertemu 
bendahara, peneliti kemudian meminta data tentang RAKS. data tersebut telah 
diberikan oleh bendahara kemudian peneliti harus mengcipy dulu yang jaraknya 
sekitar 5km dari sekolah.
Setelah mengcopy data tresebut peneliti selanjutnya melakukan 
wawancara dengan wali murid kelas satu yang kebetulan sedang menjemput 
anaknya disekolah pukul 09.48 wib. Setelah itu ternyata ada salah satu wali murid 
lagi yang manunggui anaknya di kantin. Maka dari itu peneliti langsung 
mewawancarai wali murid tersebut pukul 10.00 wib.
Setelah selesai wawancara kemudian peneliti memberikan kembali RAKS 
dan pamit kepada bendahara sekolah untuk kembali ke rumah.
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Catatan Lapangan IX
Hari, Tanggal : Senin, 30 September 2013
Tempat : SDIT Al-I’tisham
Kegiatan : Meminta data RAKS & Wawancara wali murid
Hari ini peneliti pukul 08.30 wib berangkat mneuju SDIT Al-I’tisham
untuk meminta data RAKS setelah sebelumnya berjanjian lewat SMS. Pukul 
09.05 wib peneliti tiba di sekolah. Peneliti bertemu dengan kepala sekolah dan 
diberikan RAKS. selain itu peneliti juga meminta laporan keuangan 2 tahun 
terahir.
Tujuan selanjutnya adalah untuk wawancara kepada wali murid SDIT Al-
I’tisham. Peneliti kemudian berpamitan kepada kepala sekolah untuk melanjutkan 
wawancara dengan wali murid. Peneliti kemudian bertanya rumah salah satu wali 
murid terdekat kepada salah satu orang tua yang sedang menunggu anaknya 
sekolah TK. Kemudian peneliti menuju rumah yang disebutkan.
Rumah tersebut jaraknya tidak trelalu jauh dari sekolahan. Peneliti 
kemudian bertamu kerumah tersebut. peneliti kemudian menyampaikan maksud 
kedatangan dan selanjutnya wawancara pukul 09.46 wib. Orang tua tersebut 
sangat ramah dan terbuka. Setelah cukup peneliti kemudian bertanya rumah wali 
murid lain yang terdekat. Orang tua tersebut memberitahukan dan kemudian 
peneliti pamit untuk menuju rumah tersebut.
Jarak rumah informan pertama dengan yang akan dituju tidak jauh. 
Peneliti kemudian mendatangi rumah dan menyampaikan tujuan kedatangan. 
Peneliti bertemu dengan ibu dari Aldi. Ibu tersebut ramah dan terbuka. Peneliti 
kemudian wawancara pukul 09.54 wib. Setelah wawancara selesai, peneliti 
kemudian pamit untuk pulang.
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LAMPIRAN 5. DOKUMENTASI
Gambar 1. Halaman Sekolah SD N Rejosari
Gambar 2. Suasana Pembelajaran SD N Rejosari
Gambar 3. Ruang Kerja Guru SD N Rejosari
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Gambar 4. SDIT Al-I’Tisham Tampak Depan
Gambar 5. Ruang Kerja Guru SDIT Al-I’Tisham
Gambar 6. Halaman SDIT Al-I’Tisham





